
GUBERNUR  ACEH_

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR     5   TAHUN2026

TENTANG

TATA CARA PEMBRIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA  KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang  :         bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  88,  Pasal  141
dan  Pasal  145  Peraturari  Menteri  Kcuangan  Nomor  7  Tahun
2025  tentang  Pedoman  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak
Daerah,  perlu menetapkan  Peraturan Gubc`rnur tentang Tata
Cara Pemeriksaan dan Periagihan Pajak Aceh;

Mengingat     :   1.    Pasal   18   ayat   (6}   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.    Undang~Undang Nomor 24 Tahun  1956 tentang Pembentukan
Daerah   Ot,onom   Propinsi   Atjeh   clan   Pc`rubahan   PertiLuran
Pembentukan   Propinsi   Sumatel-a   Utara   (Lembaran   Negara
Rcpublik    Indonesia    Tahun     1956    Nornoi-    64,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  1103);

3.    Undang-Undang Nomol-11 Tahun 200b tentang Pemerintahan
Aceh   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2006
Nomor  62,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  lndoncj`,sia
Nomor 4633);

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negal.a Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii-
dengan   Undang-Undang   Nomor    6   Tahun    2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang~
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  20'23
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

5.    Undang-Undang  Nomor   1   Tahun   2022   tontang   Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcm'ierintahan Dacrah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahiin  2022  Noln()r  4,`
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6.    Peraturan    Pemerintah     Nom()r    (3€1j    Tall.un     2023     tenta.ng
Ketcntuan    Umum    Pajak    Dat-.3rah    dan     Rc.tribusi    Dacrah
(Lembaran Negara  Republik lnclonesifi.1`ahun  2023  Nomt]r 85,
Tambahan Lcln baran Negar£-i Repub.!ik lnc`lor]esia Nomor rj881 ) ;

7.    Pcraturan  Mentcri  Kc`uangan  Nomor  7  Tahi..in  2025  tent,ang
Pecloman  Pemeriksaan  dan  Periagihal~i  Pajak  Daerah  (Berita
Negara Republik  Indonc`sia 1`ahun  2.025  Nom()r 3);
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8.    Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2024  tentang  Pajak  Acch  dan
Retribusi   Aceh    (i,embaran   Aceh   Tahun   2024    Nomor   4,
Tambahan  Lembaran Aceh Nomor  142);

9.    Peraturan  Gubernui-  Aceh   Nomor   34  Tahun   2024   tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Qanun  Aceh   Nomt)r  4  Tahun   2024
tentang  Pajak  Aceh  dan  Retribusi  Acch  (Berita  Daerah  Aceh
Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
DAN PENACIIHAN PALJAK ACEH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.      Aceh  adalah  daerah  provinsi  yang  merupakan  kesatuan

masyarakat   hukum  yang   bersifat   istimewa   dan   diberi
kewenangan   khusus   untuk   mengatur   dan   mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan
dalam   sistem   dan   prinsip   Negara   Kcsatuan   Republik
Indonesia   berdasarkan   Undang-Undang   Dasar   Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1945,   }J-ang   dipimpin   oleh
seorang Gubernur.

2.      Pemerintah       Aceh       adalah       unsur       penyelenggara
pemerintahan   Aceh   yang   terdiri   atas    Gubernur   dan
Perangkat Daerah Aceh.

3.      Gubemur. ad.alah Kepala pcmerintah Aceh.
4.      Pajak    Aceh    yang    selanjutnya    disebut    Pajak    aclalah

kontribusi  wa_jib  kepacla  Aceh  yang  terutang  oleh  orang
pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan
Undang-Undang,   dengan   tidak   mendapatkan   imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi
sebesar~besamya kemakmuran rakyat.

5.      Pejabat  Pajak  yang  selanjutnya  clisebut   Pejabat  adalah
kepala  organisasi  perangkat  daerah  yang  mcmiliki  tugas
dan fungsi pemungutan Pajak.

6.      Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun
dan   mengolah   data,   keterangan   dan/atau   bukti  yang
dilaksanakan  secara objcktif dan profesional berdasarkan
suatu   standar   pemeriksaan  untuk   menguji   kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan  lain
dalam     rangka     melaksanakan     ketentuan     perat,uran
perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

7.      Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung
Pajak  melunasi  utang  Pajak  dan  biaya  penagihan  Pajak
dengan   menegur   atau   memperingalkan,   melaksanakan
penagihan  seketika dan sekaligus,  memberitahukan  surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan per)yitaan,
melaksanakan  penyanderaan  dan  menjual  barang  yang
telah disita.
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8.      Pemeriksa   Pajak   yang   selanjutnya   disebut   Pemeriksa
adalah Pejabat Pemeriksa dan/atau Petugas Pemeriksa  di
lingkungan  Pemerintah  Aceh,  yang  diberikan  tugas  dan
ruang lingkup kegiatan untuk melakukan  Pemeriksaan di
bidang Pajak.

9.      Pejabat pemeriksa pajak yang selanjutnya disebut pejabat
Pemeriksa adalah pejabat fungsional pengawas keuangan
negara  di  lingkungan  Pemerintah  Aceh  yang  diberikan
tugas   dan   ruang   lingkup   kegiatan   untuk   melakukan
Pemeriksaan di bidang Pajak.

10.   Petugas Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Petugas
Pemeriksa   adalah   Pegawai   Negeri   Sipil   di   lingkungan
Pemerintah   Aceh   yarig   ditunjuk   oleh   Gubernur,   diberi
tugas,      wewenang,      tanggung     jawab      dart     memiliki
kemampuan untuk melaksanakan Pemeriksaan.

11.    Masa  Pajak  aclalah jangka  waktu  1  (satu)  bulan  kalencler
atau  jangka  waktu  lain  yang  diatur  dengan  Peraturan
Gubernur  paling    lama    3  (tiga)    bulan    kalender,    yang
menjadi   dasar   bagi   wajib   Pajak   untuk   menghitung,
menyetor dan melaporkan Pal.ak yang terutang.

12.   Tahun  Pajak adalah jangka waktu yang lamanya  1  (satu)
tahun kalender, kecuali apabila wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

13.   Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,   meliputi
pembayar  Pajak,  pemotong  Pajak  dan  pemungut  Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.   Dokumen  adalah  buku,  catatan  dan/atau  dokumen  lain
termasuk   data   elektronik   serta   keterangan   lain   yang
diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

15.   Data  Konkret  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dimiliki
Pemerintah Aceh yang dapat digunakan untuk menghitung
kewajiban Pajak Wajib Pajak.

16.   Data    Elektronik    adalah    data    yang    dikelola    secara
elektronik,   yang   dihasilkan   oleh   komputer   dan/atau
pengolah   data   elektronik   lainnya  dan   disimpan  dalam
media penyimpanan elektronik.

17.   Analisis   Risiko   adalah   kegiatan  yang   dilakukan   untuk
menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko
menimbulkan hilangnya potensi penerimaan Pajak.

18.   Surat    Pemberitahuan    Pajak    Aceh    yang    selanjutnya
disingkat   SPTPA   adalah   sul-at   yang   oleh   Wajib   Pajak
digunakan   untuk   melaporkan   penghitungan   dan/atau
pembayaran  Pajak,   objek  Pajak  dan/atau   bukan  objek
Pajak   dan/atau   harta   dan   kcwajiban    sesuai    dcngan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   perpajakan
Aceh.

19.   Pemeriksaan      Lapangan     adalah      Pemeriksaan     yang
dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak,   tempat   kegiatan   usaha   Wajib   Pajak,   dan/atau
tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

20.   Pemeriksaan  Kantor adalah  Pemeriksaan yang dilakukan
di kantor instansi pelaksana pemungut Pajak dan retribusi
daerah dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerint.ah
Aceh.

21.  Kertas  .../4
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21.    Kertas Kerja pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP
adalah cat.atan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh  tim
pemcriksa      mcmgenai      prosedur      pemeriksaan      `yang
ditempuh,     data,     keterangan     dan/atau    bukti    yang
diperoleh, pengujian yang dilakukan, simpulan dan hal-hal
lain    yang    dianggap    perlu    yang    berkaitan    dengan
pemeriksaan.

22.   Pembahasan  Akhir  Hasil  pemeriksaan  yang  selanjutnya
disingkat  PAHP  adalah  pembahasan  antara  Wajib  Pajak
dan  pemeriksa  atas  temuan  pemeriksaan  yang  hasilnya
dituangkan dalam berita acara PAHP yang ditandatangani
oleh  kedua  belah  pihak  dan  berisi  koreksi  pokok  Pajak
terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui
dan perhitungan sanksi administrasi,

23.   Laporan   Hasil   pemeriksaan   yang   selanjutnya   disingkat
LHP adalah laporan yang berisi  tentang pelaksanaan  clan
hasil  pemeriksaan  yang  disusun  oleh  pemeriksa  sccara
ring.kas  dan jelas  serta  sesuai  dcngan  ruang lingkup  dan
tujuan pemeriksaan.

24.   Pembukuan    adalah    suatu    proses    peneatatan    yang
dilakukan  secara  teratur untuk mengumpulkan  data  dan
informasi   keuangan   yang   meliputi   harta,    kewajiban,
in()clal,    penghasilan    dan    biaya    serta    jumlah    harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan  menyusun  laporan  keuangan  berupa  ncraca  dan
laporan laba rugi untuk periocle Tahun Pajak tersebut.

25.    Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Lapangan     yang
selanjutnya  disingkat  SPPL  adalah  surat  pcmbcriLahuan
mengenai   dilakukannya   Pemeriksaan   Lapangan   dalam
rangka  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   perpajakan
Aceh.

26.   Surat    Panggilan   Dalam    Rangka    Pemeriksaan    Kantor
adalah  surat  panggilan  yang  disampaikan  kepada  Wajib
Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan /atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Aceh.

27.   Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut SP2
adalah   surat   perintah   untuk   melakukan   pemeriksaan
dalam  rangka  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
Pajak    dan/atau    untuk    tujuan    lain    dalam    rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Aceh.

28.   Tim   Penjaminan   Mutu   Pcmeriksaan   adalah   tim   yang
dibentuk  olch  Gubernur  dalam  rangka  membahas  hasil
pemel-iksaan   yang   tcrbat,as   pada   dasar   hukum   korcksi
yang belum disepakati antara pcmc,riksa dan Wajib Pajak
dalam    PAHP    guna     menghasilkan     pcmcriksaan    `vants2;
berkualit.as.

29.    Surat Pemberitahuan Hasil Pcmeriksaan yang sclanjutnya
disingkat  SPHP  adalah  surat yang  berisi  tentang  temuan
pemeriksaan  yam,.g  meliputi  pos-pos  yang  dikt)reksi,  nilai
koreksi, dasar koreksi, perhitungan semcntai'.a dari jumlah
pokok  pajak  terutang  dan   perhitungan   sementara  dal-i
sanksi administrasi.
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30.   Kuesioner   Pemeriksaan   adalah   formulir  yang   berisikan
sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib  Pajak yang
terkait dengan pelaksanaan pcmeriksaan.

31.   Penyegelan   adalah   tindakan   mcnempatkan   tanda   segcl
pada tempat atau ruangan tertentu  serta barang bergerak
dan/atau   tidak   bergerak   yang   digunakan   at.au   patut
diduga    digunakan    sebagai    tempat    atau    alat    untuk
menyimpan dokumen dan benda-bcnda lain.

32.   Surat   Setoran   Pajak   Aceh   yang   selanjutnya   disingkat
dengan  SSPA  adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran
Pajak yang t.elah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

33.   Surat Tagihan Pajak Aceh yang selanjutnya disingkat STPA
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  Pajak  dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

34.   Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD   adalah  surat  ketetapan  Pajak  yang  menentukan
besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.

35.   Laporan    Hasil    Pemeriksaan    Sumir   yang    selanjutnya
disebut  LHP  Sumir  adalah  laporan  tentang  penghentian
pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan SKPD.

36.   Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  adalah  Pemeriksaan  yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti   permulaan tentang
adanya   dugaan   tclah   t,crjadi   tindak   pidana   di   bidang
perpajakan.

37.    Pemeriksaan       Bukti        Permulaan       Tcrbuka        ad£~ilah
Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   yang   didahului   dengan
penyampaian   sural   pcmberiLahuan   Pcmcriksaan   Bukli
Permulaan    kepada    orang    pribadi    atau    badan    yang
dilakukan Pcmel.iksaan Bukti Pc`rmulaan.

38.   Pemeriksaan       Bukti       Permulaan       Tertutup       adalah
Pemeriksaan    Bukti    Permulaan   yang   dilakukan    tidak
dengan      surat      pemberitahuan      Pemeriksaan      Bukti
Permulaan    kepada    orang    pribadi    atau    badan   yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

39.   Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Aceh dan
retribusi   daerah   yang   selanjutnya   disebut   Penyidikan
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan
bukti   itu   membuat   terang   tindak   pidana   di   bidang
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

40.   Pemeriksaan  Ulang  adalah  Pemeriksaan  yang  dilakukan
terhadap  Wajib  Pajak  yang  telah  diterbitkan  SKPD  dari
hasil Pemeriksaan sebelumnya untukjenis Pajak dan Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama.

41.   Nomor Pokok Wajib Pajak Aceh yang selanjutnya disingkat
NPWPA adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai  sarana dalam  administrasi perpajakan Aceh yang
dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas
Wajib   Pajak   dalam   melaksanakan   hak   dan   memenuhi
kewajiban perpajakan Aceh.

 -I ...-

42.  Surat  .../6



-6-

42.   Surat    Ketetapan    Pajak    Daerah    Kurang    Bayar    yang
selanjutnya    disingkat     SKPDKB     adalah     SKPD    yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit
Pajak,   jumlah   kekurangan   pembayaran   pokok   Pajak,
besarnya   sanksi   administratif  dan  jumlah   Pajak  yang
masih harus dibayar.

43.    Surat    Ketetapan     Pajak    Daerah     Lebih     Bayar    yang
selanjutnya     disingkat     SKPDLB     adalah     SKPD     yang
menentukan jumlah kelebihan  pembayaran  Pajak karena
jumlah   kredit   Pajak   lebih   besar   daripacla   Pajak   yang
terutang atau seharusnya liclak terulang.

44.    Surat  Ketetapan  P£~tjak  D{~if.rah  KLirang  Bayar  Tambahan
yang  selanjutnya  disingkat  SkpDkt3T  actalah  SKPD  yan£J;
menentukan   tambahan   atas  jumlah   Pajak   yang   telah
diLetapkan.

45.    Surat   Ketetapan   Pajak   Daer€`ih   Nihil   yang   selanjutnya
disingkat  SKPDN  aclalah  SKPD  yang menentukan jumlah
pokok  Pajak  sama  besarnya  clengan jumlah  krcdit  Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

46.   Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang
merupakan    kesatuan,    baik    yang    melakukan    usaha
maupun   yang   tidak   mclakukan   usaha   yang   meliputi
perseroan    terbatas,    perseroan    k()manditer,    perser()an
lainnya,       Badan       Usaha       Milik       Negara,       Badan
Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan
nama dan dalam bentuk apa purl, firma, kongsi, koperasi,
dana    pensiun,    persekutuan,    pc`rkumpulan,    `yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya,  lembaga  dan  bent,uk  badan  lainnya,  termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

47.   Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau
bukti   yang   ada   hubungann.v-a   dengan   tindakan   Wajib
Pajak,   pekerjaan,   kegiatan   usaha,   antara   lain   bank,
akuntan   publik,    notaris,    konsultan   Pajak,    konsultan
hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor
administrasi atau pihak lainnya.

48.   Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
bertanggung  jawab   atas   pembayaran   Pajak,   termasuk
wakil  yang  menjalankan  hak  dan  memenuhi  kewajiban
Wajib   Pajak  menurut   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan mengenai perpajakan Accj`h.

49.    Penyitaan   aclalah   tindakan   `Jurusita   untuk   meng-uasai
Barang  Wajib  Pajak  dan/atau  Penanggung  Pajak,  guna
dijadikan jaminan  untuk melunasi  Utang  Pajak  menurut
peraturan perundang-undangan.

50.   Pencegahan   adalah   larangan   yang   bcrsifat   sementara
terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu
untuk   keluar   dari   wilayah   Negara   Kesatuan   Rcpublik
Indonesia   berdasarkan   alasan   tertentu   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

51.   Penyanderaan    adalah   pengekangan    sementara   waktu
kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di
tempat tertentu.

52.  LJurusita  . . . / 7



-7-

52.   Jurusita  Pajak yang  selanjutnya  disebut  `Jurusita  adalah
pelaksana  tindakan  Penagihan  yang  meliputi  Penagihan
seketika   dan    sekaligus,    pemberitahuan   Surat   Paksa,
penyitaan dan penyanderaan.

53.   Utang   Pajak   adalah   Pajak  yang   masih   harus   dibayar
termasuk   sanksi   administratif   berupa   bunga,    denda
dan/atau  kenaikan  yang  tercantum  dalam  SKPD,  atau
surat     sejenisnya    berdasarkan    ketentuan     peraturan
perundang-undangan mengcnai perpajakan Aceh.

54.   Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak.

55.   Surat   Perintah   Melaksanakan   Penyitaan   adalah   surat
perintah      yang      diterbitkan      oleh      Pejabat      untuk
melaksanakan penyitaan.

56.   Lelang  adalah  setiap  penjualan  barang  di  muka  umum
dengan   cara   penawai-an   harga   sccara   lisan,    tertulis,
dan/atau   media  dalam  jaringan   (o7izz.rle)   melalui   usaha
pengumpulan peminat atau calon pembeli.

57.   Kantor      Lelang      adalah      kantor      yang      berwenang
melaksanakan penjualan secara Lelang.

58.   Biaya  Penagihan  Pajak  adalah  biaya  pelaksanaan  Surat
Paksa,       Surat      Perintah      Melaksanakan      Penyitaan,
pengumiiman Lelang, pembatalan Lelang, jasa penilai, dan
biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

59.   Barang adalah tiap benda atau  hak yang dapat dijaclikan
objek sita.

60.   Lembaga Jasa  Keuangan yang  selanjutnya  disingkat  LJK
adalah  lembaga  yang  melaksanakan  kegialan  di  sektor
perbankan.

61.   Pemblokiran  adalah  tindakan  pengamanan  barang  milik
Penanggung  Pajak yang  dikelola  oleh  LUK  dengan  tujuan
agar terhadap barang dimaksud tidak terdapat perubahan
apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

62.   Objek    Sita    adalah    Barang    Wajib    Pajak    dan/atau
Penanggung  Pajak  yang  dapat  dijadikan  jaminan  Utang
Pajak.

63.   Surat   Keputusan   Pembetulan   adalah   surat   keputusan
yang  membetulkan   kesalahan   tulis,   kesalahan   hilung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  Aceh
yang terdapat dalam,  SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,
SKPDLB,  STPA,  Surat  Keputusan  Pembetulan  atau  Surat
Keputusan Keberatan.

64.   Surat Kcpulusan Kcbcratan  adalah  surat  keputusan  alas
keberatan  terhaclap  SKPD,   SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDN,
SKPDLB atau tcrhadap pcmoLongan atau pcmungutan o]eh
Pihak Ketiga yang diajukan oleli Wajib Pajak.

65.    Surat Teguran  adalah  surat `vang ditcrbitkan  oleh  f'ejalJat
untuk mencgur  atau  mcmpcringatkan Wajib  Pajak unt-uk
melunasi Utang Pajaknya.

66.    Penagihan    Seketika    dan    Sckaligus    adalah    t.inclakan
Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada
Wajib Pajak clan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh  tempo  pembayaran  yang  meliputi  seluruh
Utang Pajak dari semuajenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun
Pajak.

67.  Putusan  .../8
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67.   Putusan  Banding  adalah  putusan  badan  peradilan  Pajak
atas  banding  terhadap  Surat  Keputusan  Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

68.   Rekening   Kas   Umum   Aceh   yang   selanjutnya   disingkat
RKUA    adalah    rekening    tempat    penyimpanan    uang
Pemerintah  Acch  yang  ditcntukan  oleh  Gubernur  untuk
menampung  seluruh  Penerimaan  Aceh  dan     memba`var
seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.

BAB  11
PEMERIKsjIAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemeriksaan

Pasal 2

Gubernur berwenang melakukan Pemeriksaan.
Kewenangan   Gubernur  untuk   melakukan   Pcmeriksaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilimpahkan
kepada Pejabat.

Bagian Kedua
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 3

Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
bertujuan:
a.   menguji kepatuhal.j` pemenuhan kew.ajiban Pajak;  dan
b.  tujuan     lain     dalam     rangka     mclaksanakan     keten{.uan

peraluran     pcrunclang-unclangan     mc`ngonai     Pajak     clan
retribusi Aceh.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Paragraf 1
Ruang Lingkup, Kriteria dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 4

Ruang    lingkup    pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  3  huruf  a  meliputi  satu,  beberapa  atau  seluruh  jenis
Pajak,   baik  untuk  satu  atau  beberapa  Masa  Pajak,   bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya
maupun tahun berjalan.

Pasal 5

(1)     Pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan    pemenuhan
kewajiban  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,
dilakukan dalam hal:
a.  Wajib   Pajak   mcngajukan   permohonan   pengembalian

atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
b.  terdapat  keterangan  lain  berupa  Data  Konkret  yang

menunjukkan  bahwa  Pajak  yang  terutang  tidak  atau
kurang clibayar;

      )        ,,,, I,       ,\,,.11,I,,

c.  Wajib  .../9
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c.   Wajib   Pajak  yang   melakukan   penghitungan   sendiri,
yang      terpilih       untuk       dilakukan       Pemel-iksaan
berdasarkan Analisis Risiko;

d.  Wajib   Pajak   melakukan   penggabungan,    peleburan,
pemekaran, 1ikuidasi atau pembubaran usaha; atau

e.   berdasarkan pertimbangan Pejabat.

(2)     Data  konkret  sebagaimana  ciimal{sud  pada ayat  (1)  huruf
b, berupa:
a.   data  perpajakan  tcrkait.  dcnga`n  Wajib  Pajak  yang  tidak

men.\7ampaikan  SPTPA claltirn jangka w£-iktu 20  (clu€i puluh)
hfiri  setelah  bcl`£.ikhim}'a  masfi  pajak  dan  sctclah  ditc`gur
se;cara  tcrtulis,  SPTPA  ticl£~ik  disampaikan  pftda  waktLinya
sebagaimana ditentukan d€ilam Sur£]+t Tcguran; atau

b.   bukti    transaks].     atau    data    perpajakan    yarlg    dapat
digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib
P=ljak.

(3)     Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  perilaku  dan
kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
a.    kepatuhan penyampaian SPTPA;
b.   kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang; dan
c.    kepatuhan    dalam    membayar    Utang    Pajak    Masa

Pajak/Tahun P&jak sebelumnya.
Pasal 6

(1)     Pemeriksaan    untuk    mengiiji    kepatuhan    pemenuhari
kewajiban  Pajak  sebag-aimana  dimaksucl  dalam  Pasal  4
dilakukan  dengan jenis  Pemeriksaan  Lapangan  dan/aLau
Pemeriksaan Kantor.

(2)     Pemeriksaan    untuk    mcngru.i     kepat-uhan    pemenuhan
kewajiban  Pajak  sebagaimana  climaksud  dalam  Pasal  4
dilakukan  oleh  Pej.abat Pcmcriksa cicngan memperhatikan
ketersediaan Pejabat Pemeriksa pada Pemerintah Aceh.

(3)     Dalam hal pejabat pemeriksa `schagaimana dimaksucl pada
ayat (2)  belum tersedia atau jumlahnv\,'a bclum mencukupi
kebutuhan   Pemeriksaan,   Gubcriiur  atau  Pejabat   dapat
menugaskan   Petugas   Pemeriksa   dapat   melaksanakan
Pemeriksaan.

(4)     Dalam   hal   diperlukan,   Gubernur   atau   Pejabat   dapat
menunjuk      tenaga      ahli      untuk      membantu      pr.Uses
Pemeriksaan   yang   dilakukan    olch    Pejabat    Pemeriksa
dan/atau   Petugas   Pemeriksa   berdasarkan   sural   tugas
yang diterbitkan oleh Gubernur atau Pejabat.

Paragraf 2
LJenis pemeriksaan

Pasal 7

(1)     Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (i)
huruf a  dilakukan  dengan  Pemeriksaan  Kantor,  dalam  hal
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  tersebut
diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan :

a.  kepatuhan  . . . / 10
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a.   kepatuhan penyampaian SFTPA jenis pajak yang diajukan
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayai-an  dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam  1  (satu) tahun pajak;

b.   kepatuhan dalam melunasi semuajenis Utang Pajak;
atau

c.   kebenaran SFTPA untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak
dan tahun-tahun Pajak sebelumnya.

(2)     Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  ayat  (1)
huruf b dilakukan clengan:
a.   Pemeriksaan Kantor dalam hal ruang lingkup pemeriksaan

hanya  dilakukan  terhadap  keterangan  lain  berupa  data
konkret; atau

b.   Pemeriksaan     Lapangan     dalam     hal     ruang     lingkup
pemeriksaan   dilakukan   tidak   terbatas   hanya  terhadap
keterangan lain berupa data konkret.

(3)     Data konkret  sebagaimana dimaksud  pada Pasal  5  ayat  (2),
huruf a dan huruf b rnerupakan  data riil  sesual fakta yang
ada pada suatu  waktu  tertentu yang belum  dilaporkan  dan
mengandung pendapal.

(4)     Pemeriksaan  dengan  kriteria  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 5 ayat ( 1) huruf e, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor..

(5)     Pemeriksaan  dengan  kriteria  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c dan hurut` f, dapat dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

Bagian keempat
Standar Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 8

(1)    Pemeriksaan    untuk    mengiiji    kepatuhan    pemenuhan
kewajiban   Pajak   harus   dilaksanakan    sesuai   dengan
standar pemeriksaan.

(2)     Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan    sebagai   ukuran    mutu    pemeriksaan   yang
merupakan  capaian  minimum yang  harus  dicapai  dalam
melaksanakan pemeriksaan.

(3)     Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
meliputi ,
a.     standar umum pcmcr].ksaan;
b.     standar pelaksianaan porn(`riksaan;  dcrm
c.      sLandar pc`1aporan  basil  pemeriksaan.

Paragraf 2
Standar Umum Pemeriksaan

Pasal 9

(1)     Standar    umum    Pemeriksaan    sebagaimana    dimaksud
dalam  Pasal  8  ayat  (3)  huruf a  merupakan  standar yang
bersifat    pribadi    dan    berkaitan    dengan    persyaratan
Pemeriksa    yang    berlaku     untuk    Pejabat    Pemeriksa
dan/atau Petugas Pemeriksa.

(2)  Persyaratan  . . . / 11
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(2)     Persyaratan     untuk     Pejabat-     Pemeriksa     scbagaimana
dimaksud    pada    ayat    (i)    dit.etapkan    sesuai    clengan
ketentuan     peraturan     perundang-und£`ngan     mengentli
jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

(3)     Persyaratan    untuk    Petugas    Pemeriksa    sebagaimam
dimaksud pada ayat (1)  meliputi:
a.   Pegawai Negeri Sipil minimal lulusan Diploma I dengari

pangkat  minimal  Pengatur  Muda  (II/a)  atau  minimal
lulusan SMA dengan pangkat minimal Pengatur Muda
Tingkat I  (II/b);

b.  telah    mengikuti    dan    lulus    pendidikan    dan/atau
pelatihan teknis terkait Pemeriksaan;

c.   memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan;
d.  cermat       dan       saksama       dalam       menggunakan

keterampilannya sebagai Pemeriksa;
e.  jujur dan bersih dari tindak&n tercela serta senantii\sa

mengutamakan kepentingan negara;
f.   taat   terhadap      berbagai       ketentuan          peraturan

perundang-undangan di bidang  perpajakan; dan
9.   telah  mengikuti  dan  lulus  sertifikasi  pcmeriksa  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)     Persyaratan  scbagaimana  dimaksucl  pacla ayaL  (3)  hur`ur c

sampai  dengan  huruf f ditentukan  berdasarkan  penilaian
dan ditelapkan dcngan Keputusan Gubernur.

(5)     Pcmcnuhan  scrtifikasi  Pemeriksa  scbagaimana  climaksuci,
pada   ayat   (3)   huruf  g   clilaksanakan   sesira`i   ketcntuan
peraturan  perimdang-undailgt£,}n.

Par€lgl-al-3
Standar Pelaksanaan Pemcriksaan

Pasal  10

Pelaksanaan      Pemeriksaan       untuk      mentou,cruji       kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  Pajak  harus  dilakukan  sesuai  standar
pelaksanaan  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksucl  dalam  Pasal
8 ayat (3), yaitu:
a.    Pelaksanaan      Pemeriksaan      harus      clidahului      denga.n

persiapan  yang  baik  sesuai   dengan   tujuan  pemeriksaan,
yang  paling  sedikit  meliputi  kegiatan  mengumpulkan  clan
mempelajari     data     Wajib     Pajak,     menyusun     rencana
pemeriksaan,  dan  menyusun  program  Pemeriksaan,  serta
mendapat pengawasan yang saksama;

b.   Pemeriksaan   dilaksanakan   dengan   melakukcrm   pengujian
berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan
program pemcriksaan yang telah disusun;

c.    Temuali  hasil  pemeriksaan  harus  clidasarkan  pada  bukti
kompeten yang cukup dan bcrdasarkan ketcntuan pcraturan
perundang-undangan perpajakan;

d.   Pemeriksaan   dilakukan   oleh   suatu   tim   pemeriksa   yang
tcrdirj   dari   seorang   supervisor,    sc`orang   kct.ua   tim,   clan
seorang atau lebih anggota tim, clan clalam keadaan tertentu
ketua   tim   dapat   merangkap   set>agai   aiiggota   tim,   yang
ditetapkan dalam SP2 atau per-ubahannya;

e.  Tim  ...//  12
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e.    Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat
dibantu  oleh   1   (satu)   orang  atau  lc`bih   Lcnaga  ahli  yang
memiliki  keahlian  tertentu  seperti  dalam  bidang  bahasa,
teknologi   informasi   dan/'atau   hukum   }Jang   cliutamakan
berasal dari P€merintah Aceh.

I.     Pemel-iksaan dapat dilaksanakan di kantor pcmcrintah Acch,
tempat tings,al atau kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan
usaha  Wajib   Pajak,   dan,/aLau   Lempat   lain  yang  diarnggap
perlu  ()leh pcmeriksa;

9.    Pcmeriksaan   dilaksanakan   pacla   jam   kerja   dan   apabila
diperlukan  cla|')at clilanjutkan  cli iu£Lr jtim kerja;  dan

h.   Pelaksanaan  pemeriksaan  didokumentasikan dalam  bcntuk
KKP.

Pasal  11

(1)  KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h berfungsi
seba8ai:
a.   bukti   bahwa   pemeriksaan   telah   dilaksanakan   sesuai

standar pelaksanaan pemeriksaan;
b.   bahan   dalam   melakukan   PAHP   dengan   Wajib   Pajak

mengenai temuan hasil pemcriksaan;
c.    dasar pembuatan LHP;
d.    sumber data  atau informasi bagi penyclesaian  kcberat.an

atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
e.    referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

(2)   KKP paling sedikit memberikan informasi mengenai  :
a.    prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
b.    data, keterangan clan/atau bukti yang diper()1eh;
c.    pengujian yang telah dilakukan; dan
d.    simpulan dan hal lain yang dianggap pcrlu yang berkaitfm

dengan Pemeriksaan.
(3)   KKP ditelaah Supervisor untuk meyakini bahwa :

a.    pemeriksaan   te]ah   dilakukan    scsuai   dengan   rencana
pemeriksaan dan perubahanriya; clan

b.    pemilihan    metode   pemeriksaan,    tcknik   pemcriksaan,
prosedur pemeriksaan, penghitungan matematis koreksi,
dan dasar hukum korek.si telah clilakukan sesuai dengan
ketentuan pcrunclang-undaiigan bicl€uig perpajz,ikari.

(4)   KKP harus diparfif oleh  pembu€it clan  supervisor.

Paragraf 4
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal  12

(1)     Kegiatan    Pemeriksaan    dituangkan    dalam    LHP    yang
disusun   sesuai   st.andar   pclaporan   hasil   pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c.

(2)     Standar    pelaporan    hasil    pemeriksaan     sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a.   LHP     disusun     secara     ringkas     dan    jelas     yang

menggambarkan  informasi  mengenai  ruang  lingkup,
pos-pos     yang     diperiksa     sesuai     dengan     tujuan
pemeriksaan,    simpulan    pemeriksa   yang   didukung
temuan  yang  kuat  tentang  ada  atau  tidak  adanya
penyimpangan      terhadap      peraturan      perundang~
undangan  perpajakan,.  clan  pengungkapan  informasi
lain yang terkait dengan Pemeriksaan; dan

b -  LH P  . . . / 1 `r3
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b.   LHp minimal memuat:
1.    penugasan pemeriksaan;
2,   identitas wajib pajak;
3.   pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4.    pemenuhan kcwajiban Pajak;
5.   data/informasi yang tersedia;
6.    Dokumen yang dipinjam;
7.    materi yang diperiksa;
8.    uraian hasil pemeriksaan;
9.    ikhtisar hasil pemeriksaan;
10. Penghitungan Pajak terutang; dan
11. simpulan dan usulan pcmeriksaan.

(3)     LHp disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa.
(4)     LHP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (3)   diketahui   dan

ditandatangani oleh Pejabat.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Kcwenangan Pemeriksa

Pasal  13

Dalam   melakukan   Pemeriksaan   unt`uk   menguji   kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak, pemeriksa wajib:
a.   menyampaikan    SPPL    kepada   Wajib    Pajak    dalam    hal

pemeriksaan     dilakukan     dengan     jenis     Pemeriksaan
Lapangan atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan
Kantor   dalam   hal  pemeriksaan   dilakukan   dengan  jenis
Pemeriksaan Kantor;

b.   memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada
Wajib Pajak pada saat melak-ukan pemeriksaan;

c.    memperlihatkan sp2 perubahan kepada wajib pajak apabila
susunan      keanggotaan      tim      Pemeriksa      mengalami
perubahan;

d.   melakukan  pertemuan  dengan  Wajib  Pajak  dalam  rangka
memberikan penjelasan mengenai:
1.    alasan dan tujuan pemeriksaari;
2.   hak  dan   kewajiban  Wajib   Pajak   selama   dan   setelah

pelaksanaan pemeriksaan;
3.    hak    Wajib    Pajak    mengajukan    perm()honan    untLik

dilakukan  pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan  MULu
Pemeriksaan dakim hal terclapi~it hasil p€meriksaan yang
terbatas    pada    dasar.    hukum    korcksi    yang    bclum
disepakati  antara  pemeriksa  dengan  Wajib  Pajak  pada
saat PAHP,  kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan
lain berupa Data Konkret;  dan

4.   kewajiban     dari     Wajib     Pajak     untuk     memenuhi
permintaan dokumen, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

e.    menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf
d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

f.    menyampaikan spHp kepada wajib pajak;
9.    memberikan  hak  untuk  hadir  kepada  Wajib  Pajak  dalam

rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
h.   menyampaikan Kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak;

i. melakukan .../ 14
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melakukan     pcmbinaan     kcpada     Wajib     Pajak     dalam
memenuhi   kewajiban   Pajaknya   dengan   menyampaikari
saran  secara  tertulis  sesuai  dengari  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;
mengembalikan  Dokumen yang dipinjam  dari Wajib  Pajak;
dan

k.   merahasiakan     segala     sesuatu    yang    diketahui     atau
diberitahukan  oleh  Wajib  Pajak  kepada  pemeriksa  dalam
rangka pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

Pasal  14

(1)    Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  Pajak  dengan  jenis  pemeriksaan
lapangan, pemeriksa berwenang:
a.   memeriksa    dan/atau    meminjam    dokumen    yang

berhubungan   dengan   pendapatan   yang   diperoleh,
kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;

b.    mengakses,    menyalin    dan/at.au    mengunduh    Data
Elektronik   yang   berhubungan   dengan   pendapatan
usaha yang diperoleh, kegiatan usaha  dan/atau ()bjek
yang terut.ang Pajak;

c.    memasuki dan memeriksa  tempat atau ruang,  barang
bergerak  clan/atau  tidak  bergerak  yang  diduga  at{~iu
patut diduga  digunakan  untuk menyimpan  Dcpkumcn,
uang,  dan/aLau barang yang clapat  membcri  p€tunj-uk
tentang  pc`ndapatan  yang  dipc'roleh,   kegiatan   usaha
dan/atau ()bjek .yang terutang Piijak;

d.    meminta kcpada Wajib  Pajak untuk memberi  banluan
guna kelancaran pem€riksaan, meliputi:
1.   menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya

Wajib    Pajak    apabila    clalam    mengakses    Data
Elcktronik      memcrlukan      peralatan      dan/alau
keahlian khusus;

2.   memberikan   bantuan   kepada   pemeriksa   unluk
membuka     barang     bergerak     dan/atau     tidak
bergerak; dan/atau

3.    menyediakan          ruangan          khusus          lempat
dilakukannya   Pemeriksaan   Lapangan   dalam   hal
pcmeriksaan dilakukan di tcmpat Wajib Pajak;

e.    melakukan   penyegelan   tempat   atau   ruang  tertentu
serta barang bergerak dan/' atau tidak bergerak;

f.     meminta keterangan lisan clan/'atau tertulis dari wajib
Pajak;

9.    meminjam   KKP   yang   clibuat   oleh   akuntan   publik
melalui Wajib Pajak; dan

h.    meminta  ketcrangan  dan/atau  bukt,i  .\rang  dipc`rlukan
dari  Pihak Ketiga yang menipunyai  hubungan  dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

(2)     Dalam melakukan pemeriksaan unluk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  Pajak  dengan  jenis  Pemeriksaan
Kantor, pemeriksa berwenang:
a.    memanggil   Wajib   Pal.ak   imtuk  datang  ke   kantor  cli

lingkungan  Pemerintah  Daerah  dengan  menggunakan
Surat Panggilan Dalam kangka Pemeriksaan Kant,ctr;

b.  memeriksa  . . . / 15
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b.   memeriksa     dan/atau     meminjam     d()kumen    yang
berhubungan    dengan    pendapatan   yang    diper()1eh,
kegiatan usaha dan/atau objck yang terutang Pajak;

c.    meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan
guna kelancaran pemcriksaan;

d.    meminta keterangan lisan clan/atau t,crtulis dari Wajib
Pajak;

c.    mcminjam    KKP   yang   dibuat    olch   akunLan    publik
melalui Wajib Pajak; dan

f.     mcminta  keterangan  dan/at.au  bukli  yang  diperlukan
dari  Pihak  Kctiga yang mcmpunyai  hubungan  dengan
Wajib Pajak yang diperiksa melalui Pejabat.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal  15

Dalam  pelaksanaan  pem€`riksaan  untuk  menguji  kcpatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak, Wajib Pajak berhak:
a.    meminta  kepada  pcmeriksa  untuk  memperlihatkan  tanda

pengenal pemeriksa dan SP2;
b.    meminta kepada pemeriksa untuk mernberikan sppL dalam

hal   pemeriksaan   dilakukan   dengan   jenis   pemeriksaan
lapan8an;

c.    meminta   kepada   pemeriksa   untuk   memperlihatkan   SP2
perubahan  apabila  susunan   keanggotaan   tim   pemeriksa
mengalami perubahan;

d.   meminta  kepada  pemeriksa untuk memberikan  penjelasan
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

e.    menerima SPHP;
f.     menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
9.    mengajukan   permohonan   untuk   dilakukan   pembahasan

dengan   Tim   Penjaminan   Mutu   Pemeriksaan,   dalam   hal
masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar
hukum  k()reksi  yang  belum  disepakati  antara  pemeriksa
dengan   Wajib    Pajak   pada    saat    PAHP,    kccuali    untuk
pemeriksaan atas keterangan lain berupa Data K()nkret; dan

h.   memberikan   pendapat   atau   pcnilaian   alas   pelaksanaan
pemeriksaan  oleh  pemeriksa  melalui  pengisian  Kucsioner
pemeriksaan.

Pas€|116

(1)     Dalam      pelaksanaan      pemeriksaan      untuk      mengu.i
kepatuhan   pemenuhan   kcwajiban   Pajak   dengan   jonis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
a.   memperlihatkan   dan/atau   meminjamkan   dokumcn

yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh,
kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;

b.   memberikan   kesempatan   kepada   pemeriksa   untuk
mengakses,   menyalin,   dan/atau   mengunduh   Data
Elektronik yang berhubungan  dengan kegiatan usaha
dan/atau objek yang terutang Pajak;

c.    memberikan   kesempatan   kepada   pemeriksa   untuk
memasuki dan memeriksa tempat atau ruang,  barang
bergerak  dan/atau  tidak  bergerak  yang  diduga  atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen,
uang dan/atau barang yang dapat memberi  petunjuk
tentang  pcndapatan  yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,
dan/atau      objek      yang      terutang      Pajak      serta
meminjamkannya kepada p€rmeriksa;

d.  mcrnberi  .../ 16
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d.   memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang
dapat berupa:
1.  menyediakan tcnaga dan/alau peralatan alas biaya

Wajib     Pajak    apabila     dalam    mengakses     Data
Elcktronik      memcrlukan      peralatan      dan/atau
keahlian khusus;

2.  memberikan   bantuan   kepada    pemeriksa   untuk
membuka     barang     bcrgcrak     dan/atau     t.idak
bergerak; dan/atau

3.  menyediakan ruangan khusus tcmpat dilakukann`ya
Pemeriksaan    Lapangar)    dalam    hal    pcmcl-iksaan
dilakukan di tempat Wajib Pajak;

e.    menyampaikan tanggapan sccara tcrtulis atas SPHP;
±`.     memberikan  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  yang

diperlukan; dan
9.    meminjamkan KKP yang dibual olc`h akuntan publik.

(2)     Dalam      pelaksanaan      Pemeriksaan      untuk      menguji
kepatuhan   pemenuhan   kewajiban   Pajak   dengan   jenis
Pemeriksaan Kantt)r, Wajib Pajak wajib:
a.    memenuhi  panggilan  untuk  menghadiri  pemeriksaan

sesuai dengan waktu yang clit.cntukan;
b.   memperlihatkan   dan/atau   meminjamkan   dokumen

yang berhubungan dengan penciapatan yang dipcrolch,
kegiatan usaha, atau objek yang terutang;

c.    memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
d.   menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
e.    meminjamkan  KKP yang  dibuat  oleh  akuntan  publik;

dan
f.    memberikan  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  yang

diperlukan.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal  17

(1)     Pemcriksaan    untuk    menguji    kepatuhan    pemcnuhan
kewajiban     Pajak     dilakukan     dalam     jangka     waktu
pemeriksaan yang meliputi:
a.   jangka waktu pengujian; dan
b.   jangka wakLu PAHP dan  pelaporan.

(2)     Dalam      hal      pemeriksaan      ciilakukan      dongan     jenis
Pemeriksaan      Lapangan,      jal}gka      waktu      pengujian
scbagaimana climaksud  pada  ayat  rl )  huruf a  paling lama
3       (tjga)      t)ulan      kalencier,      terhitimg,      sejak      Sural
Pemberilahuan     Pemeriksaan     Lapangan     disampaikan
kepada  Wajib  Paj.ak,  w.akil,  kuasa,  pegawai  atau  aiigg()la
keluarga  yang   telah   dewasa   dari   Wajib   Pajak,   sampai
dengan  tanggal  SPHP  clisampaikan  kcpat.1a  Wajib  Pajak,
wakil,  kuasa,  pegawai,  atau  angg()ta_  keluarga  yang  telah
dewasa dari Wajib Pajak.

(3)     Dalam      hal      pemeriksaan      dilakukan      dengan     jeriis
Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana
dimaksud pacla ayat  (i)  huruf a paling lama 3  (tiga)  bulan
kalender, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa
dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak datang mcmcmuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kanttjr sampai dengan tanggal
SPHP   disampaikan   kepada   Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa,
pegawai  atau  anggota  keluarga  yang  +iclah  dewasa  dari
Wajib Pajak.

(4)  LJangka  . . . / 17
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(4)     LJangka waktu pAHp dan pclaporan scbagaimana dimaksud
pada ayat  (1)  huruf b paling lama  1  (satu)  bulan kalender,
yang  dihitung  sejak  tanggal  SPHP  disampaikan  kepada
Wajib Pajak, wakil, kuasa,  pegawai atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal
LHP.

Pasal  18

(1)    Jangka      waktu      pengrijian      Pemeriksaan      Lapangan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   17  ayat  (2),  dapat
diperpanjang  untuk  jangka  waktu  paling  lama   1   (satu)
bulan kalender.

(2)    Perpanjangan    jangka    waktu    pengujian    Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:
a.  Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian

Tahun Pajak atau Tahun Pajak lainnya;
b.  terdapat  konfirmasi  atau  permintaan  data  dan/atau

keterangan kepada Pihak Kc;`tiga;
c.   ruang lingkup  Pcmeriksaan  Laparigan  meliputi  sc`1uruh

jenis Pajak; dan/atau
d.  berdasai.kan pertimbangan Pejabat.

Pasal  19

(1)    Jangka waktu pengujian pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud   dalam  Pasal   17   ayat   (3),   dapat  diperpanjang
untukjangka waktu paling lama  1  (satu)  bulan kalender.

(2)     Perpanjanganjangka waktu pengujian pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a.    Pemeriksaan  Kantor  diperluas  ke  Masa  Pajak,  bagian

Tahun Pajak atau Tahun Pajak lainnya;
b.   terdapat  konfirmasi  atau  permintaan  data  dan/atau

keterangan kepada Pihak Ketiga;
c.    ruang  lingkup  Pemeriksaan  Kantor  meliputi   seluruh

jenis Pajak; dan/atau
d.   berdasarkan pertimbangan pejabat.

Pasal 20

(1)    Dalam     hal     dilakukan     perpanjangan    jangka    waktu
pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal   18  atau  Pemeriksaan   Kantor  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pejabat harus  menyampaikan
pemberitahuan   perpanjangan   jangka   w€iktu   pengujian
dimaksud secara tertulis kepacla Wajib Pajak.

(2)    Dalam     hal    jangka     waktu     perpanjangan     pengujian
pemeriksaan  scbagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  telah
berakhir,  SPHP harus disampaikan kcpada Wajib Pajak.

Pasal  21

Dalam    hal    pemeriksaan    dilakukan    karena    Wajib    Pajak
mengajukan    perm()honan    pengembalian    atau    kompensasi
kelebihan   pembayaran   Pajak,   jangka   waktu   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal    17,   Pasal    18   dan   Pasal    ]9   harus
memperhatikan    jangka    waktu     pcnyelesaian    permohonan
pengembalian at.au kompensasi kclcbihan pembayaraii Pajak.

Bagian Kedelapan . . . / 18
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Bagian Kedelapan
SP2 dan Surat Perubahan Tim Pemeriksa

Pasal 22

(1)     Pemeriksaa.n     urit.uk     mcnguji     ki`p£-ttuhan     p(menuharj
kewajiban Pajak clilakukan oleh pemeriksa y`arig tergabung
dalam  suat.u tim pcmerjksa berciasarkan SP2.

(2)     SP2   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diterbitkan
untuk satu atau beberapa Masa Pajak clalam suatu bagiar+
Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib
Pajak.

(3)     Dalam hal susunan tim pemeriksa diubah,  Pejabat harus
menerbitkan perubahan SP2.

Bagian Kesembilan
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan, dan Pertemuan dcngan Wajib Pajak

Paragral 1
Pemberitahuan dan Panggilan Pcmeriksaan

Pasal 23

(1)     Dalam    hal     pemcriksaan    untiik    menguji     kcpatuhan
pemenuhan   kewajiban   Pajak   dilakukan   dengan   jenis
Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa wajib mcmberitahukan
kepada Wajib  Pajak mengenai  dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dengan menyampaikan SPPL.

(2)     Dalam    hal    pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuharl.
pemenuhan    kewajiban    Pajak    clilakukan    dcngan   jt,`nj.s
Pemeriksaan   Kantor,   Pemcriksa   wajib   memberitahukan
kepada Wajib  Pajak mengenai  dilakukannya  Pemeriksaan
Kantor   dengan   menyampaikan   Surat   Panggilan   Dalam
Rangka Pemerikst~tan K£-intor.

(3)     SPPL   scbagaimana   dimaksucl   pada   ayat   (1)   at,au   Surat
Panggilan       Dalam       Rangka        Pemeriksaan        Kantor
set)agaimana  dimaksud   pacla  ayat   (2)   clitcrbitkan  untuk
Masa   Pajak,    bag.ian   Tahun   Pajak   atau   Tahun   Pajak
sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 24

(1)     SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dapat
disampaikan  secara  langsung  kepada  Wajib  Pal.ak  pada
saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan
melalui  pos  atau  jasa  pengiriman  lainnya  dcrigan  bukti
pengiriman.

(2)     Dalam      hal      SPPL      disampaikan      secara      langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan Wajib Pajak tidak
berada di tempat, SPPL dapat c[isampaikan kepada:
a.    wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b.    pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1.   pegawai  dari Wajib  Pajak yang  menurut  pcmeriksa
dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal pemeriksaan
dilakukan        tei`hadap       Wajib        Pajak        Badan;

2.  ariggota  .../ 19
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2.  anggota   keluarga   yang   telah   dcwasa   dari   Wajib
Pajak   yang   menurut   pemeriksa   dapat   mewakili
Wajib   Pajak,   dalam   hal   pemeriksaan   dilakukan
terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau

3.  pihak  selain  sebagaimana  dimaksud  angka  1  dan
angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3)     Dalam  hal wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  atau  pihak
yang  dapat  mcwakili Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat   (2)   tidak   dapat   ditemui,   SPPL   disampaikan
melalui  p()s  atau  jasa  pengiriman  lainnya  dengan  bukti
pengiriman  dan   SPPL  dianggap   lelah   disampaikan   dan
Pemeriksaan Laparigan telah dimulai.

(4)     Surat    Panggilan    Dalam    Rangka    Pemeriksaan    Kantor
sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     23     ayat     (2)
disampaikan   melalui  pos  at,au  jasa   pengiriman  lainnya
dengan bukti pengiriman.

Paragraf 2
Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pasal 25

(1)    Dalam      pelaksanaan      pemeriksaan      untuk      menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak,  pemeriksa wajib
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.

(2)     Pertemuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)  juga
dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

(3)     Dalam     hal     pemeriksaan     dilakukan     dengan     jenis
Pemeriksaan       Lapangan,       pertemuan       sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dilakukan  setelah
pemeriksa menyampaikan SPPL.

(4)     Dalam      hal      pemeriksaan      dilakukan      dengan     jenis
Pemeriksaan  Kantor,  pertemuan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wfijib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Sur.ai.
Panggilan Dalam Rangka Pcmeriksaari Kant()r.

(5)     Setelah   melakukan   pcrtemuan   sebagaimana   dimaksuci
pada   ayat   (1)   al.,au   a.vat   (:2),   Perneriksa   wajib   membuat
berita  acara  hasil  pert,cmuan,  `vang  ditandatangani  ole++
pemeriksa  dan  Wajib  Pajak,  waki[  atau  kuasa  dari  Wajib
Pajak.

(6)     Dalam hal Wajib Pajak,  wakil aLau kuasa dari Wajib Pajak
menolak  menandatangani  berita  acara  hasil  pertemuan
sebagaimana dimaksud pada ayaL (5), Pemeriksa membuat
catatan  mengenai  penolakan  tersebut  pada  berita  acara
hasil pertemuan.

(7)     Dalam  hal  pemcriksa  telah  menandatangani  berita  acara
hasil    pertemuan     dan     membuat     catatan     mengenai
penolakan   penandatanganan   bcrita   acara   sebagaimana
dimaksud     pada     ayat     (6),     pertemuan     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   atau   ayat   (2)   dianggap   telah
dilaksanakan.

Pasal 26  .../20
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Pasal 26

(1)     Pemeriksa    dapat    melakukan    peminjaman     Dokumen
kepada Wajib  Pajak dalam rangka Pemcriksaan Lapangan
dan/ atau Pemeriksaan Kantor.

(2)     Ruang       lingkup       peminjaman       Dokumen       meliputi
peminjaman dan pengembalian Dokumen.

(3)    Dalam    hal    Pemeriksaan    dilaksanakan    dengan   jenis
Pemeriksaan  Kantor,   daftar   Dokumen  yang  diperlukan
untuk  dipinjam  oleh  Pemeriksa,  harus  dilampirkan  pada
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Bagian Kesepuluh
Peminjaman Dokumen

Pasal 27

(i)     Pemeriksa    dapat    melakukan    peminjaman    Dokumen
kepada Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan
dan/atau Pemeriksaan Kantor.

(2)     Peminjaman dokumen untukjenis pemei.-iksaan Lapangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dengan  ketentuari
sebagai berikut  :
a.   buku,   catatan,   dan/atau   d()kumen,   termasuk   data

yang  clikel()1a  secara  elektronik  serta  keterangan  lain
yang  cliperlukan  clan  dipel-oleh/clitemukan  pada  saat
it-u  juga  dan  pemeriksa  membuat  bukti  peminjaman
dan pengembalian bukti, catatan dan dokumen;

b.  dalam  hal  buku,   catatan,   dan/atau  dokumen  serta
keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau
diberikan   oleh   Wajib   Pajak   pada   saat   pelaksanaan
pemeriksaan,  pemeriksa  membuat  surat  permintaan
peminjaman    buku,    calat,an    dan    dokumen    yang
dilampiri   dengan   daftar   buku,    catatan    dan/atau
dokumen yang wajib harus dipinjamkan;

c.   data yang dikelola secara elektronik dan tclah diunduh
pemeriksa, wajib dibuat Berita Acara Pengambilan Dat.a
Elektronik;  dan

d.  dalam hal mengakses dan/atau mengunduh data yang
dikelola     secara     elektronik     diperlukan     peralatan
dan/atau keahlian khusus,  Pemeriksa dapat, meminta
bantuan kepada :
1. Wajib  Pajak  untuk  menyediakan  tenaga,  dan/atau

peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
2. Seorang atau lebih yang memiliki keahlian  tcrtentu,

baik yang  berasal dari  organisasi  perangkat  daerah
pemungut  Pajak  Acch  maupun  yang  berasal  luar
organisasi perangkat dacrah pemungut Pajak Aceh.

(3)     Peminjaman  dokumen  untuk  jenis  Pemeriksaan   Kant()r
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I),  dengan  ketentuan
sebagai berikut :
a.  daftar   buku,   catatan   dan/atau   dokumen   termasuk

data yang  dikelola  secara  elektronik  serta  keterangan
lain yang diperlukan oleh Pemeriksa harus dilampirkan
pada Surat Panggilan;

b.  buku, catatan dan/atau dokumen termi-isuk data yang,
dikelola  secara elektronik  serta keterangan  lain,  wajib
dipinjamkan    pada    saat    Wajib    Pajak    memenuhi
panggilan     clan     clibuat     bukti     peminjaman     dan
pengembalian; dan

c.  dalam  .../21
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c.  dalam hal buku, catatan clan/i~`it.au dokumon termasuk
data yailg  clikel()1a  secara  c]lektronik  serta  keterangail
lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran
Surat       Pal-iggilan,       pemcrik`t;a       membu`at       surat
permintaan peminjaman buku, eatatan dan dokumen.

(4)     Dokumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat
(3), wajib harus diserahkan kepada  Pemeriksa paling lama
7 (tujuh) hari kalender sejak surat pcrmintaan peminjaman
Dokumen disampaikan.

(5)     Dalam    hal    buku,    cat,atan    dan/atau    dokurnen    yang
dipinjam   berupa   fotokopi   dan/atau   berupa   data   .vang
dikelola   secara   elektronik,   Wajib   Pajak  yang   diperiksa
harus  membuat  surat  pcmyataan  bahwa  fotokopi  dan/
atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan
kepada pcmcriksa adalah sc.suai dcngan aslinya.

(6)     Dalam  hal  buku,  catatan  dan/ataLi  dokumen  termasuk
data yang dikelola  secara clckt,ronik  scrta  k(.,tcrangan  lain
yang  dipinjam  belum  dipenuhi  dalam  jangka   waktu   7
(tujuh)  hari kalendcr scbagaimana climaksud  pada ayat (4)
Pemeriksa dapat menyampaikan pet-ingatan secara tertulis
paling banyak 2  (dua) kali, yaitu  :
a. surat peringatan pertama setelah 7 (tujuh) hari kalender

sejak      tanggal      penyampaian      surat      pet.mintaan
peminjaman dokumen; dan/  atau

b. surat  peringatan  kedua  setelah  3   (tigfi)   hari  kalencler
sejak tanggal surat peringatan pertama disampaikan.

(7)     Setiap  surat  peringatan  yang  disampaj.kan  sebagaimam
dimaksud   pada  ayat   (6),,   harus   c'iilampiri  clengan  claftar
buku,  calat.an  dan dokumcn `yang bclum dipinjamkan.

Pasal 28

(1)    Dalam  hal  buku,  catatan  clan/atau  dokumen,  t.crmasuk
data yang  dikelola  sec`ara elektr()nik  serta  keterangan  lain
yang   diminta   oleh   pemeriksa   Lidak   climiliki   aLau   ticlak
dikuasai  ()1eh  Wajib  Pajak,  Wajib  Pajak  harus  membua[
surat pemyataan yang menyatakan  bahwa buku,  ca+iatan
dan/atau  dt)kumen,  t.ermasuk  clata  yang  clikelola   seeara
elektronik    serta    keterangan    lain    yang    diminta    ol€h
pemeriksa  tidak  dimiliki  atau  tidak  dikuasai  oleh  Wajib
Pajak.

(2)    Dalam  hal  buku,  catatan,  c[okumcn,  termasuk  clata yang
dikelola   secara   elektronik   serta   keterangan   lain   perlu
dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan
permintaan     agar     pelaksanaan     pemeriksaan     dapat
dilakukan   di   tempat  Wajib   Pajak   dengan   menyediakan
ruangan khusus.

Pasal 29

(1)    Apabilajangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksucl
dalam  Pasal  27  ayat  (4)  terlampaui  dan  Wajib  Pajak  tidak
atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku,  catatan d€ln/
atau    dokumen,    termasuk    clata    y£-ing    dike]ola    sec``ar.a
elektron].k  serla  kclerangan  lain  yang  di  minta,  Pemeriksa
harus membual berila ac£=ira ticlak dipenuhinya permintatr~m
peminjaman  buku,  cat,atan  dan/   alau  dokumen  dengan
dilanipiri  rincian  claftai-buku,`  {=`atai.an  tiail/  i-itau  dokumen
yang   wajib   clipinjamkari   namun   belum   cliscrahkan   ole±-i
Wajib Pajak.

(2)  I)alan.I  ..., /22
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(2)    Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku,
catatan  dan/atau  dokumen,  termasuk  data yang dikelola
secara   elektronik   serta   ketcrangan   lain   yang   diminta,
pemeriksa    harus    membuat    berita    aeara    pemenuhan
seluruh peminjaman buku, cat.atan dan/atau dokumcn.

Pasal 30

(1)     Dalam hal Wajib Pajak tidak atau sebagian meminjamkan
buku,  catatan  dan/  at.au  dokumen,  tcrmasuk  data yang
dikelola   secara   €1ektronik   serta   keterangan   lain   yang
diminta   berdasarkan    berita    acara    tidak    dipenuhiriya
permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen atau
Wajib Pajak telah memenuhi seluruhnya namun pemeriksa
masih     meragukan     kebcnarann.va,     pcmei-iksa     dapal
mencari data dengan cara melakukan :
a. peminjaman atau meminta keterangan data perpajakan

atau data lain yang bcrhubungan dcngan kcgiatan Wajib
Pajak kepada lnstansi yang belwenang;

b.pengamatan      langsung      se(`ara       diam-diam       (s7.Ze7`iz
aperatjo7i), dengan tahapan sebagai berikut:
1.  melakukan pengamatan langsung secara diam-diam

(szzent aperatzon) di lokasi usaha Wajib Pajak;
2.  dilakukan   minimal   3   (tiga)   kali   kunjungan   pada

waktu dan hari yang berbeda;
3.  melakukan  pencatatan  jumlah  volume  dan  harga,

jumlah  konsumen,  bukti  I.nz/oz:ce,   bzz!  pembayaran,
dan/atau variabel 1ainnya pada objek Pajak;

4.  petugas Pajak diwajibkan datang langsung ke lokasi
objek   Pajak   dalam   rangka   menentukan   tingkat
penjualan; dan

5.  menghitung omzet berclasal.kan data yang diperoleh
dari    pengamatan    sebagaimana    ciimaksud    pada
angka  1, yaitu dengan menghilung rat.a~rata jumlah
volume    dan    rata-rata    harga   jual    clan    jumlah
pembayaran       konsumen       dan       laporan      hasi]
pengamatan     langsung     sceal-a     diam-diam     (`s`1:Ze7i,i
operatiorL).

c.  berdasarkan   data   pembanclirig  (bf37ic/'`tmt`i;-fez.rig),   dcngan
tahapan sebagai berikut:
1.   membandingkan  kondisi  usiiha Wajib  Pajak  dcrigan

kondisi   usaha   sejenis   fa`tau   sekelas,    antara   lain
fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lairi-
lain secara proporsional;

2.  sumber  data  pembanding   sebfigaimana  climaksud
pada angka  1, dapat diperoleh melalui:
a)   data yang ada pada Instansi lerkait;
b)  media massa,  media online,  balk cetak maupun

elektronik; dan/  atau
c)   pemanfaatan   data   pihak   ketiga,   seperti   data

IMB/SIUP/TDP/INU       yang       diperoleh       dar.i
pemerintah       pusat       dan/atau       pemerintah
setempat,   data   asosiasi/gabungan   usaha   dan
lain sebagainya;

3.  mempertimbangkan   faktor-faktor   pengurang   atau
penambah  sesuai  kondisi  dalam  menganalisa  data
pembanding (berichmcirfet.ng) ;  dan

4.  membuat .../23
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4.  membuat     laporan      analisa     clata     pembandirig
(bervch,markengh.

(2)     Dalam   hal   Wajib   Pajak   tidak   atau   t.idak   sepenuhnya
meminjamkan     buku,     catatan,     dan/atau     dokumen,
termasuk   data   yang   dikelola   secara   elektronik   scrta
keterangan  lain  yang  diminta  berdasarkan  berita  acara
tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan
dan/atau  dokumen  serta  hanya  diperoleh  dari  sumber
keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf   a,    pemeriksa   harus   menentukan   dapat   atau
tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung
besamya pajak terutang berdasal`kan bukti kompeten yang
cukup sesuai standar pelaksanaan pcmeriksaan.

(3)     Data  yarig  dipcrolch  mclalui  cara  sebagaimana  dimaksuct
pada   ayat   (1),   dipergunakan   seb£~igai   dasar   melakukan
penetapan Pajak Secara jabatan.

(4)     Dalam  hal  Pemeriksa  tidak  ciapa_t  melakukan  pengujian
dalam    rangka    menghitung    besarnya    pajak    terutang
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) , pajak terutang dapat
dihitung     sec`£u-a    jabatan     sesuai     dengan     ketentuan
pcraturan perundang-unclangan  i)idang pcrpajakan.

Bagian Kesebelas
Penyegelan

Pasal 3 1

(1)     Pemeriksa    berwenang    melakukan    Penyegelan    untuk
memperoleh   atau   mengamankan   dt)kumen   dan   benda-
benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan
usaha  Wajib  Pajak  agar  tidak  dipindahkan,  dihilangkan,
dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

(2)     Penyegelan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayal     (1)
dilakukan  apabila  pada  saat  pelaksanaan  Pemeriksaari
Lapangan:
a.    Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak yang

diperiksa      tidak      memberi      kesempatan      kepada
pemeriksa  untuk  memasuki  i,empat  atau  ruang  serta
memeriksa barang bergerak dan/atau  tidak bergerak,
yang   diduga   atau   patut   diduga   digunakan   untuk
menyimpan clokumen, termasuk hasil pengolahan data
dari  pembukuan  yang clikclola  secara  elektr()nik  atau
secara  program  aplikasi   dalam  jaringan  yang  dapal
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wa.jib Pajak;

b.   Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak yang
dipcriksa mcnolak mcj`mbcri  bantuan  guna kclancaran
pemeriksaan    yang    dapat    berupa    tidak    memberi
kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses data
elcktronik  at,au  m€mbuka  barang  bergerak  dan/aLau
tidak bergerak;

c.    Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak yang
diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai
atau  anggota  keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib
Pajak yang  mempunyai  kewenangan  untuk  bertindak
selaku   pihak  yang  mewakili   Wajib   Pajak,   sehingga
diperlukan  upaya  pengama.nan  pemeriksaan  sebclum
pemeriksaan ditunda; atau

d.  Wajib  .../24
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d.    Wajib  Pajak,  wakil,  aLau  kuf`sa  clari  Waj.ib  Pajak  yang
diperiksa  tidak  berada  di  tempat  dan  pegawai  atau
anggota  keluarga yang  telah  clewasa  dari  Wajib  Pajak
yang mempunyai kewenangan unt.uk bertindak selaku
pihak  yang  mewakili  Wajib  Pajak  menolak  memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Pasal 32

(1)     Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

(2)     Penyegelan  dilakukan  oleh  pemeriksa  dengan  disaksikan
oleh   minimal   2   (dua)   orang  yang   telah   dewasa   selain
anggota tim pemeriksa.

(3)     Dalam melakukan  Penyegelan,  pemeriksa wajib  membuat
berita acara Penyegelan.

(4)     Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)     ditandatangani     oleh     pemeriksa     dan     sekurang-
kurangnya  2   (dua)  orang  saksi  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2).

(5)     Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud  pada ayat
(3)  dibuat 2  (dua)  rangkap dan rangkap kedua diserahkan
kepada  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai  atau  anggota
keluarga   yang   telah    dewasa    dari   Wajib    Pajak   yang
diperiksa.

(6)     Dalam   hal   saks].   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
menolak     menandatangani     beriLa     acara     Penycgelan,
Pemeriksa  membuat  catatan  tent,ang  penolakan  tcrscbut
dalam berita acara Penyegelan.

(7)     Dalam     melaksanakan     Penycgelan,     pemeriksa     dapat
berkoordinasi      dengan      Kepolisian      Ncgara      Republik
Indonesia dan/atau Pemerint,ah Dac`rah  sctempat.

(8)    Wajib      Pajak      dilarang     merusak,      mcncabut,      atau
menghilangkan     segel,     mengakses,     mengubah     atau
menghapus dokumen yang ditempatkan pada tempat atau
ruangan  tertentu  serta  barang  bergerak  dan/atau  tidak
bergerak termasuk media penyimpanan data yang disegel.

Pasal 33

(1)     Pembukaan segel dilakukan apabila:
a.   Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa   atau   pihak  yang   dapat

mewakili  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  31  ayat  (2)  huruf b  telah  memberi  izin  kepada
pemeriksa  untuk  membuka  atau  memasuki  tempat
atau  ruangan,  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak
yang  disegel  dan/atau  telah  memberi  bantuan  guna
kelancaran pemeriksaan;

b.    berdasarkan    pertimbangan    pemeriksa,    Penycgelan
tidak dipcrlukan lagi; dan/atau

c.    terdapat    pcrmintaan    dari    penyidik    yang    sedans
melakukan pcnyidikan tinclak pidana.

(2)     Pembukaan  scgcl  harus dilakukan ol€h  pemeriksa  dengan
disaksikan  oleh   sekurang-1{ur{ingnya  2   (dud)   orang  .\7Ling;
tclah dewasa selain  anggota.  tim  pemeriksa.

,`-`

(3)  Dalam  .../J25
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(3)     Dalam keadaan tertentu,  pembukaan  segel dapat dibantu
oleh    Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia    dan/atau
Pemerintah Daerah set.empat.

(4)     Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan
Penyegelan rusak atau hilang,  pemeriksa harus membuat
berita  acara  mengenai  kerusakan  atau  kehilangan  dan
melaporkannya     kepada     Kepolisian     Negara     Repl,lblik
Indonesia.

(5)     Dalam melakukan pembukaan segel,  pemeriksa membuat
berita  acara  pembukaan  segel  .yang  ditandatangani  ()1eh
pemeriksa dan saksi sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

(6)     Dalam   hal   saksi   sebagaimana   c`1imaksucl   pada   ayat   (2)
menolak  menandatangani  bcriLa  acara  pembukaan  scgcl,
pemeriksa  membuat  catatan  tentang  penolakan  tersebut
dalam berita acara pembukaan segel.

(7)     Berita acara pembukaan segel dibuat 2  (dua)  rangkap dan
rangkap  kedua  diserahkan   kepacla  Wajib   Pajak,   wakil,
kuasa,  pegawai atau anggota keluarga yang telah  dewasa
dari Wajib Pajak.

Pasal 34

(1)    Apabila  dalam jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah
tanggal    Penyegelan    atau   jangka    waktu    lain    dcngan
mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil,
atau   kuasa  dari  Wajib   Pajak  tetap  tidak  memberi  izin
kepada pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat
atau  ruangan,  barang bergerak  atau  ticlak  bergerak yang
disegel    dan/atau    tidak    memberikan    bantuan    guna
kelancaran  pemeriksaan,  Wajib  Pajak  dianggap  mcnolak
dilakukan pcmcriksaan.

(2)     Dalam   hal   Wajib   Pajak   dianggap   menolak   dilakukan
pemeriksaan  sebagaimana  climaksud  pada  ayat  (1),  Wajib
Pajak,     wakil     atau     kuasa     dari     Wajib     Pajak     \,\rajib
menanclatangani          surat          pei.nyataan          pert()1akan
pemeriksaan.

(3)     Dalam hal Wajib Pajak,  wakil atau kuasa clari Wajib Pajak
menc)1ak   menandatangani   surat   pcrnyataan   penolakan
pemeriksaan    sebagaimam    climaksud    pada    ayat    (2),
pemeriksa  membuat   dan   menandatangani   berita  aca_ra
mcngenai penolakan tersebut.

Bagian Kedua Belas
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 35

(1)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dart Wajib Pajak
yang  dilakukan  Pemeriksaan   Lapangan  untuk  menguji
kepatuhan    pemonuhan    kewajiban    Pajak    monyatakan
menolak     untuk     dilakukan     pemeriksaan,     termasuk
men()lak   menerima   Surat   Pemberitahuan   Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
harus    menandatangani    surat    pernyataan    penolakfln
pemeriksaan.

(2)  Dalam  .../26
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(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak   menandatangani   surat   pernyataan   penolakan
pemeriksaan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1),
Pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

(3)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
tidak ada di tempat maka:
a.    Pemeriksaan tetap dapat. dilakukan sepanjang terdapat

pegawai atau anggota keluarga yang telah clewasa clari
Wajib  Pajak yang  dapat  dan  mempunyai  kewenangan
untuk  mewakili  Wajib  Pajak,  terbat.as  pacla  hal  yang
beracia dalam kewenangannya; atau

b.    Pemeriksaan      ditunda      untuk      clilanjutkan      pacta
kesempatan berikutnya.

(4)     Untuk    kcpcrluan    pengamanan    pemcriksaan,    sebclum
dilakukan  penundaan  sebagaimana  dimaksucl  pads  ayaL
(3)    huruf   b,    pemeriksa    clap(~it    melakLikan    Penyegela_n
sebagaimana dimaksucl dalam  Pasal  31  ayat  (1).

(5)     Apabila setelah dilakukan penycgelan dalamjangka waktu
scbagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   34   ay{cit   (1),   Wajib
Pajak,   wakil,   atau   kuasa  dari  Wajib   Pajak   tetap   tidak
bcrada  di   tempat  dan/at.au   Lidak  memberi   izin   kcpada
pemeriksa  untuk  membuka  atau  memasuki  tempat  atau
ruangan,  barang bergerak  atau  tidak  bergerak,  dan/atau
tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota keluarga
yang   telah   dewasa   dari  Wajib   Pajak  untuk   membantu
kelancaran pemeriksaan.

(6)     Dalam   hal   pegawai   atau   anggota   kcluarga   yang   tclah
dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)  menc)1ak  untuk  membantu   kelancaran  pemeriksaan,
pemeriksa  meminta  pegawai  atau  anggota  keluarga  yang
telah  dewasa  dari  Wajib   Pajak   untuk  menandatangani
surat penolakan mcmbantu kelancaran pemeriksaan.

(7)     Dalam   hal   pegawai   atau   anggota   keluarga  yang   telah
dewasa dari Wajib  Pajak menolak unt,uk  menandaLangani
surat    penolakan    membantu    kelancaran    pemeriksaaiiL
sebagaimana dimaksud pacla ayat (6), pcmeriksa membuat
berita       acara       penolakan        mcmbantu       k€`1ancaran
Pemeriksaan yang ditanclatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 36

(1)     Dalam hal Wajib Pcriak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
yang    dilakukan    Pemc`riksaan    Kantor    untuk    menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban  Paj€tk mernenuhi  Surat
Panggilan   Dalam   Rangka   Pcmeriksaan   Kantor   namun
menyatakan    mcnolak    unt,uk    dilakukan    pemcriksaan,
Wajib  Pajak,   wakil  atau  kuasa   d:iri  Wajib   Pajak  l~iarus
menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak   menandatangani   surat   pemyataan   penolakan
pemeriksaan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (i),
pemeriksa membuat berita acara penolakan  pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

(3)  Apabila  .../27
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(3)     Apabila  clalam  jangka  waktu   paling  lama   1   (satu)  bulari
kalender      sejak      Surat      Panggilan      Dalam      Rangka
Pemeriksaan Kantor di`sanpaikan kepada Wajib Pajak clan
surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau
jasa pengiriman lainnya  dan Wajib Pajak tidak memenuhi
panggilan Pemeriksaan Kantor, pemeriksa membuat berita
acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib
Pajak yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Bagian Ketiga Belas
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat

Pemberitahuan Selama Pemeriksaan
Pasal 37

(1)     Wajib    Pajak    dapat    mongungkapkan     dalam     laporan
tersendiri     secara     tertulis     mengenai     ketidakbenaran
pengisian  SPTPA  yang  telah  disampaikan  sesuai  dengan
keadaan  yang  sebenamya,   sepanjang  pemeriksa  belum
menyampaikan SPHP.

(2)     Pengungkapan        ketidakbenaran        pengisian        SFTPA
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   disampaikan   ke
kantor  instansi  pelaksana  pemungut  Pajak  dan  retribusi
daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

(3)     Laporan  tersendiri  secara  terlulis  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak dan clilampiri dengan:
a.    penghitungan    Pajak   yang    kurang    dibayar    sesuai

dengan keadaan yang sebenamya; dan
b.    SSPA atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar scrta

sanksi administrasi berupa bunga.
(4)     Dalam hal pengrungkapan kctidakbcnaran pcngisian SPTPA

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengakibatkan
kekurangan    pembayaran    Pajak    maka    pengungkapan
tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPA.

Pasal 38

(1)     Untuk     membuktikan     pengungkapan     ketidakbenaran
dalam  laporan  tersendiri  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 37 ayat (1),  pemeriksaan tetap dilanjutkan dan at.as
hasil        pemeriksaan        diterbitkan        SKPD        dengan
mempertimbangkan    laporan    tersendiri    tersebut    sert,a
memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar.

(2)     Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) mcmbuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran
pengisian  SPTPA  oleh  Wajib   P€ijak  tidak  sesuai  dengan
keadaan yang sebenamya, SKPD diterbitkan sesuai dengan
keadaan yang sebenamya.

(3)     Dalam hal hasil pemeriksaan `scbagaimana climaksucl  pacla
ayat ( 1 ) menibuktikan bahwa pc`ngungkapan ketidakbenaran
pengisian  SPTPA  oleh  W€ijib  E'ajLik  se8ufti  dengan  keaclaan
yang     sebenarn`ya,     SKPD     diterbitkan     sesuai     dcngan
pengungkapan Wajib Pal.ak.

Bagian  Kccmpat Bclas  .../28
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Bagian Keempat Belas
Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Kcterangan kepada

Pihak Kctiga

Paragraf i
Umum

Pasal 39

(1)     Untuk memper()1eh penjelasan yang lebih rinci,  pemeriksa
melalui Pejabat dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa
dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa   dari   Wajib   Pajak   melalui   periyampaian   surat
panggilan.

(2)     Dalam     hal     pemeriksaan     dilakukan      dengan     jenis
Pemeriksaan    Lapangan,    penjelasan    yang    lebih    rinci
sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   dapat   dilakukan
pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.

(3)     Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
yang   diberikan   kepada   pemeriksa,   dituangkan   dalam
berita  acara mengenai  pembcrian  pcnjelasan Wajib  Pajak
yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil,   kuasa   dari   Wajib   Pajak,   pegawai   atau   anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4)     Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,   kuasa  dari  Wajib  Pajak,
pegawai  atau  anggota  keluai-ga  yang  telah  dewasa  dari
Wajib    Pajak    menolak    mcnandalangani    berita    acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa mcmbua`t
calat,an ponolakan terscbut  dalani bcrita acara dimaksud.

(5)     Dalam     hal     cliperlukan     informasi     tambahan     terkaii.
penjelasan   yarig   cii`sar-npaikan   olch   Wajib   Pajak,   wakil,
kuasa  dari  Wajib  Pajak,   pegawai  atau  anggc>ta  keluarga
yang.  telah   dewasa  clari   W€ijib   Pajak,   Pcmcriksa   mclalui
Pejabat, dapat  meminta kcterangaii kepada Pihak Ketiga.

Par£1graf 2
Penjelasali Wajib Pajak

Pasal 40

(1)     Untuk    memper()1eh    penjelasan    lebih    rinci,    pemeriksa
melalui  Kepala   Organisasi  Perangkat  Daerah   Pemungut
Pajak Aceh  atau  Pejabat  yang  djtunjuk  dapat  memanggil
Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa dari Wajib  Pajak,  pegawai  atau
anggota  keluarga  yang   telah   dewasa   dari   Wajib   Pajak
dengan penyampaian surat panggilan.

(2)     Dalam     hal     pemeriksaan     dilakukan     dengan     jenis
Pemeriksaan       Lapangan,       penjelasan       lebih       rinci
sebagaimana    dimaksud    pada    pada    ayat    (i)    dapat
dilakukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat
Wajib Pajak.

(3)     Penjelasan lebih rinci sebagaimana climaksud pada ayat (1)
atau ayat (2) yang diberikan kcpada Pcmeriksa, dituangkan
dalam berita acara mengenai  pcmberian penjelasan Wajib
Pajak yang ditandatangani  oleh  tim  Pemcriksa  dan  Wajib
Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai at.au anggota
keluarga yang telah dcwasa clari Wajib Pajak.

(4)  Dalam  .../29
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(4)     Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,   kuasa  dari  Wajib  Pajak,
pegawai  atau  anggota  keluarga  yang  telah  dewasa  dari
Wajib    Pajak    menolak    menandatangani    berita    acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat
catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.

Paragraf 3
Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga

Pasal 4 1

(1)   Pemeriksa   melalui   Kepala   Organisasi   Perangkat   Daerah
Pemungut  Pajak  Aceh  atau  Pejabat  yang  ditunjuk,  dapat
mcminta  ketcrangan  dan/atau  bukti  kcpada  Pihak  Kcliga
secara tertulis.

(2)   Surat  permintaan  keterangan  dan,/'atau  bukti  olch  Kepala
Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemungut  Pajak  Aceh  atau
Pejabat yang ditunjuk sebagainana dimaksuc[ pada  a`yat  (1)
minimal memuat:
a.   identitas Wajib Pajak;
b.  keterangan at,au bukti yang diminta; dan
c.   maksud   dilakukannya   pet-mintaan   keterangan   atau

bukti.

(3)  Pihak  Ketiga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib
memberikan keterangan dan/atau bukti paling lama 3 (tiga)
hari ken.a setelah diterimanya surat permintaan keterangan
dan/atau bukti.

(4)  Dalam  hal  pihak  ketiga  memerlukan  izin  dari  pihak  yang
berwenang, jangka waktu pemberian keterangan dan/atau
bukti  paling  lama  3   (tiga)   hari  kcrja  setelah  diterimanya
surat izin dari pihak yang berwenang.

(5)  Dalam  hal  permintaan  ketcrang-an   dan/atau  bukti  tidak
dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) pemeriksa segera menyampaikan surat
peringatan.

(6)  Pihak  ketiga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib
memberikan kctcrangan atau bukti paling lama 3  (tiga) hari
kerja setelah diterimanya surat peringatan.

(7)  Dalam    hal    pcrmintaan    dalam    surat    peringatan    tidak
dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat  (6),  Pemeriksa  membuat  berita  acara  tidak  dipenuhi
permintaan keterangan dan/atau bukti dari Pihak Kctiga.

Bagian Kelima Belas
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pcmeriksaan

Pasal 42

(1)     Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak harus diberitahukan kepada Wajib Pajak
melalui  penyampaian  SPHP yang  dilampiri  dengan  daftar
temuan hasil pemeriksaan.

(2)     SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   disampaikan   oleh   pemeriksa
secara  langsung  atau  melalui  pos  atau  jasa  pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.

(3)  Dalam  .../30
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(3)     Dalam  hal  SPHP disampaikan  secara  langsung dan Wajib
Pajak,  wakil  at.au  kuasa  dari Wajib  Pajak menolak unLuk
mencrima SPHP, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib
Pajak  harus  menandatangani  surat  penolakan  menerima
SPHP`

(4)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak   menandatangani    sural   penolakan   menerima
SPHP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  pemeriksa
membuat  berita  acara  pen()1akan  menerima  SPHP  yang
ditandatangani oleh tim pemeriksa.

(5)     Dalam  hal  pemeriksaan  dilakukan  dengan  Pemeriksaan
Kantor,  penyampaian  SPHP  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat    (1)    dilakukan    bersamaan    dengan    penyampaian
undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 43

(1)     Wajib   Pajak   wajib   memberikan   tanggapan   tertulis   atas
SPHP dan  daftar temuan  hasil  pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam bentuk:
a.    1embar   pemyataan   persetujuan   hasil   pemeriksaan,

dalam   hal   Wajib    Pajak   menyetujui   seluruh   hasil
pemeriksaan; atau

b.   surat    sanggahan,    dalam    hal    Wajib    Pajak    tidak
menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

(2)     Tanggapan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
harus  disampaikan  dalam  jangka  waklu  paling  lama  5
(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib
Pajak.

(3)    Wajib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian  tanggapan  Lertulis  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3  (tiga) hari
kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berakhir.

(4)    Untuk      melakukan       perpanjangan      jangka      waktu
penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),   Wajib   Pajak   harus   menyampaikan   pemberitahuan
tertulis  sebelum  jangka  waktu   sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) berakhir.

(5)    Tanggapan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dan  pemberitahuan  tertulis  sebag.aimana dimaksud  pada
ayat  (4)  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  secara  langsung
atau  melalui  faksimile,   surat  elektr()nik,  p()s,   zitau  jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(6)     Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  men.vampaikan  tanggapan
tertulis atas SPHP, pemeriksa membuat berita acara tidak
disampaikannya    tanggapan    tcrtulis    atas    SPHP    .Yang
ditandatangani oleh tim pcimerik`sa.

Pasal 44

(1)     Dalam rang.ka melaksanakan  pArlp `yang tcrcantum clalam
SPHP  dan  daftar  temuan  hasil  pemcriksaan  sebagaimana
dimaksud   clalam   Pasal   42   ayaL   (`1)   kcpada   Wajib   Pa.jak
harus dibcrikan hak hadir dalam  PAHP.

(2)     Hak hadir sebagaimana dimaksud pada  a};at (1),  diberikan
melalui   penyampaian   undangan   secara   tertulis   kepada
Wajib   Pajak   dengan   mencaiitumkan   hari   dan   tanggal
dilaksanakannya PAHP.

(3)  Undangan  .../31
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(3)     Undangan   sebagaimana   dim£~iksud   pada   ayat   (2)   1`iarus
disampaikan   kepada  Wajib   Pajak   dfilam  jangka  waktu
paling lama 3  (tiga)  hart kcrja lerhitung scjak:
a.    diterimanya  tanggapan  tertulis  atas  SPHP  dari  Wajib

Pajak   sesuai  jangka   waktu   scbagaimana   dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) atau ayal (3);  atau

b.    berakhirnya   jangka    waktu    sebaLgaimtana    climaksucl
dalam  Pasal  43  ayat  (3),  dalam  hal  Wajib  Pajak  t.idak
menyampaikan tangg€tpan tertul].s atas SPHP.

(4)     Undangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   clapat
disampaikan olch Pcmcriksa secara langsung atau mclalui
faksimile,   surat   elektronik,   pos   atau   jasa   pengirimari
lainnya dengan bukt.i pcngiriman.

Pasal 45

(1)     Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak:
a.   menyampaikan  lembar  pemyataan  persetujuan  hasil

pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43
ayat  (1)   huruf  a   dalam  jangka  waktu   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atau ayat (3); dan

b.   hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal yang
tercantum    dalam   undangan    tertulis    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43  a}/-at  (2).

Pemeriksa   membuat   risalah   pembahasan   berdasarkan
lembar   pernyataan   persc;`tujuan   basil   pcmcriksaan   dan
membuat berita acara PAHP yaing ciilampiri dengan ikhtisa^r
hasil  pembahasan   akhir,  yaiig   clitariclatangani   oleh   tim
pemeriksa  dan  Wajib  Pajak`  wakil  atau  LT`uasa  darj  Wajib
Pdjaku

(2)     Dalam hal Wajib Pajak, \\,rakil  atau  kuasa clari Wajib Pcljak:
a.    menyampaikan   lcmb{.rir   pcrriiy.a{tlan   perscLujuan   hasiti

pemeriksa{-tn  scb€`gaimana  climaksud  dalam  Pasal  43
ayat   (1)   hur`lif   a   cl;-+lam  jangkiJ^   wakLu   scbagaimarm
dimaksud   dt'~iluf~J,in   P€`s`,al  4.`'j   i.\=y'`;.,,it-(I:I)   ati.-,ii`~i   i`'L`vat   (3);   clan

b.    tidak haclir dalam PAllp sesuai cicngan hal-i clan tanggal
.\''ang tcrcantum dalam uridangan tertulis sebagaimana
dimaksiid dalam Pasal 44 ayat (2).

Pemcriksa    mcmt)uat   rjsal£-ih    pcmbahasaii    bcrdasarkan
lembar pernyataan  persetujuan  hasil  pcmeriksaan,  bcrita
acara ketidakhadiran Wajib  Paji-tk dakiln  PAHP clan berita
acara    PAHP    yang    dilampiri    dcngan     ikhlisar    hasil
pembahasan     akhir,     yang     clitandatangani     oleh     tim
pemeriksa.

(3)     Dalam hal Waj'ib Pajak, wakil atau kuasa c]ari Wajib Pajak:
a.    menyampaikan       surat       sanggahan       sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat. ( i ) hurur b dalam jangka
waktu  sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 43  ayat  (2)
atau ayat (3); dan

b.   hadir   dalam   PAHP   sesuai   undangan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.

Pemeriksa  harus  melakukan  PAHP  dengan  Wajib  Pajak,
wakil   atau   kuasa   dari   Wajib   Pajak   bcrdasarkan   surat.
sanggahan  dan  menuangkan  hasil  pembahasan  tersebut
clalam  risalah  pcrnl`.)ahasan,  yi~ing  clitanclatangani  oleh  tim
pemeriksa  dan  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari Wajib
Pajak-

(4)  Dalam  ...,/32



-32-

(4)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   menyampaikan      surat      sanggahan      sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1) huruf b dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
atau ayat (3); dan

b.    tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal
yang     tercantum     dalam     undangan     sebagaimam
dimaksud dalam Pasal 44 ayal (2).

Pemeriksa   membuat   risalah   pembahasan   berclasarkan
surat sanggahan, berita acara ketidt,ikhadiran Wajib Pajak
dalam  PAHP dan  berita acal-a PAT-IP Lyang dilampiri  dongan
ikhtisar basil pembahasan akhir, yang ditanclatangani ()leh
tim pemcriksa.

(5)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa  clari Wajib Pa]ak:
a.    tidak   meriyampaikan   tanggapan   terti,ilis   atas   SPHP

scbagaimana dimaksucl  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  dalam
jangka  waktu  sebagaimana ciimaksud  dalam  Pasal  43
ayat (2)  atau ayal (3);  dan

b.   hadir   dalam   PAHP   sesuai   undangan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pemeriksa  tctap  melakukan  PAHP  dengan  Waj.ib  Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak, dan mcnuangkan basil
pembahasan  tersebut  dalam  risalah  pembahasan,  yang
ditandatangani oleh tim pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil
atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.    tidak   menyampaikan   tanggapan   tertulis   atas   SPHP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat  (1)  dalam
jangka waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43
ayat (2) atau ayat (3); dan

b.   tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal
yang    tercantum     dalam     undangan     sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pemeriksa   membuat   risalah   pembahasan   berdasarkan
SPHP  sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  43   ayat  (1),
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP dan
berita  acara  PAHP  yang  dilampiri   dengan  ikhtisar  basil
pembahasan     akhir,     yang     ditandatangani     oleh     tim
pemeriksa.

Pasal 46

(1)     Dalam    hal    terdapat    hasil    pemeriksaan    yang    belum
disepakati    dalam    risalah     pembahasan    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45  ayat  (3)  atau ayat  (5)  dan Wajib
Pajak mengajukan permohonan pembahasan  dengan Tim
Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan,  berita  acara  PAHP  yang
dilampiri  dengan  ikhtisar basil  pembahasan  akhir dibuat
setelah    pembahasan    dengan    Tim    Penjaminan    Mutu
Pemeriksaan dilaksanakan.

(2)    Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  mengajukan  permohonan
pembahasan dengan Tim Penjamina.n Mutu Pemeriksaan,
berita  acara  PAHP  yang  dilampiri  dengan  ikhtisar  hasil
pembahasan      akhir      dibuat      berdasarkan      risalah
pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3) atau ayat (5).

(3)  Dalam  .../33
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(3)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak        menandatangani        risalah        pembaha sam
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  atau  ayat.
(5),  dan/atau  berita  acara  PAHP  yang  dilampiri  dengan
ikhtisar       hasil       pembahasan       akhir       sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksa membuat
catatan mengenai penolakan terscbut.

Pasal 47

(1)     Dalam hal Wajib  Pajak tidak hadir dalam  PAHP pada ham
dan   tanggal   sesuai   undangan   sebagaimana   dimaksnd
dalam Pasal 45 ayat (2), PAHP dianggap telah dilakukan.

(2)     Dalam  hal  PAHP  dianggap  telah  dilakukan  sebagaimapq
dimaksud pada  ayat.  (1),  berit,a acara PAI-IP yang dilampii-1
dengan  ikhtisar  basil  pembahasan  akhir  ditandatangani
oleh tim pemeriksa.

Pasal 48

(1)     Dalam     hal     Wajib     Pajak     meng,ajukan     permohonan
pembahasan  cleng€tn  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan
scbagaimana   diniaksud   dalam   Pasal  46   ayat   (1),   Wajil)
Pajak menyampaikan surat perm{)honan kepacla Pejabat.

(2)     Permohonan  pembahasan  clongan  Tim  Penjaminan  Mulu
Pemeriksaan  sebagaimaria  climaksud  pada  ayat  (1)  clapaL
dilakukan, apabila:
a.    risalah   pembahasan   sebagaimana   dimaksud   dalam

Pasal 45 ayat (3) atau ayat (5) telah ditaiidatangani oleh
tim pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari
Wajib Pajak;

b.   berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46  ayat  (2)  belum  ditandatangani  oleh  tim  pemeriksa
dan Wajib Pajak, waldi atau kuasa clari Wajib Pajak; dan

c.    terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar
hukum koreksi  antara Wajib Pajak dengan  pemcriksa
pada saat PAHP.

(3)     Surat  permohonan  pembahasan  dengan Tim  Penjaminan
Mutu  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
harus     disampaikan     secara     langsung    atau     melalui
faksimilc,   surat   elektronik,   pos   atau   jasa   pengiriman
lainnya  dengan   bukti   pc`ngiriman   dalam  jangka  waktu
paling  lama  3   (tiga)   hari   kerja  sejak  penandatanganan
risalah  pembahasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa.i
45  ayat  (3)  atau  ayat  (5).

Pasal 49

(1)     Susunan  Tim  Pcrijaminan  Mulu  Pemcriksaan  diusulkan
oleh organisasi perangkat daerah pemimgut Pajak kepada
Guberliur clan  lerdiri clari:
a.1  (`satu)  t>I.aiigketua;
b.     1  (satu)  orang seki-etaris;  dan
c.     3  (tiga)  orcinganggota.

(2)     Tim      Penjaminan      Mutu      Pemeriksaan      `schagaimana
dimaksud   pacla   ayat   (1)   merupakan   pejabat   dan/€.it-au
pegav`,7ai  di  lingkungan  Pemeririlah  Aceh  yang  ditctapkan
oleh sekretaris daerah atas nama Gubernur.

(3)  Susunan  .../34
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(3)     Susunan Tim penjaminan Mutu pemeriksaan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  melibatkan  unsur  Aparat
Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 50

Tim  Penjaminan  Mut.u  Pemeriksaan   sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) bertugas untuk:
a.   membahas  perbedaan  pendapat yang terbatas  pada dasar

hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pada
saat PAHP;

b.   memberikan   simpulan   dan   keputusan   alas   perbedaan
pendapat antara Wajib Pajak dengan pemeriksa; dan

c.    membuat risalah Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan yang
berisi     simpulan     dan     keputusan     hasil     pembahasan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat
kepada pemeriksa.

Pasal 51

(1)    Berdasarkan  surat  permohonan  sebagaimana  dimaksud
dalam     Pasal    48     ayat    (3),    Tim    Penjaminan     Mutu
Pemeriksaan   harus   menyampaikan   undangan   kepada
Wajib Pajak dan pemeriksa untuk melakukan pembahasan
atas   hasil   Pemeriksaan   yang   belum   disepakati   dalam
risalah  pembahasan  sebagaimana  climaksud  dalam  Pasal
45 ayat (3)  atau ayat (5).

(2)     Undangan   scbagaimana   dimak`sud   pada   ayat   (1)   df.ipat
disampaikan secara langsung atau melalui faksimile, surat
eleklronik,  pos at,au jasa pcngiriman lainnya dengan  bukLi
pengiriman.

Pasal 52

(1)     Pembahasan  dengan  Tim  Pcnjaminan  Mutu  Pcmeriksaan
dilakukan bersama dengan tim pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil atau kuasa clari Wajib Pajak.

(2)     Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  hadir  dalam  pembaihasan
dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan sesuai dengan
hari    dan    tanggal    yang    t-ercanlum    dalam    undangan
sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     51     ayat     (1),
pembahasan  dongan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaari
harus    tetap    dilakukan    oleh    Tim    Penjaminan    Mutu
Pemeriksaan dan tim pemeriksa.

Pasal 53
Pelaksanaan   PAHP   antara   Wajib   Pajak   dengan   pemeriksa
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  atau  ayal  (5)
serta pelaksanaan pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  clalam  Pasal  52   harus
mempertimbangkan    jang.ka    waktu    PAHP    dan    pelaporar.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17 ayat (4).

Pasal 54

(1)     Hasil     pembahasan     dengan     Tim     Penjaminan     Mutu
Pemeriksaan    harus    dituangkan    dalam    risalah    Tim
Penjaminan Mutu Pemeriksaan.

(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
hadir  dalam  pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan  Mutu
Pemeriksaan,  risalah Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditandatangani oleh
Tim  Penjaminan  Mutu  Pcmcriksaan,  tim  pcmeriksa  dan
Wajib Pajak, wakil atau kuasa clari Wajib Pajak.

(\3)  Dalam  .../35
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(3)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil at.au kuasa clari Wajib Pajak
hadir  dalam  pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan  Mutu
Pemeriksaan  namun  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari
Wajib    Pajak    menolak    menandatangani    risalah    Tim
Penjaminan   Mutu   Pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud
pada    ayal    (i),    Tim    Pcnjaminan    Mulu    Pcmcriksaan
membuat:
a.    bcrita  acara  pcnolakan  pcnandatanganan  risalah  Tim

Penjaminan        Mutu        PL-meriksaan        sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  `y£}ng  clitandt]tangaiii  ()1eh  Tim
Penjaminan   Mutu   Pemi`riksi,+lan,   tim   pemeriksa   darl
Wajib  Pajak,  wakil €it£~iu  kuasa  dari Wajib  Pajak.

b.    risalah       Tirri       Penjamiiian       Mutu       Pemeriksaan
sebagaimam      dimaksud      pada      ayat      (1),      yan`%
diLandatangani       oleh        Tim        Penjaminan        Mutu
Pemeriksa(-in dan tim pemeriksa.

(4)     Dalam hal Wajib Pajak, wakii atau kuasa clari Wajib Pajak
menolak      menandatangani      bcrit,a      aca.ra      penolakan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (3)    huruf   a,   Tim
Penjaminan Mutu Pemeriksaan membual:
a.    berita  acara  penolakan  dilakukan  Penjaminan  Mutu

Pemeriksaan  yang  ditandatangi  oleh  Tim  Penjaminan
Mutu Pemeriksaan dan tim pemeriksa.

b.    risalah       Tim       Penjaminan       Mutu       Pemeriksaan
sebagaimana      dimaksud      pada      ayat       (1),      yang
ditandatangani       oleh       Tim       Penjaminan       Mutu
Pemeriksaan dan tim pcmcriksa.

(5)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
tidak  hadir  dalam  pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan
Mutu  Pemeriksaan  sesuai  dengan  hari  dan  tanggal  yang
tercantum dalam undangan sebagaimana climaksud dalam
Pasal   51   ayat   (1),   Tim   Pcnjaminan   Mutu   Pemeriksaan
membuat:
a.    berita    acara    ketidakhadiran    Wajib    Pajak    dalam

pembahasan      dengan      Tim       Penjaminan       Mutu
Pcmcr-ikeaan;  dan

b.   risalah       Tim       Penjaminan       Mutu       Pemeriksaan
sebagaimana dimaksucl pada ayat  (1).

yang     ditandatangani     oleh     Tim     Pcnjaminan     Mutu
Pemeriksaan dan tim pemeriksa.

(6)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   hadir       dalam       pembahasan,       namun       menolak

menandatangani  risalah  Tim  Penjaminan  Mutu  atau
menolak   menandatangani   berita   acara    penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau

b.   tidak hadir dalam pembahasan.
pada   hari   dan   tanggal   sesuai   undangan   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  51    ayat  (1),  pembahasan  dengan
Tim    Penjaminan    Mutu    Pemeriksaan    dianggap    telah
dilakukan.

Pasal 55  .../36
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Pasal 55

Risalah  pembahasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45
ayat   (3)   atau   ayat   (5)   dan   risalah   Tim   Penjaminan   Mutu
Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54  ayat  (1)
digunakan oleh pemeriksa sebagai dasar untuk mcmbuat bcrita
acara PAHP yang dilampiri  dengan  ikhtisar  hasil  pembahasan
akhir.

Pasal 56

(1)     Dalam    rangka    menandatangani    berita    acara    PAHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksa me]alui
Pejabat memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat
panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.

(2)     Surat   panggilan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dapat disampaikan sccai-a langsung aLau melalui faksimilc,
surat. elektronik, pos atau jasa pengiriman lainnya dengan
bukti pengirimaii.

(3)     Dalam  hal  surat  panggilan  ciisampaikan  secara  langsung
dan   Wajib   Pajak,   wakil   €it.au   kuasa   dart   Waj.ib   Pajak
menolak untuk menerima  surat  panggilan tersebut, Wajil]
Pajak,    wakil    atau    kuasa    dari    Wftjib    Pajak    hai''us
menandatangani     surat     pen()iakan     menerima     surat
panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.

(4)     Dalam hal Wajib Pajak, wfikil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani  surat  pemyataan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),  pemeriksa membuat berita acara
penolakan menerima surat panggllan untuk menandatangani
berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 57

(1)    Wajib   Pajak   harus   memenuhi   panggilan   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  dalam  jangka  waktu
paling  lama  3   (tiga)   hari  kerja  setelah  surat  panggilan
untuk  menandatangani  berita  acara  PAHP  diterima  oleh
Wajib Pajak.

(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa]
56 ayat (1),  namun menolak menandatangani berita acara
PAHP,  pemeriksa  membuat.  catatan  mengcnai  penolakan
penandatanganan pacla bcrita acarci  PAHP.

(3)     Dalam    hal    Wajib    Pajak    tidak    memcnuhi    panggilan
sebagaimana   dii`naksucl   pacla   (`1alam   Pasal   56   ayat   (1),
pemerik.sa    membuat   catatan   pacla   bel`.its    acara   PAHP
mengenai i:idak dipenuhin}i-a  paiiggilail.

Bagian Keenam Belas
Pelaporan Has]..1 Pemei-iksaan

EJasfl]  58

(I)     LHP   disusun   I)crdasarkan   KKP   Scba.gaimana   dimaksud
dalam Pasal  10 huruf h.

(2)     Risalah    pcmbahasan,    risalah    Tim    Penjaminan    Mulu,
dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang lidak
terpisahkan  clari  LHP  scbagaimana  dimaksucl  pada  ayat
(1).

(3)  LHP  .../37
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(3)     LHP sebagaimana  dimaksucl pada a.Vat  (1)  digunakan oleh
pemeriksa      sebagai      dasar      untuk      mcmbuat      noLa
penghitungan.

(4)     Nota  penghitungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
digunakan sebagai dasar penerbitan  SKPD atau STPA.

(5)     Pajak yang terutang dalam  SKPD  sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:
a.   dalam hal Wajib  Pajak tidak hadir dalam  PAHP tetapi

menyampaikan  lembar  pernyataan  persetujuan  hasil
pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45
ayat  (2),  Pajak yang  terutang  dihitung  sesuai  dengan
lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan;

b.   dalam hal Wajib Pajak tidak hadir  dalam  PAHP tetapi
menyampaikan      surat      sanggahan      sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Pajak yang terutang
dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak
disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

c.    dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  hadir  dalam  PAHP  dan
tidak  menyampaikan   tanggapan   tertulis   atas   SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6),  Pajak
yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  42   ayat   (1)   dan  Wajib  Pajak
dianggap menyetujui hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Bclas
Penyelesaian Pemcriksaan

Pasal 59

Pemeriksaan    Lapangan    alau    Pcmeriksaan    Kantor    unt.uk
menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak  diselcsaikan
dengan cara:
a.    menghentikan  pemeriksaan  dengan  membuat  LHP  Sumir;

atau
b.    membuat  LHP,  sebagai  dasar  penerbitan  SKPD  clan/€ltau

STPA   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan perpajakan.

Pasal 60

Penyelesaian    pemeriksaan    dengan    membuat    LHP    Sumir
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   59   huruf  a   dilakukan
dalam hal:
a.    Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai  atau  anggota  kcluarga

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
1.    tidak  ditemukan   dalam  jangka   waktu   3   (tiga)   bulan

kalender sejak tanggal Surat Pernberitahuan Pemeriks: aan
Lapangan diterbitkan; atau

2.   tidak  memenuhi  panggilan  pemeriksaan  dalam jangka
waktu   3   (tiga)   bulan   kalender   sejak   tanggal   Surat
Panggilan      Dalam      Rangka      Pemeriksaan      Kantor
diterbitkan;

b.    Pemeriksaan   Lapangan   atau   Pem€riksaan   Kantor   yang
ditangguhkan  karcna  ditinclaklanjuti  dengan  Pemcriksaan
Bukti     Permulaan     Terbuka     dan     Pemeriksaan     Bukti
Permulaan Terbuka tersebut:
1.    dilanjutkan   dengan   Penyiclikan   tetapi   Penyidikanriya

dihentikan karena peristiwanya tclah kedaluwarsa; atau

'2 .  dilanj utkan  . . . / 38
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2.    dilanjutkan  dengan  pcnyiclikan  cJ.an  penuntutan  serta
telah   lerdapat   putusan   pengadilan   mcngenai   tindak
pidana   cii   biclang   pi`rpajakan   `vanL2   telah   mempun`yai
kekuatan  hukum  tetap }raiig  meriyatakan  bahwa Wajib
Pajak   tcrbukLi   sccar{i   sah   c]t{in    mc}akiiikan   bei.`salciti
melakukan   tindak   pidana   di   bid:.--mg   pcrpajakan   dfin
salinan  puLusan  pc\ngfidil{-ii-I   (iF st`+)I.it  tel{~ih  ditc`rima  olc`h
Gubernur;

c.     Pemeriks€,lan    Li=ipLmgfm    at£,\u    I:'emeriksfian    Kant()r    F{lng
ditangguhkan   karena   ditindakla^rijut}   dengan   Penyiclikan
sebagai     {jndak     lfinjut     Pe`mei.iksaLm     Bukti     Pt'rmulfiaii
Tertutup    dan    Penyidikan    tersebut-    dilai-ijutkan    clcmgan
penunlutan     sertLi     tc`lali     lt`rclap{=it     putusan     pongadil€m
mengenai  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  tclah
mempunyai    kckualan    hukum    Jiclap    `yang    menyatakan
bahwa  Wajib  Pajak  terbukti  sccara  sah  dan  meyakinkan
bersalah  mclakukan  tindak   pidana  cli   bit-,lang   perpajak{-in
dan    salinan  putusan  pengadilan  i-ersebut  telah  diterima
oleh Gubernur; atau

d.   Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan
atas  jumlah   pajak   yang   telah   ditet€ipkan   dalam   SKPD
sebelumnya.

Pasal 6 1

(1)     Penyclcsaian      Pcmcriksaan      dcngan      mcmbuat      LI-IP
sebagaimana climaksud dalam Pasal 51  huruf b, clilakukan
dalam hal:
a.    Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa,    pegawai   atau   anggota

kcluarga  yang   tclah   clcwasa   dari   Wajib   Pajak  yang
diiakukan   pcmeriksaan   ditcmukan   atau   mcmenuhi
panggilan     pemeriksaan     dar]     pemeriksaan     dapat
diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan;

b.    V\/ajib    Pajak,    wakil,    kuasz-i,    pegawai    atau    anggota
keluarga   yali`g,   telah   dewasa   clari   W£-`Ljib   Pajak   yailg
dilakukan   pemeriksaan   clitemukan   ataii   memenuhi
panggilan    pcmeriksaan    cLan    pcngujian    kepatuhail
pcmenuhan  kcwajiban  Pajak  belum dapal clis(`?lcsaikan
sampai  cl€ng€tn:
1.    berakhirnya perpanjangi-in jt,iingkft waklu  pcngujian

Pemeriksaan    Lapangan    scbagaimana    dimaksud
dalam Pasal  18 ayal (1);  atau

2.   berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksucl dalam
Pasal  19  ayat  (1);

c.    Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa,   pegawai,   atau   anggota
keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib   Pajak  yang
dilakukan       pemeriksaan       sehubungan        dengan
permohonan pengajuan pengembalian alau kompensasi
kelebihan  pembayaran  Pajak  sebagaimana  dimaksucl
pada Pasal 5 ayat (1) huruf a:
1.   tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

kalender    sejak    tanggal    Surat    Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan cliterbitkan; atau

2.   tidak   memenuhi   panggilan   pemeriksaan   dalam
jangka waktu 3  (tiga)  bulan kalender sejak tanggal
Surat    Panggilan    Dalam    Rangka    Pemeriksaan
Kantor diterbitkan;

d.  Wajib  Pajak  .../39
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d.   Wajib   Pajak,   wakil   atau   kuasa   Wajib   Pajak   yang
clilakukan  pemeriksaan  atas  keterangan  lain  berupa
data konkret sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1)  huruf b:
1.    tidak ditemukan dalam jangka waktu 3  (tiga) bulan

kalendcr    sejak    tanggal    Surat    Pernberitahuan
Pemeriksaan Lapangan ditel-bitkan; atau

2.    tidak   memenuhi   panggilan   pemeriksaan   dalam
jangka waktu  3  (tiga)  bulan kalender sejak tanggal
Surat    Panggilan    Dalam    Rangka    Pemeriksaan
Kantor diterbitkan;

e.    Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan       karena        ditindaklanjuti        dcngan
Pemeriksaan    Bukti    Permulaan   Terbuka    dan    alas
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka tersebut:
1.    dihcnt.ikan  karena Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang

dilakukan   Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka
meninggal dunia;

2.    dihentikan  karena  tidak  ditemukan  adanya  bukti
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;

3.    dilanjutkan    dengan            Penyidikan            namun
Penyidikannya   dihentikan   karena  tidak   tcrdapat
cukup    bukti    atau    peristiwa    tersebut    bukan
mcrupakan  tindak  pidana  di  bidang  pcrpajakan,
tersangka meninggal dunia; atau

4.   dilanjutkan   dengan   Penyidikan   dan   penuntutan
serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai
tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan
salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima
oleh Gubernur; atau

f.    Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Penyidikan
sebagai  tindak  lanjut  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan
Tertutup dan Penyidikan tersebut:
1.    dihentikan karena tidak terclapat cukup buktj, at.au

peristiwa tersebut bukan merupakan lindak pidana
di   bidailg   perpajfik{~iri,   atau   tcrsangka   meningg,al
dunia; atau

2.    dilanjutkfm     dengan      peniiritut-an      serta     telah
terdapat   putusan    pengadilan    mengenai    tindak
pidana di bidang pcrpa.j£`ikan .y.ang tclah mc`mpunyai
kekuatan hukum tetap yang memutus  bebas  atau
lcpas   dari   scgala   luntuLan   hukum   dan   salinan
putusan  pengadilan  tersebut  telah  diterima  oleh
Gubernur.

(2)      Pemeriksaan   Lapangan   atau   Pemeriksaan   Kantor  yang
pengujiannya  belum  diselesaikan  sebagaimana  dimaksud
pada    ayat    (1)    huruf   b,    harus    diselesaikan    dengan
menyampaikan  SPHP  dalam jangka  waktu  paling  lama  7
(tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
a.    perpanjangan  jangka  waktu   pengujian   Pemeriksaan

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18 ayat
(1);  atau

b.  perpanjangan  .../40
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b.    perpanjangan  jangka  waktu   pengujian   Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimal{sud dalam Pasal  19   ayat (1).

dan   dilanjutkan   tahapan   Pemeriksaan   sampai   dengan
pembuatan LHP.

Pasal 62

(1)     Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP sumir
karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi
panggilan   pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal  59  huruf a,  dapat  dilakukan  pemeriksaan  kembali
apabila   setelah   diterbitkan   LHP   Sumir,   Wajib   Pajak
ditemukan.

(2)    Pajak  terutang  atas  pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak
yang  tidak  ditemukan  atau  tidak  memenuhi  panggilan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61  ayat
(1) huruf c dan huruf d ditctapkan secarajabatan.

Pasal 63
Pemeriksa berdasarkan:
a.    surat   pernyataan   penolakan   pemeriksaan   sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat  (2),  Pasal  35  ayat  (1),  atau
Pasal  36  a`yat  (1 );

b.    berita      acara      penolakan      pemeriksaan      sebagaimallia
dimaksud  clalam  Pasal  34  ay-at  (3),  Pasal  35  ayat  (2),  atau
Pasal 36  ayat  (2);

c.    bcrila   acara   tidak   dipenuhinya   panggilan    pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);

d.    surat    penolakan    membantu     kelancaran    pemeriksaan
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 35 ayat (6); atau

e.    berita acara pen()1akan membantu kelancaran pemcriks€ian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7),

dapat    melakukan    penelapan    Pajak    secara   jabatan    atau
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Kedelapan Belas
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 64

(1)     SKPD dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
a.    penyampaian SPHP; atau
b.   PAHP,  dapat dibatalkan oleh Guberriur secara jabatan

atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
(2)     Dalam hal  dilakukan pembatalan  sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), proses pemeriksaan haius dilanjutkan dengan
melaksanakan penyampaian SPHP dan/atau PAHP.

(3)     Prosedur penyampaian spHp darl/atau pelaksanaan PAHP
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)   harus  dilakukan
sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan
Gubernur ini.

(4)     Dalam  hal  pemeriksaan  yang  dilanjutkan   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat    (2)    terkait   dengan   permoh()nan
pengembalian   atau   kompensasi   kelebihan   pembayaran
Pajak, pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:
a.  SKPD  sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum

melampaui     12     (dua    belas)     bulan    kalender    sejak
diterimanya        permohonan        pengembalian        atau
k()mpensasi     kelebihan     pembayaran     Pajak     belum
terlewati; atau

b.  SKPDLB  .../41
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b. SKPDLB  scsuai dcngan  SPTPA apabila jangka wakt.u  12
(dud belas)  bulan kalendei-sejak cliterimanya pengajuan
perm()h()nan  pengembalifin  i-itau  k()mp€.nsasi  kelebihan
pembayaran Pajak.

(5)     Dalarri   hal   susunan   keanggotaan   tim   pemeriksa   uiltuk
melanjutkan   pemcriksaan   scbagaimana  dimaksud  pada
ayat    (2)    berbeda    dengfin    susunan    keanggotaan    tim
pemeriksa  sebelumnya,   pemeriksaan   tersebul   dilakukan
setelah diterbitkan SP2 perubahan.

Bagian Kc?sembilan Bel£is
Usulan Pemeriksaan Bukt.i Pcrmulaan dan Pen8ingguh,an Pemc`riksaan

Pasal 65

(1)     Pemei-iksaan    untuk    mcriguji     kcpatuhan     pcmcnuhcin
kewajiban   Pajak   dapat   diusulkan   Pemeriksaan   Bukti
Permulaan Terbuka apabila:
a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya

indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; aLau
b.Wajib   Pajak   menolak   untuk   dilakukan   pcmcriksaan

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  atau  Pasal  3(-~j
dan   terhadap   Wajib   Pajak   terscbut   tit-lak   clilakukan
penghitungan Pajak terutang seeara jabatan.

(2)     Dalam    hal    pemeriksaan    yarLg    ciilakukan    merupakLln
pemeriksaan  atas  pengajuan  perm()honan  pengembalian
atau   kompensasi   kelebihan   pembayaran   Pajak,   usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka harus memperhatikan
jangka   waktu   penyelesaian   pei`moh(man   pengembalian
atau kompensasi kclcbihan pcmba.varan Pajak terscbut.

Pasal 66

(1)     Dalam hal usulan  Pcmeriksaan  Bukti  Pcrmulaan Terbuka
sebagaimana  dimaksud  dalam  P£~isfil  65  ayat  (1)  disetuju].
oleh  Gubemur,  pelaksanaan  peineriksaan  ditangguhkan
dcngan  membual.1aporan  kcmajuan   pcmcrikf;aan  sampai
dengan:
a.    Pemeriksaan   Bukti   Pcrmulaan   Terbuka   clihentikan

karena   Wajib   Pajak   orang   pribadi   y&ng   dilakukan
Pemeriksaan   Bukti   Pcrmulaan   Tcrbuka   rncninggal
dunia;

b.    Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Terbuka   dihentikan
karena   tidak   ditcmukan   adanya   bukti   permulaan
tindak pidana di bidang perpajakan;

c.    Penyidikan  dihentikan  karena  tidak  terdapat  cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana   di   bidang   perpajakan,   tersangka   mcninggal
dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa; atau

d.   putusan   pengadilan   alas   tindak   pidana   di   bidang
perpajakan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap
dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima
oleh Gubernur.

(2)  Pc`nang.guhan  .../42
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(2)     Penangguhan  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1)  harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Pajak.

(3)     Pemberitahuan   secara   tertulis   sebagaimana   dimaksud
pada      ayat      (2)      disampaikan      bersamaan      dengan
disampaikannya surat pemberitahuan Pemeriksaan Buktj
Permulaan Terbuka.

(4)     Dokumen terkait dengan pemeriksaan yang ditangguhkan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diserahkan  kepada
pemeriksa Bukti Permulaan dengan membuat berita acara
yang   ditandatangani   pemeriksa   dan   pemeriksa   Bukti
Permulaan.

(5)     Salinan berita  acara sebagaimalia dimaksud pada ayat (4)
diserahkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 67

(1)    Pemeriksaan  yang  ditangguhkfin  sebagaimana  dimaksud
dalam    Pasal    66    ayat    (1)    dilanjutkan    sesuai    dengan
ketentuan yang berlaku, apabila:
a.    Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Terbuka   dihentikan

karena   Wajib   Pajak   orang   pribadi   yang   dilakukan
Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Terbuka   meninggal
dunia;

b.    Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Terbuka   dihentikan
karena   tidak   ditemukan   adanya   bukti   permulaan
tindak pidana di bidang perpajakan;

c.    Pemeriksaan  Bukti   Permulaan  Terbuka   dilanjutkan
dengan  penyidikan  dihentikan  karena  tidak  terdapat
cukup bukti atau peristiwa terscbut bukan merupakan
tindak    pidana    di    bidang    perpajakan,    tersangka
meninggal dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa;
atau

d.    Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Terbuka   dilanjutkan
dengan    penyidikan    dan    penuntutan    serta    telah
terdapat  putusan  pengaclilan  yang  telah  mcmpunyai
kekuatan hukum tetap yang memutLis bebas atau lepas
dari   segala   tuntutan   hukum   dan   salinan   put.usan
pengadilan tersebut telah ditelima ()lch Chibernur.

(2)     Pemeriksaan  yang  ditangguhkan  scbagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  66  ayat  (1)  dihentikan  dengan  membuat  LHP
Sumir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  huruf  b,
apabila:
a.    Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Terbuka   dilanjutkan

dengan   penyidik&n   tetapi   penyidikannya   dihentikan
karena peristiwanya telah kedaluwarsa; dan

b.    Pemeriksaan   Bukt,i   Permulaan   Terbuka   dilanjutkan
dengan    penyidikan    dan    penuntutan    serta    telah
terdapat   putusan   pengadilan   atas   lindak  pidana   di
bidang  perpajakan  yang  telah  mempunyai  kekuaLan
hukum   tetap  yang  menyatakan   bahwa  Wajib  Pal.ak
terbukti    secara    sah    dan    meyakinkan    bersalah
melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dan
salinan  putusan  pengadilan  tersebut  telah  diterima
oleh Gubernur.

Pasal 68  .../43



-43-

Pasal 68

(1)     Dalam hal wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk
menguji   kepatuhan   pcmcnuhan   kcwajiban   Pajak  juga
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup,
pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan    pemenuhan
kewajiban  Pajak  ditangguhkan  dengan  membuat  lap()ran
kemajuan     pemeriksaan     apabila    Pemeriksaan     Bukti
Permulaan Tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan.

(2)     Penangguhan   pemeriksaan   untuk   mentguji   kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sampai dengan:
a.    Penyidikan  dihentikan  karena  tidak  terdapat  cukup

bukti,   atau   peristiwa   tersebut   bukan   merupakan
tindak    pidana    di    bidang    perpajakan,    tersangka
meninggal dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa;
atau

b.    putusan   pengaclilan   atas   tindak   pidana   di   biclaiig
perpajakan yang telah mcmiliki kekuatan hukum tcti-,i`p
dan   salinan   atas   kcputusan   tcrsebut  Lclah   cljterirria
olch Gubcrnur.

(3)     Penangguhan   pc`mcriksaan   sebagaimana  climaksucl   pads-1
ayaL  (1)  harus  dib€ritahuk;~i.n  scc`ara  tcrtulis  kcpacla Wajill
Pajak.

(4)     Pemeriksaan  yang  ditarigguhkan  scbagaimana  dimaksud
pada ayat  (1)  dilanjutkari apabila:
a.    Pcnyidikan   clilientikan   karena   1-idak   terdapat   cukup

bukti,    atau   pcristiu'a    terscbut   bukan    merupakan
tindak    piciana    di    bidang    perpajakan,     tersangka
meninggal dunia atau per].sliwanya telah kcdaluwarsa;
at.au

b.    putusan   pengadilan   alas   tindak   pjdana   cli   bidang
perpajakan yarig telah memiliki kekuatan hukum tetap
yang memutus  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntuan
hukum  dan  salinan  atas  keputusan  tersebut  telah
diterima oleh Gubernur.

(5)     Pemeriksaan  yang  ditangguhkan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dihentikan apabila:
a.    Penyidikan    dihentikan    karena    peristiwaliya    telah

kedaluwarsa; atau
b.    Penyidikan     dilanjutkan     dcngan     penuntutan     da:n

putusan   pengadilan   atas   tinclak   pidana   di   bidang
perpajak&n  yang  telah  mcmpunyai  kekuatan  hukum
tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b   dan   salinan   putusan   pengadilan   tersebut   telah
diterima oleh Gubernur.

Pasal 69

(1)     Dalam      hal      Pcmeriksaan      cl-ilanjutkan       scbagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  67  a`vaL  (1)  a?.tau  Pasal  68  a~val  (4),
jangka   waktu   pengujian   sebagaitriana   dimaksucl   dalam
Pasal   17,   atau  jangka   waktu   pt.`rpanjangan   pcngujian
selJagaimana   dimaksucl   clalam   Pasal    1tc?j   atau   Pasiil    lcJ
diperpanjang   untuk  jangka   wt'.iktu   paling   lama   3   (tiga)
bulan kalender.

(2)  Dalam  ...,/4.4
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(2)     Dalam       hal       pemcriksaan      dihcntikan      scbagaiinana
dimaksud  dalam  Pasal  67  avat  (2)  at8_u  Pasal  68  ayat  (5),
Pemeriksa   harus   menyamp{,iikan   surat   pemberitahuan
penghenLian pemeriksaan kepada. Wajib Pa.jak.

Bagian Kedua Puluh
Pcmeriksaan Ulang

Pasal 70

Pemeriksaan  Ulang  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan
instruksi atau persetujuan Gubernur.
Instruksi atau persetujuan Gubemur untuk melaksanakan
pemeriksaan ulang dapat diberikan  apabila  terdapat  data
baru termasuk data yang semula belum terungkap.

(3)     Dalam     hal     hasil     pemeriksaan     ulang     scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan
atas  jumlah   pajak  yang  telah   ditetapkan   dalam   SKPD
sebelumnya, Gubernur menerbitkan SKPDKBT.

(4)     Dalam     hal     hasil     pemeriksaan     ulang     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   lidak   mengakibatkan   adanya
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam
SKPD  sebelumnya,  pemeriksaan ulang dihcntikan dengan
membuat     LHP     Sumir     dan     kepada     Wajib     Pajak
diberitahukan mengenai penghentian terscbut.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Paragraf i
Ruang Lingkup, Kriteria dan `Jenis Pemeriksaari

Pasal 7 1

Ruang  lingkup  pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana
dalam  Pasal  3  huruf  b  mcliputi  pencnt,uan,  pencc)cokan  £-~`tau
pengumpulan      materi     yang      berkaitan      clcngan      tujuan
pemeriksaan.

Pasal 72

(1)     Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria
minimal:
a.    pemberian NPWPA secara jabatan;
b.   penghapusan NPWPA;
c.    penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak;
d.   pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e.    Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

(2)     Pemeriksaan dalam rangka  Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   c    dilakukan    untuk
memperoleh  data,  keterangan  dan  bukti  yang  berkaitan
den8an:
a.    harta yang dimiliki Wajib Pajfik/Penanggung Pajak;
b.    proses  timbulnya  tunggakan  pal.ak  berdasarkan  LHP,

KKP dan/atau Berita Ac`ara Hasil Pemeriksaan;
c.     kegiatan  penagihan  akti±. =vra`ng clilakukan;  clan
d.    upaya hukum  dari Wajib  PtiJ€ik,/I-TL`nanggung  Pajak.

..-

Pasal  73  .../45
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Pasal 73

Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  72  dapat  dilakukan  dengan jenis  Pemeriksaan  Lapangan
atau Pemeriksaan Kantor.

Paragraf 2
Standar Pemeriksaan

Pasal 74

(1)     Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai
dengan standa_r pemeriksaan.

(2)     Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan    sebagai    ukuran    mutu    pcmeriksaan   yang
merupakan  capaian  minimum  yang  harus  dicapai  dalam
melaksanakan pemeriksaan.

(3)     Standar   pemeriksaan   untuk   tujutin   lain   sebagaimana
dimaksucl pada ayat (1)  meliputi:
a. standar umum;
b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
c.  standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 75

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3)
huruf  a  merupakan  standar  umum  sebagaimana  dimaksucl
dalam Pasal 9.

Pasal 76

Standar   pelaksanaan   pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b meliputi:
a.   pelaksanaan     pemeriksaan     harus     didahului     dengan

persiapan  yang  baik,  sesuai  dengan  tujuan  pemeriksaan
dan mendapat pengawasan yang saksama;

b.    1ingkup      pemeriksaan       disesuaikan       dengan       kriteria
dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain;

c.     Pcmeriksaan dilakukan ol€`h tim pcm(=`riksa `yang Lerdiri dari:
1.     1  (satu)  orang supervisor;
2.     i  (satu)  orang k€tua  tim;  clan
3.     1  (satu)  orang atau lebih anggota  tim,
dan  dalam  keadaan  tertentu  ketua  tim  ciapat  merangkap
sebagai anggota tim;

d.   Pemeriksaan   dapat   di]aksanakan   di   kantor   Pemerintah
Daerah, tempat tiiiggal atau kectucjiul{an Wajib Pajak, tempat
kegiatan  usaha  Wajib  Pajak  dan/atau  tempat   lain  vans
dianggap perlu oleh pemeriksa;

e.    Pemeriksaan   dilaksanakan   pada  jam   kerja   dan   apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; clan

f.    pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk
KKP.

Pasal 77

(1)  KKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf f disusun
oleh pemeriksa dan berfungsi sebagai:
a.   bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan

berdasarkan standar pemeriksaan; dan
b.    dasar pembuatan LHP.

(2)  KKP  .../46
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(2)     KKP  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat   (1)   memberikan
gambaran mengenai:
a.    data, keterangan dan/atau bukti yang. diperoleh;
b.   prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
c.    simpulan  dan  hal-hal  lain  yang  dianggap  perlu  yang

berkaitan ciengan pemeriksaan.
Pasal 78

Kegiatan  pemeriksaan  untuk  tujuan   lain   dilaporkan   dalam
bentuk   LHP  yang   disusun   sesuai   standar   pelaporan   hasil
pemeriksaan, yaitu:
a.    LHP   disusun   secara   ringkas   dan  jelas,   memuat   ruang

lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan
pemeriksaan,   memuat  simpulan  pemeriksa  dan  memuat
juga pengungkapan informasi lain yang terkait;

b.    LHP untuk tujuan lain minimal rnemuat:
1.    penugasan pemeriksaan;
2.    identitas wajib  pajak;
3.    dasar (tujuan)  pemeriksaan;
4.    dokumen yang dipinjam;
5.    media penyimpanan  hasil  salii'ian  clata.  elektronik wajib

pajak;
6.    materi yang diperiksa;
7.   uraian hasil pemeriksaan; dan
8.    simpulan dan usul pemcriksa.

Paragraf 3
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 79

Dalam  melakukan  pemeriksaan  untuk tujuan  lain,  pemeriksa
wajib:
a.    menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Pemc`riksaan  Lapangan

kepada   Wajib   Pajak   dalam   hal   pemeriksaan   dilakukan
dengan jenis  Pemeriksaan  Lapangan  at,au  Surat  Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kant()r dalam hal pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksai~in Kantor;

b.   memperlihatkan tanda pengenal pemcriksa dan SP2 kepada
Wajib Pajak pada saat melakukan pemeriksaan;

c.    memperlihatkan sp2 pcrubahan kepada wajib pajak apabila
susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;

d.   menjelaskan alasan dan tujuan pemei-iksaan kepada Wajib
Pajak yang diperiksa;

c.    menyampaikan Kuesic)ner pcmeriksaan kepada wajib pajak;
f.     mengembalikan  Dokumen yang dipinjam  dari Wajib  Pajak;

dan/atau
9.    merahasiakan  kepada  pihak  lain  yang  tidak  berha_k  segala

sesuatu yang diketahui atau dibci-itahukan  kepaclanya {)1ch
Wajib Pajak dalam rangka pemcriksaan.

Pasal 80

(1)     Dalam melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain deng€m
jenis Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa berwenang:

a.  memeriksa  .../47
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a.    mcmeriksa    dan/atau    mcminj'am    dokumen    dcngan
tujuan pemeriksaan;

b.    mengakses  dan/atau  mengunduh  data  yang  dikel()1a
secara elekt.ronik;

c.    memasuki dan memeriksa  tempat  atau ruang,  barang
bergerak  dan/atau  tidak  bergcrak  yang  diduga  atau
patut  diduga  digunakan  untuk  menyimpan  dokumen
dan/atau    barang   yang    berkaitan    dengan    tujuan
pemeriksaan;

d.   meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

e.    meminta  keterangan  dan/atau  data  yang  diperlukan
dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa melalui Pejabat.

(2)     Dalam melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, pemeriksa berwenang:
a.   memeriksa    dan/atau     meminjam     dokumen    yang

berhubungan   dengan    penghasilan   yang   diperolch,
kegiatan usaha atau objek yang terutang Pajak;

b.   meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

c.    meminta  keterangan  dan/atau  data  yang  diperlukan
dari  Pihak  Ketiga yang mempunyai  hubungan  dengan
Wajib Pajak yang diperiksa melalui Pejabat.

Paragraf 4
Hak dan Kcwajiban Wajib Pajak

Pasal 81

Dalam   pelaksanaan   pemeriksaan   uiituk   tuj.uan   lain,   Wajib
Paj.ak berhak:
a.    meminta  kepada  pemeriksa  untuk  mempcrlihatkan  I,anda

pengenal   pemeriksa   dan   SP2   kepada   Wajib   Pajak   pada
waktu pemeriksaan;

b.   meminta kepada pemeriksa untuk memberikan sppL, dalam
hal   pemeriksaan   dilakukan   dengan   Jenis   Pemeriksaan
Lapangan;

c.    meminta kepada pemeriksa untuk memberikan  penjelasfln
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

d.   meminta  kepada  pemeriksa  untuk  memperlihatkan   SP2
perubahan    apabila    terdapat    perubahan    susunan    tim
pemeriksa; dan/ atau

e.    memberikan   pendapat   atau   penilaian   atas   pelaksanaan
pemeriksaan  oleh  pemeriksa  melalui  pengisian  Kuesioncr
Pemeriksaan.

Pasal 82

(1)     Dalam    pelak`sanaan    pemeriksaan    untuk    tujuan    lain
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
a.    memperlihatkan   dan   meminjaimkan   dokumen   yang

berhubungan clengan  tujuan  pcrmcTiksaan;
b.    memberi    kcs€mpatan    Liintuk    rnc`ngakses    dan/atau

mengunduh I)ata Elcktr()nik;

c.  membcri  .../48
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c.    membcri  kcsempatan  untuk  mcmasuki  tcmpat  atau
ruang penyimpanan  Dokumen  dan/atau  barang .yang
berkaitan      dengan      tujuan      pemeriksaan      serta
mcminjamkannya kepada pcmeriksa; dan/atau

d.   memberikan  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  serta
memberikan   data   dan/atau   keterangan   lain   yang
diperlukdn.

(2)     Dalam    pelaksanaan    pcmcriksaan    untuk    tujuan    lain
dengan jenis Pemeriksaan Kaiitor, Wajib Pajak wajib:
a.    memperlihatkan   clan   meminjamkan   dokumen   }tang

berhubungan dengan tujuan pcmeriksaan; dan/atau
b.    memberikan  ketei.arigan  iisiiri  d£-in/i'itau  tertulis  sfi`rtLi

memberikan    data    dart/atau    kc`tcrangan    lain    yari,{=2,
diperlukan.

Paragraf 5
LJangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 83

(1)     Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemcriksaan
Lapangan  dilakukan  dalam jangka  waktu  paling  lama  4.
(empat)  bulan  kalender yang  dihit.ung  sejak  tanggal  Sppl,
disampaikan  kepada  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai
atau anggota keluarga yang telah dcwasa dari Wajib Pajak,
sampai dengan tanggal LHP.

(2)    Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan
Kantor  dilakukan   dalam  jangka  waktu   paling  lama   14
(empat  belas)  hari kerja yarig dihitung sejak tanggal Wajib
Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai  atau  anggota keluarga yang
telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak,  datang  memenuhi  Surat
Panggilan    Dalam   Rangka    Pemc`rik`saan    Kantor   sarnpa.I
dengan tanggal dalam LHP.

(3)     Dalam    hal    jangka    waktu     i)cmi?iiksaan    sebagaimana
dimaksucl      pada      ayat       (1`)      at,,`.1_u      ayaLt       ('2)       bcrakhir,

pemeriksaan harus dise[esaikL\ri.

Par€igraf 6
SP2  dan Surat  Pcrubahan Tjm Pc.merikstr=t

Pasal 84

(1)     Pemeriksaan  urituk  tujuan  lain  clilakukan  ()1eh  pemeriksa
yang  lcrgabung  dalam  sual.u  t.im  pemcriksa  berdasarkan
SP2.

(2)     SP2   sebagaimam   dimaksucl   pada   ayat   (1)   diterbitkan
untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak .yang sama atau untuk satu
bagian Tahun Pal.ak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib
Pajak.

(3)     Dalam hal  susunan  tim pemcriksa diubah,  Pejabat harus
menerbitkan perubahan SP2.
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Paragraf 7
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan, dan Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pasal 85

(1)     Dalam   hal   pemeriksaan   untuk   tujuan   lain   dilakukan
dengan  jenis   Pemeriksaan   Lapangan,   pemeriksa   wajib
memberitahukan      kepada      Wajib      Pajak      mengenai
dilakukannya         Pe me riks aan         Lapangan         d e ngarL
menyampaikan      Surat      Pemberitahuan      Pemeriksaan
Lapangan.

(2)     Dalam   hal   pemeriksaan   untuk   tujuan   lain   dilakukan
dengan    jenis    Pemcriksaan    Kant-or,     pemeriksa    wajib
memberitahukan      kepada      Wajib       Pajak      mengenai
dilakukann.ya Pcmeriksaan Kantor clongan mcnyampa{kan
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3)     Sural pemberitahuan pcmcriksaan Lapangan scbagaimaria
dimaksLid    pada   ayat    (`1)    atau    Surat    Panggilan   r~)Lt`l£]tm
Rangka Pemei.iksaan  Kantor  set)agaimai-ia  dimaksud  pacia
ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak sebagaimam tercantum dalam SP2.

Pasal  86

(1)     Surat pemberitahuan pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud   clalam   Pasal   85   ayat   (I)   dapat   disampaikan
secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya
Pemeriksaan   Lapangan   atau   disampaikan   melalui   p()s,
atau jasa pengiriman lainnya dcngan bukti pcngiriman.

(2)     Dalam  hal  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan
disampaikan   secara   langsung   dan   Wajib   Pajak   tidak
berada   di   tempat,    Surat   Pemberitahuan   Pemeriksaan
Lapangan  dapat disampaikan kepada:
a.   wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b.    pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1.    pegawai dari Wajib Pajak yang menurut pemeriksa
dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; atau

2.    anggota   keluarga  yang   telah   dewasa   dari   Wajib
Pajak   yang   menurut   pcmeriksa   dapat   mewakili
Wajib   Pajak,   dalam   hal   pemeriksaan   dilakukan
terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

3.   pihak  selain  sebagaimana  dimaksud  angka  1  dan
angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3)     Dalam  hal  wakil  atau  kuasa  clari Wajib  Pajak  atau  pihak
yang dapat  mewakili Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (2)  tidak  dapat  dilemui,  Surat  Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dis€impaikan melalui pos, atau jastt
pengiriman  lainnya  deng.an  bukti  pcngiriman  clan  Surat
Pemberitahuan   Pemeriksaan   Lapangan   dianggap   telah
disampaikan dan Pemeriksaan I,apangan telah dimulai.

(4)     Surat    Panggilan    Dalam    Rangka    Pemeriksaan    Kantor
sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal  85  ayat   (2)   dapat
disampaikan  melalui  pos  atau  jasa  pengiriman  lainnya
dengan bukti pengiriman.
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Parfigraf 8
Peminjaman Dokumen

Pasal 87

(1)     Dokumcn yang dipinjam harus discsuaikan dcngan tujuan
dan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72.

(2)     Peminjaman    Dokumen    dilaksanakan    sesuai    dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 9
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 88

(1)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain
menyatakan    menolak    untuk    dilakukan    pemeriksaan
termasuk    menolak    menerima     Surat    Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib   Pajak   harus   menandatangani   surat   penolakan
pemeriksaan.

(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
menola`k  menandatangani  surat  penolakan  pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat
berita acara  penolakan  pemeriksaan .yang ditandatangani
oleh tim pemei-iksa.

Pasal 89

(1)     Daiam hal Wajib Pajak, wakiJ7  alau kuasa dari Wajib Pajak
yang  dilakukan  pemeriksaan   Kantor   untuk  tujuan  lain
memenuhi  Surat  Panggilan  Dalfim  Rangka  Pemeriksaan
Kantor   namun   menyatakan   men()lak   untuk   dilakukar+
pemeriksaan,  Wajib  Pajak,  wakjl  atau  kuasa  dari  Waj.ib
Pajak harus menandatangani surat pern.yataan penolakan
pemeriksaan.

(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak   menandatangani   surat   pemyataan   penolakan
pemeriksaan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1),
pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 90

(1)     Berdasarkan   surat   pernyataan   penolakan   pemeriksaan
atau  berita  acara  penolakfm  pemeriksaan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, Wajib Pajak diberi
NPWP secara jabatan dalam hal pemeriksaan untuk tujuan
lain dilakukan dalam rangka pemberian NPWP.

(2)     Berdasarkan   surat   pernyataan   penolakan   pemeriksaan
atau   berita  ac`,ara  periolakfin   pemcr.iksaan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 clan Pasal 89, pcrmohonan Waj.ib
Pajak   ^iidak   dikeibulkan   clalam   hal   pemeri`t{.sf.aan   ujit.uk
tujuan lain dilakukan  clalam ri-ingkfj  p{=mghapusan  f\Tr'WP.
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Paragraf I 0
Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kcpada Pihak Ketiga

Pasal 9 1

(1)     Dalam    pelaksanaan    pemeriksaan    untuk    tujuan    lairl,
melalui  Pejabat,  pemeriksa juga  dapat  memanggil  Wajib
Pajak untuk  mcmpcrolch  penjclasan yang. lc`bjh  rinc`i  atau
meminta    keterarigan    clan,/atai.i    bukti   yang    bcrkaitari
dengan pemcriksaan kcpada pihak kctiga.

(2)     Permintaan  keterangan  kepada  Wajib  Pajak  atau  kepada
pihak  ketiga  sebagaimana  dimaksud  pad.a  ayat  (i)  harus
dilaksanakan      sesuai      cjengan      ketentuan      pi`raturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kcdua Pululi Dua
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen

Pasal 92

(1)    Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  akuntabilitas
pemeriksaan,  pemeriksa  wajib  menyampaikan  Kuesi(]ner
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang dipcriksa.

(2)    Dalam   hal    pemeriksaan   yang   dilakukan    merupakan
pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan    pemcnuhan
kewajiban   Pajak,   penyampaian   Kuesioner   pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat
pertemuan  dengan  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksucl
dalam Pasal 25.

(3)     Dalam    hal    pemeriksaan    yang    dilakukan    merupakan
pemeriksaan  untuk  tujuan  lain,  penyampaian  Kuesioner
pemeriksaan     sebagaimam    climaksud     pacia     ayal     (1)
disampaikan         pada         saat         pen`yampaian         Sura+,
Pemb€`ritahuan   I'cmeriksa€,\n   Laparigan   atau   pada   i;aa{
Wajib   Pajak   clatang   memeriuhi   Sui-£tt   Panggilan   Dali;`m
Rangka  Pc;`mc`riksaan kantor.

f'asal 93

Dokumen  yang   clipinjam   harus   dikembalikan   kepada  Wajib
Pajak      dcngan      menggunakan      bukti      pcminjaman      dan
pengembalian Dokumcn paliiig lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal LHP.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Ketentuan Lain Terkait Pemeriksaan

Pasal 94

Pemeriksa  tidak  dapat  dikenai  sanksi  dalam  hal  pemeriksaan
yang dilakukan telah sesuai dengan standar pemeriksaan, ``3crta
dilaksanakan  berdasarkan   iktikad   baik   dan   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-unclangan perpajakan Acch.
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BAB  Ill
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pejabat dan LJurusita

Pasal 95

(1)    Dalam     rangka     melaksanakan
berwenang    menunjuk    Pej.abat
penagihan.

penagihan,     Gubernur
untuk    melaksanakan

(2)     Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.  mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
b.   mencrbitkali:

1.    Surat Tcbouran;
2.     Surat Pcririt,ah  Pcriagihan  Seket,ika dan  Sckaligus;
3.    Surat paksa:
4.     Suri~iL  PL`rililah  Mc`laksan{ikan  Pen`yitaan;
5.    Sul-at pengusulan pencegdhan;
6.    Surat  pc`rintah  ponyandcraan;
7.    Surat pencabutan sita;
8.    pengumuman Lelang;
9.    surat penentuan harga limit;
10.  pembatalan Lelang; dan
11.  surat   lain   yang   dipcrlukan   untuk   pelaksanaan

Penagihan Pajak.
(3)    Dalam      rangka      penerbitan      dokumen      sebagaimana

dimaksud    pada    ayat     (2)     huruf    b,,     Pejabat    dapat
mendelegasikan    kewenangan    tersebut    sesuai    dengan
ketentuan peraturan perimdang~undangan.

(4)    LJurusita  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat,   (2)   huruf  a
bertugas:
a.  melaksanakan  surat  perintah  Penagihan  Seketika  dan

Sekaligus;
b.  memberitahukan Surat Paksa;
c.   melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak

berdasarkan  Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan;
dan

d.  melaksanakan      Penyanderaan      berdasarkan      Surat
Perintah Pcnyanderaan.

Pasal 96

(1)     Jurusita  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  95  ayat  (2)
huruf    a     merupakan     pejabat     fungsional     pengawas
keuangan  negara   di  lingkungan  Pemerintah  Aceh  yang
memiliki    tugas    dan    ruang    lingkup    kegiatan    untuk
melakukan  Penagihan di bidang Pajak.

(2)     Persyaratan  untuk Jurusita  sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1)  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan   mengenai   jabatan   fungsional   di
bidang keuang.an ncgara.

(3)    Dalam hal pejabat fungsional pengawas keuangan negara
di lingkungan Pemerint.ah Daerah sebagaimana dimaksud
pada    ayat    (1)    belum    ada    atau    jumlahnya    belum
mencukupi,   Pejabat   dapat   mengangkat   `Jurusita   dari
Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  kantor  Pejabat  yang
memiliki    kemampuan    dan    diberi    tugas,    wewenang,
tanggung jawab untuk melaksanakan Penagihan.

(4)  Persyaratan . . . / 53
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(4)     PcrsyaraLa.n yang harus  dipcnuhi  untuk  diangkat  menjacli
Jurusita  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (`r3)   minimal
meliputi:
a.  berijazah      serendah-rendahnya      SMA      atau     yang

sederajat;
b.  berpangkat  serendah-rendahnya       Pengatur       Muda/

Golongan II/a;
c.   sehatjasmani dan rohani;
d.  mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita; dan
e.   memiliki kemampuan melakukan Penagihan; dan
f.    telah    mengikuLi    dan    lulus    sertifikasi    di    bidang

Penagihan      sesuai     dengan      ketcntuan     peraturan
perundang~undangan .

(5)     Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf c
ditentukan  berdasarkan  penilaian  dan  ditetapkan  dengan
Keputusan Pejabat.

(6)     Pemenuhan   sert.irikasi  di   bidang  penagihan   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (4)   huruf   f   dilaksanakan   scsuai
ketcnt,uan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Sebelum     memangku    jabatannya,     Jurusita     sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3), diambil sumpah
atau janji  menurut  agama  atau  kepercayaann:vTa  tjleh  Pej`abat
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Jurusita sebagaimana dimaksud cialam Pasal 97 diberhentikari
apabila:
a.    meninggal dunia;
b.    pensiun;
c.    alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
d.   1alai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
e.    melakukan perbuatan tercela;
f.    melanggar sumpah atau janji LJurusita; atau
9.   tidak cakap jasmani dan/atau rohani.

Bagian Kedua
Penanggung Pajak

Paragraf 1

Pasal 99
Penagihan Pajak dilakukan tcrhadap:
a.    Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribacli;  atau
b.    Penanggurig Pajak atas Wajib Pajak Pjf=\dan.

I-'al-a gra I. '2
Penanggung Pajak alas Wajib  Paj{~,ik  Ctri~.ing PribacJ+i

IT`asal   ltJ0

Penagihan  Pajak  ler.h£-:iclap  Puiianggu,ng  Pajak  £,tLas  Wajil)  Pfijak
or,'=tng  pribadi  sebagaimana  dimaksuc]  ciaiam  Pasal  99  huru±` a
dilakukan terhadap:

a.  orang  .../54
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a.    orang  pribadi  bersangkutan  yang  bertanggung jawab  atas
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

b.    istri/suami  clari  Wajib  Pajak  orang  pribadi  bersangkutan
yang bertanggungjawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya
Penagihan    Pajak   dalam    hal    t.idak    terdapat    perjanjian
pemisahan harta suami istri.

c.    seorang   ahli   waris,   pelaksana   wasiat,   atau   pihak   .yang
mengurus  harta  peninggalan  dari  Wajib  Pajak  yang  tclah
meninggal  dunia  dan  harta  warisan  bclum  terbagi  yang
bertanggung jawab  atas  Utang Pajak dan  Biaya Penagihan
Pajak sebcsar:
1.   jumlah  harta  warisan  yang  belum  terbagi  dalam  hal

Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama atau lcbih
besar dari pada harta warisan yang belum terbagi; atau

2.   seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dalam
hal Utang Pajak dan  Biaya Penagihan  Pajak lebih  kccil
dari pada harta warisan yang belum terbagi;

d.   para ahli waris dari Wajib Pajak yang telah meninggal dunia
dan harta warisan telah dibagi yang bertanggung jawab atas
Utang Pajak dan Biaya Penagiha.n Pajak sebesar:
1.   porsi  harta  warisan  yang  diterima  oleh  masing-masing

ahli waris,  dalam hal Utang Pajak dan  Biaya Penagihan
Pajak  sama  atau  lebih  besar  dari  pada  harta  warisan
yang tclah dibagi; atau

2.   seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dalam
hal  Utang  Pajak clan  Biaya  Penagihan  Pajak  lebih  kecil
dari pada harta warisan yang telah terbagi;

e.    wali bagi anak yang belum dewasa yarig bertanggungjawatt
atas ULa,ng Pajak dan Bia`ya Pcmagihan  Pajak scbcsar:
1.   jumlah   harta  anak  yang   belum   dewasa  `yang   bcracla

dalam  perwaliannya  dalam  hal  Utan`Qi  Pajak  dan  BiL``vf.i`
Penagihan Pajak sama ill au lcbih bL`sar dari piida jumleih
harta   anak   .yarig   bclum   clcwasa   yang   berada   (,1alam
perwalianriya; alau

2.    scluruh  Utang Pajak dan  Biaya Pc`nagihan  Pajak,  dalam
hal:
a)    Utang  Pajak  dan  Biava  Pcnagihan  Pajak  lebih  kccil

daripada  jumlah   hal-ta   anak  .yang   belum   dc`t/'asa
yang berada dalam perwaliannya; atau

b)    Pejabat    dapat    membuktikan    bahwa    wali    yang
bersangkutan  mendapat  manfaat  dari  pelaksanaan
kepengurusan harta anak yang belum  dewasa yang
berada clalam perwaliannya;

f.    pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang
bertanggung jawab  atas  Utang  Pajak dan  Biaya  Penagihan
Pajak sebesar:
i.   jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya

dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama
atau  lebih  besar  dari  pada  jumlah  harta  orang  yang
berada dalam pengampuannya; atau

2.    seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam
hal:

a)   Utang  Pajak  dan  Biaya  Penagihan  Pajak  lebih  kecil
daripada   jumlah   harta   orang   .yang   berada   dalam
pengampuannya; atau

b)  Pejabat  .../55
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b)  Pejabat  dapat  membuktikan  bahwa  pengampu  yang
bersangkutan  mendapat  manfaat  dari  pelaksanaan
kepengurusan    harta    orang    yang    berada    clalam
pengampuannya.

Paragraf 3
Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan

Pasal  101

(1)    Penagihan  Pajak  terhadap  Ponanggung  Pajak  atas  Wajib
Pajak Badan sebagaimana climaksucl dalam Pasal 99 huruf
b dilakukan lci.hadap:
a.   Wajib   Pajak   Baclan   bc`rs{irigkutan   `y.{ing   bcrtanggung

jawab  atas  sciur.uh  Utang  Pajak  dan  Bia_va  Penagihan
Pajak;  dan

b.   pengur.us  dari  Wajib   Pajak   Badan  yang   bertanggung
jawab {~itas  Utang Pajal{` clan  Bi[~iya  .Penagihan  Pajak.

(2)    Penagihan      Pajak      tcrhadap      pcngurus      sebagaimana
dimaksud pacla ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
a. untuk perseroan tcrbaLas:

1. direksi yang melipuli:
a) direktur   utama,   presiden   direktur   a.tau  jabatan

yang setingkat;
b) wakil direktur utama atau jabatan yang  setingkat;

dan/atau
c)  direktur     yang     mcmpunyai     wewenang     dalam

menentukan  kebijaksanaan  dan/atau  mengambil
keputusan di bidang keuangan,

bertanggung  jawab  sccara  pribadi  dan/atau  secara
renteng    atas    seluruh    Utang    Pajak    dan    Biaya
Penagihan Pajak;

2. dewan komisaris yang meliputi:
a) komisaris   utama   atau   presiclen   komisaris   atau

jabatan yang setingkat;
b) wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat;

dan/alau
c)  komisaris    lainnya,     bcrt,angg.ung    jawab    secara

pribadi   dan/atau   seeara   renteng   atas   seluruh
Utang Pajak dan  Bia.ya Pcnagihan Pajak;

3. orang yang nyata-nyata mcmpunyai wewenang dalam
menentukan    kebijaksanaan    dan/atau    mengambil
keputusaii  untuk  monjalankan  kegiatan  usaha  pacla
perseroan terbatas, bertanggungjawab secara pribadi
dan/atau  secara  renteng  atas  seluruh  Utang  Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak;

4. pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:
a) untuk perseroan i,crbatas terbuka, meliputi:

1) pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang
saham  pengendali,  yang  atas  sahamnya  tidak
tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;

2)pemegang    saham    lainnya    selain    pemegang
saham  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1),
yang  atas  sahamnya  tidak  tercatat  dan  tidak
diperdagangkan di bursa efek; dan/atau

3)  pemegang  .../56
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3)  pemcgang    saham    mayoritas    lidak    langsung
dan/atau   pemegang   saham   pengendali   ticlak
langsun8;

b)  untuk perseroan terbatas lertutup meliputi:
1)   seluruh     pemegang     saham     dari     perseroan

terbatas; dan/atau
2)  pemegang    saham    mayoritas    tidak    langsung

dan/atau   pemegang   saham   pengendali   tidak
langsung,

bertanggung  jawab  atas   Utang  Pajak  dan  Biaya
Penagihan  Pajak  secara  proporsional  berdasarkan
porsi  kepemilikan   saham  terhadap   Utang  Pajak
Wajib Pajak Badan;

b.  untuk bentuk usaha tetap, meliputi:
1.    kepala    perwakilan,    kepala    cabang,    penanggung

jawab,   atau  jabatan  yang  setingkat,   bertanggung,
jawab  secara pribadi  dan/atau  secara renteng atas
seluruh Utang. Pajak dan Biaya Pcnagihan Pajak;

2.    perusahaan    induk    dari    bentuk    usaha    tetap,
bertanggung jawab secara  pribadi dan/at.au  sccara
renteng   atas    seluruh    Utang    Pajak    dan    Biaya
Penag.ihan Pajak;

3.    orang    .Yang    nyata-nyata    mempun.vai    wewcmang
dalam      menentukan      kebijaksanaan      dan/€ltau
mengambil kcput,usan untuk menjalankan kcgiatan
usaha pada bentuk usaha tetap, bertanggung jawab
Sccara pribacli dan/atau scc`ara rentcng alas scluruh
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau

4.   pemilik modal, bertanggungjawab atas Utang Pajak
dan   Biaya   Penagihan   Pajak   secara   proporsional
berdasarkan   porsi   kepemilikan   modal   terhaclap
Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

c.   untuk persekutuan komanditer, meliputi:
1.    sekutu komplementer/sekutu aktif/sekutu pengurus,

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara
renteng   atas    seluruh    Utang   Pajak    dan    Biaya
Penagihan Pajak;

2.    orang   yang   nyata-nyata    mempunyai    wewenang
dalam     menentukan      kebijaksanaan      dan/atau
mengambil keputusan untuk merijalankan kegiatan
usaha  pada  persekutuan  komanclitcr,  bertanggung
jawab  seeara pribacli  dan/at£.in  seeara  renteng  atas
seluruh  Utang  Pajak  dan  Biaya  Pcnagihari  Pajak;
dan/atau

3.     'sckutu     komaridiler/r.seklilu      pasif,      bertanggung
jawab  alas  ULang  Pcljak clan  Biaya  PL`nagihan  Pajak
secara  iJrop()rsi()nal  berdasarkan  porsi  kepcmilikan
moclal  Lcrhac!ap  LTtalig  F'€i.jak  Wajib  Pajak  Badan:

d.   urituk   persckutuan   perdaLL\   dan   pcrsckutuan   :i`irrml,
melipuli:
i.    para sekutu; dan/atau

2.  orang  .... /57
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2.    orang   yang   nyata-nyata   mempunyai   wewenang
dalam      menentukan     kebijaksaliaan      dan/atau
mengambil keputusan untuk menjalankan kcgiat.an
usaha pada persekutuan perdata dan persekutuan
firma,

bertanggung  jawab   secara   pribacli   dan/atau   secara
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Pemgihan
Pajak;

e.   untuk koperasi, meliputi:
1.    pengurus;
2.    pcngawas; dan/atau
3.    orang   yang   nyata-nyata   mempunyai   wewenang

dalam     menentukan     kebijaksanaan      dan/atau
mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan
usaha pada koperasi,

bertanggung  jawab   secara   pribadi   dan/atau   secara
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak;

f.   untuk yayasan, meliputi:
1.    ketua ataujabatan yang setingkat;
2.    sekretaris;
3.    bendahara;
4.    pembina;
5.    pengawas; dan/atau
6.    orang   yang   nyata-nyata    mempunyai    wewenang

dalam     menentukan     kebijaksanaan      dan/atau
mcngamT)il  kcputusan  untuk  menjalankan ki`giat€-in
usaha pacia .yayasan,

bcrtanggung   jawab   sccal.a   pribacii   clan/atau   sc`cara
renleng atas  scluruh Utang Pajak dan  Bia``/.a Penagihan
Pajak;

9.   untuk kerja sama operasi,  m€-`liputi:
1.    pejabat  atau  jabatan  yang  setingkat,  bertanggur)g

jawab  secara pribacli  clan/atau  secara renteng  atas
seluruh Utang Pajak dan Biaya Pcnagihan Pajak;

2.    orang   yang   nyata-nyata   mempunyai   wewenang-

3.

dalam      menentukan      kebijaksanaan      clan/atau
mengambil kepulusan untuk menjalankan kegiatan
usaha pada kerja sama operasi, bertanggung jawab
secara pribadi dan/atau secara rentcng atas seluruh
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
pemilik modal, bertanggungjawab atas Utang Pajak
dan   Biaya   Penagihan   Pajak   sccara   proporsional
berdasarkan   porsi   kepemilikan   modal   terhadap
Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

h.  untuk Badan lainnya, meliputi:
1.    pejabat  atau  jabatan  yang  setingkat,  bertanggung

jawab  secara pribadi dan/atau  sccara renteng atas
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

2.    orang   yang   nyata-nyata   mempunyai    wewenang
dalam      menentukan      kebijaksanaan      dan/atau
mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan
Badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau
sccara rcntcng atas  scluruh  Utang Pajak dan Biay€`
Penagihan Pajak; dan/atau

3.  pemilik  .... /58
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3.    pemilik modal, bertanggungjawab atas Utang Pajak
dan   Biaya   Penagihan   Pajak   secara   proporsional
berdasarkan  p()rsi  kepemilikan  saham  atau  in()dal
terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

i.    untuk satuan kerja instansi pemerintah, meliputi:
1.    kepala instansi  pemerintah;
2.    kuasa pengguna anggaran;
3.    pejabat    yang    melaksanakan    fungsi    tat.a    usaha

keuangan; dan/atau
4.     {.)rang    yaiig    n,vata~n.},ratfi     mcmpunyai     Weweni,m{LJ,

dalam      mcnen[ukan       k€bijLiksanaan      dan/ata-u
merigambil keputus£~-in  dakim  sfjtiian kerja,

bertanggung   i.awab    secara    .prib{-idi    dan/atau    se(`ara
renteng Litas  seluruh  Utang l'ajak clan  Biaya  Penagihari
Pajak.

(3)     Dalam  hal  Wajib  Pajak  Bacl€in  memiliki  cabang,  pengurus
sebagaimana  climaksud  pada  a)rat  (1)  huruf  b,  Lcrmasuk
kepala cabang yang bertanggung javitab atas seluruh Utang
Pajak   dan    Biaya   Penagihan    Pajak   dari   cabang   `yang
bersangkutan.

(4)    Termasuk pengertian orang yang nyata-ny£-ita sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  hurul`  a  sampai  dengan  huruf  i
yakni:
a.    orang    yang    berwenang    m€nandatangani     konlrak

dengan pihak ketiga dan/atau menandatangani cek;
b.   orang  yang   berwenang   mengangkat,   menggantikan,

atau memberhentikan anggota direksi,  anggota dc`wan
komisaris,      kepala      pcrwakilan,      kcpala      cabang,
penanggung  jawab,   pengurus,   pengawas,   pimpinan,
atau jabatan sctingkat; dan/atau

c.    orang     yang     berwenang-     atau     berkuasa     untuk
mempengaruhi atau mengendalikan Wajib Pajak Badan
tanpa harus mcndapat otoris`,asi dari pihak manapun.

(5)    Termasuk    pengertian    pemegang    saham    sebagaimaria
dilnaksud pada  ayat  (2)  huruf a .vakni pemilik  sebenamya
atas saham.

(6)     Termasi>uk      pengertian      pc`milik      in()dal      sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf
h yakni pemilik sebenamya atas in()dal.

(7)    Pelaksanaan      tindakan      pfmagihan      Pajak      dilakukan
terhadap   Penanggung   Pajak   atas   Wajib   Pajak   Badan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  secara
berurutan.

(8)    Dalam hal terdapat perLibahan atau penggantian pengurus;
yang  tercantum  dalam  akta,  ponagihan  Pajak  clilakukari
terlebih    dahulu    terhadap    pengurus    yang    namanya
tercantum   dalam   akta   perubahan   kemudian   terhadap
pengurus     yang     namanya     tercantum     da]am     akta
sebelumnya.

(9)    Untuk  pentgurus  yang  namanya  tidak  tcrcantum  dalam
akta,  urutan  penagihan  Pajak  tetap  mengikuti  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10)  Urutan  .../59
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(10)  Urutan  Penanggung Pajak atas Wajib  Pajak  Badan  untuk
dilakukan     tindakan     penagihan     Pajak     sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), tidak berlaku
dalam hal:
a.   Objek Sita tidak dapat ditcmukan;
b.  terjadi  Penyitaan  atas  Barang  Penanggung  Pajak  oleh

pihak ketiga;
c.   dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus;
d.  hak  untuk  melakukan   penagihan   Pajak  atas   Utang

Pajak  akan  kedaluwarsa  dalam jangka  waktu  kurang
dari 2 (dua) tahun;

e.   berdasarkan    data    dan    informasi    terdapat    indikasi
Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-1amanya atau berniat untuk itu;

f.   terdapat  tanda-tanda  bahwa Badan  akan  dibubarkan,
digabungkan,    dimekarkan,    dipindahtangankan   atau
dilakukan perubahan bentuk lainnya;

9.   terdapat     tanda~tanda     kcpailitan     dan/atau     dalam
keadaan pailit;

h.  terdapat  Landa-tanda  bahwa  Penanggung  Pajak  akan
mcnghentikan  atau  mengecilkan  kegiatan  perusahaan
atau pekerjaaii yang dilakukan di Indonesia; alau

i.    Penanggung  Pajak  dapat  meyakinkan  Pcjabat  dcngan
membuktikan    bahwa    kedudukannya    tidak    dapat
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal  102

(1)    Penagihan  Pajak  dapat  dilakukan  terhadap  Penanggung
Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 huruf b yang:
a.  dinyatakan pailit;
b.  dibubarkan,  dilikuidasi  atau  status  badan  hukumnya

berakhir;
c.  dilakukan penggabungan;
d.  dilakukan peleburan; dan/atau
e.  dilakukan pemisahan.

(2)    Dalam  hal  harta  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  dinyatakan
pailit   i:idak   mencukupi   untuk   melunasi   Utang   Pajak,
tindakan  penagihan  Pajak dilakukan  kepada  Penanggung
Pajak  sebagaimana  dimaksnd  clalam  Pasal   101   ayat  (1)
huruf b.

(3)     Setelah   Wajib  Pajak  dibubarkan,  dilikujdasi  atau   status
badan  hukumnya  berakhir  sebagaimana  dimaksud  pacia
ayat  (1)  huruf  b.   tindakan  penagihan  Pajak  tetap  clapat.
dilakukan kepada PenanggLing Pajak.

(4)     Dalam     hal     Wajib     Pajak     melfikukan     penggabungan,
pelebul.an,  atau  pemis<r,than  scbagaimalia  dimaksud  pada
ayal    (1)    hurul`   c    sampai    clengan    huruf   e,    tindakan
penagihan Pajak dilakukan kepada Penanggung Pajak alas
Wajib  Pajak  yang  masih  memiliki  Utang  Pajak  sebelum
dilakukan   penggabungan,   peleburan,   atau   pemisahan,
kecuali  dapat  meyakinkan  PejabaL  dengan  membuktikan
bahwa  kedudukannya  tidak  dapat  dibcbani  Utang  Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak.

Bagian  Kctiga  .u./60
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Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Paragral`  1
Dasar Penagihan dan Tindakan Penagihan

Pasal  103

(1)    Setiap  Wajib  Pajak  wajib  m€mbayar  Utang  Pajak  sesuai
dengan    ketentuan   peraturan    perundang-tmdangan    di
bidang perpajakan.

(2)    Utang   Pajak   yang   tercantum   dalam    SKPD,    SKPDKB,
SKPDKBT,   STPA,   Surat   Keputusan   Pembetulan,   Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau dokumen
lain yang dipersamakan merupakan dasar Penagihan Pajak.

(3)    Atas  dasar Penagihan  Pajak  sebagaimana dimaksud  pada
ayat   (2)   yang   belum   jatuh   tempo   pembayaran   atau
pelunasan, Pejabat dapat mclakukan imbauan.

(4)    Atas  Utang  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),
Wajib    Pajak    dapat    mengajukan    permohonan    untuk
mengangsur   atau   menunda   pcmbayaran   Utang   Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

(5)    Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi  Utang Pajak setelah
lewat  jatuh  tempo  pembayaran  atau  pelunasan,  Pejabat
dan/atau Jurusita dapat Inelakukan scrarigkaian tindakan
Penagihan Paj&k.

Pa.sat  104

(1)     Serangkaian     tinciakan     Ptmagihan     Pajak     set)agaimamiL
dimaksucl  dalam  Pasal  103  ayat  (`5)  terdiri  atas:
a.   pcnerbitan  Surat Tcguran;
b.   pc`ncrbitan  Surat Pcrinlah  Penagihan  Sekc`tika clan

Sekaligus;
c.   penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
d.  pelaksanaan penyitaan;
e.   pengualan barang sitaan;
f.   pengusulan pencegahan; dan/atau
9.   pelaksanaan penyancleraan.

(2)    Penjuaian Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) huruf c dilakukan dengan:
a.   pengumuman  Lelang  dan  Lelang  untuk  barang  sitaan

yang dilakukan penjualan secara Lelang; dan/atau
b.  penggunaan,   penjualan,   dan/atau   pemindahbukuan

barang sitaan,  untuk barang sitaan yang dikecualikan
dari penjualan secara lelang.

Pasal  105

(1)     Pejabat merierbitkan  Surat Teguran setelah lewat waktu  5
(lima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang
Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

(2)     Apabila   setelah   lewat   waktu   15   (lima   bclas)   hari   kcrj.a
lerhilung    scjak    tanggal    Sural    Tcj`guran    disarripaikan,,
Pcnanggung  Pajak  belum   melunasi   Utang  Pajak,   Surat
Paksa   ditc`rbitkan   oleh   pcjabal   clan   cliberjtahukan   olch
JurusiLa kepada Pcnanggung Pajak.

(3)  Apabila  .../61
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(3)     Apabila  setelah  lewat  waktu  2   (dud)  kali  24   (dua  puluh
empat)   jam   sejak   tanggal   Surat   Paksa   diberitahukan,
Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, pada hari
kerja   pertama   berikutnya   Pejabat   menerbitkan   Surat
Perintah      Melaksanakan      Penyitaan      dan      `Jurusita
melaksanakan      Penyitaan      terhadap      barang      milik
Penanggung Pajak.

(4)     Apabila  setelah  lewat  waktu   14  (empat  belas)  hari  sejak
tanggal pelaksanaan Penyitaan,  Penanggung Pajak belum
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat
melakukan pengumuman Lelang atas barang sitaan yang
akan dilakukan penjualan secara Lelang.

(5)     Apabila  setelah  lewat  waktu   14  (empat  belas)  hari  sejak
tanggal  pengumuman  Lelang,  Penanggung  Pajak  belum
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabal
melakukan  penjualan  Barang  sitaan  Penanggung  Pajak
melalui Kantor Lelang.

(6)     Apabila  setelah  lewat  waktu   14  (empat  belas)  hari  sc`jak
tanggal  pelaksanaan   Penyitaan   sebagaimana   dimaksud
pada  ayat  (3)  terhadap  barang  sitaan yang  penjualannya
dikecualikan  dari  penjualan  secara  Lelang,   Penanggung
Pajak  belum  melunasi  Utang  Pajak  dan  Biaya  Penagihan
Pajak,  pejabat  segera  menggunakan,  menjual,  dan/atau
memindahbukukan barang sitaan.

(7)     Dalam hal telah dilakukan upaya:
a.    penjualan  barang  sitaan  secara  Lelang  sebagaimana

dimaksud pada ayat (5); dan/atau
b.   penggunaan,   penjualan   dan/atau   pemindahbukuan

barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan sccara
Lelang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6),  pejabat
dapat mengusulkan pencegahan.

(8)     Pengusulan  Pencegahan  dapat  clilakukan  setelah  tanggfil
Surat  Paksa  diberitahukan  tanpa  didahului  penerbitan
Surat   Perintah   Melaksanakan   Penyitaan,   pelaksanaan
Penyitaan atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:
a.    Objek Sita tidak dapat ditemukan;
b.   hak  untuk  melakukan  penagihan  Pajak  atas  Utang

Pajak akan  kedaluwarsa  dalam jangka waktu  kurang
dari 2 (dua) tahun;

c.    berdasarkan   data   dan   informasi   terdapat   indikasi
Penanggung    Pajak    akan    meninggalkan    Indonesia
untuk selama-1amanya atau berniat untuk itu;

d.   terdapat    tanda    bahwa    Badan    akan    dibubarkan,
digabungkan,   dimekarkan,   dipindahtangankan   atau
dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau

e.    terdapat  tanda  kepailitan  dan/atau  dalam  keadaan
pailit.

(9)     Dalam  hal  terhadap  Penanggung  Pajak  telah  dilakukan
pencegahan,    penyanderaan   dapat   dilakukan    terhadap
Penanggung  Pajak  dalam  jangka  waktu  paling  cepat   1
(satu)  bulan  kalender  sebelum  berakhimya jangka waktu
pencegahan atau berakhirnya jangka waktu per.panjaligan
pencegahziri.

(10)  Penyanderaan   dapat   dilakukan   set.elah   lewat  waktu   10
(sepuluh)      hari     kerja     sejak     tanggal     Surat     Paksa
diberitahukan. dalam hal:

a.  hak  .../62
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a.   hak  untuk  melakukan  penagihan  Pajak  atas  Utang
Pajak  akan  kedaluwarsa  dalam jangka waktu  kurang
dari 2  (dua)  tahun;

b.   terdapat    tanda    bahwa    Badan    akan    dibubarkan,
digabungkan,   dimekarkan,   dipindahtangankan,   atau
dilakukan perubahan bcntuk lainnya; atau

c.    terdapat  tanda  kepailitan   dan/atau   dalam  keaclaan
pailit.

Paragraf 2
Penerbitan Surat Teguran

Pasal  106

(1)    Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan
Surat Teguran  sebagaimana  dimaksud  Pasal  104  ayal  (1)
huruf a oleh Pejabat.

(2)    Surat   Teguran   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
mencantumkan  batas waktu  pelunasan  Utang Pajak  oleh
Penanggung Pajak.

(3)    Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak
diterbitkan   terhadap   Wajib   Pajak  yang   telah   disetujui
untuk   mengangsur   atau   menunda   pembayaran   Utang
Pajak.

Paragraf 3
Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal  107

LJurusita    meiaksanakan    Penagihan  Seketika    dan  Sekaligus
berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika  dan  Sekaligus
sebagaimana dimaksud Pasat  104 ayat (1)  huruf b apabila:
a.   Penanggung   Pajak   akan   meninggalkan   lnclcinesia   untuk

selama~1aman`ya aiLau beiliiat  unLuk  itu;
b.  Penanggung     Pajak     meminclahtangankan     barang    .Yang

dimi]iki   atau   yang   dikuasai   dala_in   rarigka   m€nghentik{.:in
atau  mengecilkan  kegiatan  usahanya  atau  pekcrjaan  yang
dilakukannva di lnd()nesia;

c.   Terdapat      tanda      bahwa      Penanggung      Pajak      akan
membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya
atau   memekarkan   usahanya   atau   mcmindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

d.  Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e.   Terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak

ketiga at,au terdapat tanda kcpailitan.
Pasal  108

(1)     Surat     perintah     Penagihan     Scketika     dan     Sekaligus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  107 diterbitkan:
a.    sebelum tanggaljatuh tempo pembayaran;
b.   tanpa didahului surat Teguran;
c.    sebelum jangka waktu  15  (lima  belas)  hari  kerja  sejak

Surat Teguran disampaikan; atau
d.    sebelum penerbitan Surat Paksa.

(2)  Surat  .,./63
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(2)    Surat     perintah     Penagihan     Seketika     dan     Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a.      nama   Wajib   Pajak   atau   nama   Wajib    Pajak   dan

Penanggung Pajak;
b.      besarnya utang pajak;
c.      perintah untuk membayar;  dan
d.      saat pelunasan pajak.

Paragraf 4
Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Pasal  109

(1)     Surat Paksa sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  104  a}'tat
(1)     huruf    c     diawali     d(mg€J``n     frasa     DI"I     KEAL)IIjAN
BERDASARrIA.N        KETUHANAN        yANG        MAHA       ESA,
memplmyai kckutrrltan eksckutorial dan kedudukan hukum
yang  sama  dengan  puLusan  pcngadilan  yang  mcmpun`yai
kekuatan hukiim lclap.

(2)     Surat paksa minimal memuat:
a.    nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
b.    dasar penagihan  pajak;
c.    besarnya utang pajak; dan
d.    perintah untuk membayar.

Pasal  ilo

(1)     Surat     Paksa     diberitahukan     oleh     LJurusita     dengan
pernyataan  dan  penyerahan  salinan  Surat  Paksa  kc`pada
Penanggung Pajak.

(2)     Pernyataan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (I)
diberitahukan  dengan  cara  membacakan  isi  Surat  Paksa
oleh LJurusita.

(3)    Pemberitahuan  Surat  Paksa  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang
pribadi dilakukan kepada:
a.    Penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal

99  ayat  (1)  huruf a;  atau
b.    oi-ang     dcwasa     yang     bcrtcmpat     tinggal     bersama

Penanggung  Pajak  atau  yang  bekerja  dj  tempat usaha
Penanggung   Pajak   dalam   hal   Jurusita   t.idak   dapal
menjumpai Pcnanggung Pajak.

(4)     Pemberitahuan  Surat  Paksa  scbagaimana  dimaksLld  pada
ayat   (1)   terhadap   Pcnanggung   Pajak   atas   Wajib   Pajak
Badan dilakukan kepada:
a.    Penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal

99  ayat  (1)  huruf b;  atau
b.    pegawai  tetap yang meliputi  pegawai  perusahaan  yang

membidangi     keuangan,     pembukuan,     perpajakan,
personalia,  hubungan  masyarakat atau bagian umum
dan bukan pegawai harian  di  tcmpat kedudukan  atau
tempat  usaha  Badan  yang  bersangkutan  dalam  hal
Jurusita    tidak    dapat    menjumpai    salah    seorang
Penanggung Pajak.

`
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(5)    Pemberitahuan    Surat    Paksa    atas    Wajib    Pajak   yang
dinyatakan    pailit    dilakukan    kepada    kurator,    hakim
pengawas atau balai harta peninggalan.

(6)    Pemberitahuan    Surat    Paksa    alas    Wajib    Pajak   yang
dinyatakan bubar atau dalam likuidasi,  dilakukan kepada
orang   atau   Badan   yang   dibebani   untuk   melakukan
pemberesan alau likuidat.or.

(7)    Pemberitahuan    Surat    Paksa    atas    Wajib    Pajak   yang
menunjuk  seol.ang  kuasa  dengan   surat  kuasa  khusus
untuk menjalankan hak dan kewajiban Pajak (bermaterai),
dapat dilakukan kepada penerima kuasa.

Pasal  11 1

(1)    Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal  110  dituangkan  dalam  berit.a  acara  pemberitahuan
Surat Paksa yang ditandatangani oleh Jurusita dan pihak
yang menerima pemberitahuan Surat Paksa.

(2)    Berita   acara   pemberitahuan   Surat   Paksa   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  paling sedikit memuat:
a.    hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b.    mama Jurusita;
c.    nama yang menerima surat paksa; dan
d.    tempat pemberitahuan surat paksa.

Pasal  112

(1)    Dalam   hal   pcmberitahuan   Surat   Paksa   kcpada   pihak
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  110  ayat  (3)  dan  ayat
(4)   tidak  dapat  dilaksanakan,   Surat  Paksa  disampaikan
melalui   aparat   Pemerintah   Dacrah   set,cmpat   sekurang-
kurangnya sctingkat sekretaris desa/gampong.

(2)    Dalam   hal   Penanggung   Pajak   tidak   diketahui   tempat
tinggalnya,   tempat   usaha   atau   tempat   kedudukannya,
penyampaian      Surat      Paksa      dilaksanakan      dengan
menempelkan  Surat  Paksa  pada  papan  pengumuman  di
kantor   Pejabat   yang   menerbitkannya,   mengumumkan
melalui media massa, atau cara lain.

(3)    Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  dilakukan
dengan     mengumumkan     melalui     situs     resmi     yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(4)    Dalam hal pihak yang dimaksud dalam Pasal  110  ayat (3)
dan   ayat   (4)   menolak   untuk   menerima   Surat   Paksa,
Jurusita    meninggalkan    Surat    Paksa    dimaksud    dan
mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak
menolak  untuk  menerima  Surat  Paksa  dan  Surat  Paksa
dianggap telah diberitahukan.

Pasal  113

Surat  Paksa dapat  diterbitkan  tanpa  didahului  Surat Teguran
dalam hal:
a.   terhadap PenangLqung Pajak t.c`1ah diterbitkan  sural pcrinLal`i

Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal  104  ayat (1)  hurul` b;  atau

b.   Penanggung Pajak t,idak mcmenuhi kcton{uan  scbagaimana
tercantum   dalam   keputusan   persetujuan   pengang`suran
atau penundaan pembayaran Utang Pajak.
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Paragraf 5
Penerbitan Surat PerinLah Melaksanakan Penyjtaan dan

Pelaksanaan Pcnyitaan
Pasal  114

(1)    Jurusita   melaksanakan   Penyitaan   terhadap   Objek.   Sita
berdasarkan    Surat    Perintah    Melaksanakan    Penyitaan
sebagaimana  dimaksud clalam Pasfil  104 ayat  (i)  huruf d.

(2)     Surat    Perinlah    Melaksanakan    Pen.yitaan    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) minimal mcmiiat:
a.    nama    Wajib    Pajak    aLau    nama    Wajib    Pajak    dan

Penanggung Pajak;
b.    nomor dan tanggal penerbit,an Surat Paksa;
c.    tanggal pemberitahuan surat paksa;
d.    namaJurusita; dan
e.    perintah untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal  115

(1)    Dalam pelaksanaan penyitaan, Jurusita harus:
a.    mcmperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita;
b.    memperlihatkan  surat        Perintah        Melaksanakan

Penyitaan;
c.    memberitahukan     tentang     maksud     dan     tujuari

Penyitaan; dan
d.    membuat  berita  acara   pclaksanaan   sita  atas   seliap

pel,aksanaan Penyitaan.
(2)    Berita acara pelaksanaan sita scbagairnana dimaksud pada

ayat (1) huruf cl clitandatangani {)1eh Jurusita,  Penanggung
Pajak  dan  paling  sedikit  2   (clua)  orang  saksi  yai.1g  telah
dewasa,  penduduk  Indonesia,   clikenal  ()1eh  Jurusita  clan
dapat cliper.c,aya.

(3)     Dalam       hal       Penanggulig       Pajak       menolak       unt,uk
mcnandat.angani        bcrita        acal`a        pt`laksanaan        sit{,i
sebagaimana climaksud  pada fi.\J-at  (2), `Jurusita:
a.    mencantumkan    fikisaii    pen)1ak&n    tersebut    daliii-n

berita acara pelaksana{in sita; dan
b.    menanclatL~mgani      ben.ira      acara     pelaksanaan      sita

tersebut bersama saksi.
(4)    Dalam   hal   pclaksanaan   Pcnyitaan   tidak   dihadiri   olch

Penanggung Pajak atau Penanggung Pajak lidak diketahui
tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukannya,
berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh iJurusita
dan saksi, dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  berasal  dari  aparat  Pemerintah
Kabupatcn/Kota setempal paling rendah setingkat sekrelaris
desa/gampong atau nama lainnya.

(5)    Berila acara pclaksanaan sita scbagaimana dimaksud pada
ayat (3)  dan ayat (4)  tetap  sah serta mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat.

(6)    Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada
Penanggung Pajak dan dapat ditempelkan:
a.    pada barang bergerak dart/atau barang tidak bergerak

yang disita;
b.    di   tempat   barang   bergerak   clan/at.au   barang   tidak

bergerak yang disit.a berada; atau
c.     clitempat  iimum.

v`
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(7)    Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap  barang yang
kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan
sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga
kepada   instansi   tempat   kepemilikan   barang   dimaksud
terdaftar.

(8)    Dalam    hal    penyitaan    dilaksanakan    terhadap    barang
bergerak      dan/atau      barang      tidak      bergerak     yang
kepemilikannya   belum   terdaftar,    salinan    berita   acara
pelaks&naan   sita   sebagaimana   dimaksud   pacla  ayzit   (7)
disampaikan   juga   kepada   aparat    Pemerintah    Daerah
setempal      dan      pcngadilan      negcri      sc`t€`mpat     untuk
diumumkan menurut cara `yang lazim cli tempat itu.

Pasal  116

Penyitaan tambahan cjapat clilaksanakan clalam hal:
a.    nilai barang sitaan yang tidak cukup untuk melunasi utang

Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;  alau
b.    hasil        1elang,        penggunaan,        penjualan        dan/atau

pemindahbukuan  barang  sitaan  yang  tidak  cukup  untuk
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal  117

(1)   Objek Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal  114 ayat (1)
meliputi:
a.    Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99; at.au
b.   Barang  milik  istri  atau  suami  dan  anak  yang  masih

dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud   pada  huruf  a,   kecuali   terdapat   perjanjian
pemisahan harta, yang berada di tempat tinggal, tempat
usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk
yang penguasaannya  berada  di  tangan  pihak  lain  atau
yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

(2)   Pemisahan   harta   sebagaimana   dimaksud   pada   ayal   (1)
merupakan    pemisahan    harta   yang    tercantum    dalam
perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh instansi yang
berwenang berdasarkan pcraluran perundang-undangari.

(3)   Objek   Sita   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   yarlg
dilakukan Penyitaan meliput,i:
a. Barang bergerak; dan
b. Barang tidak bergerak.

(4)  Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, dapat berupa:
a.uang   tunai   termasuk   mata   uang   asing   dan    uang

elektronik atau uang clalam bentuk lainnuva;
b.1ogani mulia, perhiasan emas, permata dan sejenisnya;
c. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan  pada

LJK    sektor    perbankan    meliputi    deposito    berjangka,
taburigan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu;

d. surat  berharga meliputi  obligasi,  saham  dan  sejenisnya
yang tidak diperdagangkan di pasar modal;

e.  piutang;
f.  penyertaan modal pada perusahaan lain;

9. kendaraan bermotor .../67
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9.  kendaraan bermotor;
h. gczcht;  dan
i.  pesawat tcrbang.

(5)     Barang tidak  bergerak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(3) huruf b dapat berupa:
a. tana.h dan/atau bangunan; dan
b. kapal  dengan  isi  kotor  paling  sedikit  20   (dua  puluh)

meter kubik.
Pasal  118

(1)    Penyitaan   dilaksanakan   dengan   mendahulukan   barang
bergerak,     kecuali     dalam     keadaan     tertentu     dapat
dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

(2)    Keadaan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
mencakup:
a.    `Jurusita tidak menjumpai barang bergerak yang dapat

dijadikan Objek Sita;  atau
b.    Barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai  nilai

atau    harganya   tidak   memadai   jika   dibanclingkan
dengan Utang Pajaknya.

(3)    Urutan.barang  bergerak  dan/atau  barang  tidak  bergerak
yang       disita       ditentukan       oleh       Jurusita       dcngan
memperhatikan jumlah  Utang Pajak clan Biaya Penagihan
Pajak serta kemudahan penjualan atau pencairannya.

(4)    Penyitaan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (i)
dilaksanakan  sampai  dengan jumlah  nilai  barang  sitaan
diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak,

(5)    Dalam  memperkirakan  nilai  barang  yang  disita,  LJurusita
dapat  meminta  bantuan  penilaian  kepada  penilai  pajak
atau penilai pemerintah.

Pasal  119

(1)    Barang sitaan dititipkan kcpada pcnanggung pajak, kecuali
dalam hal menurut Jurusita, barang sitaan perlu disimpan
di kantor pejabat atau di tempat lain.

(2)    Dasar pertimbangan Jurusita untuk  menentukan  tempat
penitipan atau penyimpanan barang sitaan dapat berupa:
a.   risiko kehilangan, kecurian atau kerusakan; dan
b.   jenis, si fat, ukuran ataujumlah Barang sitaan.

(3)    Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.     LJK;
b.    kantor pegadaian;
c.     kant()rpos;
d.    kantor   aparat    Pemcrintah    Daerah    setempat   yang

menjadi   saksi   dalam   pelaksanaan   sita   dalarn   hal
penyitaan tid.ak dihadiri oleh Pet-ianggung Pajak;

e.    rumah penyimpanan bonda sitLaan ncgara; clan
f.      t(-mpat  tertentu yang ditet£~ipk.an Gubemur.

Pasal  120

(1)     Pencabut&n sita dilaksanakan dalam hal:
a.    Ponanggung  Pajak  telah   mclunasi   Utang  Pajak  dan

Biaya Penagihan  Pajak yang  menjadi  dasar  dilakukan
penyitaan  sesuai dengan tanggLmg jawab  Penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;

b.  adanya .../68
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b.    adanya putu`sar) pengadildn aLau berdasarkan putusan
pengadilan pajak; atau

c.    tcrdapat kondisi tertentu.

(2)     Kondisi   tertentu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayaL   (1)
huruf c mclipuli:
a.    Bar.ang     siLaan     musnah     karcna     terbakar,     gagal

teknologi,  bcmcana sosial clan/alau bcncana alam;
b.    PenanggLmg   Pajak   menyerahkan   barang   lain   yang

nilainya  paling  sedikit  sama  dengan  Utang  Pajak  dan
Biaya Penagihan  Pajak yang menjadi dasar  dilakukan
penyitaan  sesuai dengan tanggung jawab  Penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;

c.    Penanggung  Pajak  dapat  meyakinkan  pejabat  dengan
membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

d.    Penanggung  Pajak  dapat  meyakinkan  Pejabat  dengan
membuktikan    bahwa    barang    sitaan    tidak    dapat
digunakan  untuk  melunasi  Utang  Pajak  dan  Biaya
Penagihan Pajak;

e.    Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
f.     hak  untuk  melakukan  penagihan  Pajak  atas  Utang

Pajak  yang  menjadi  dasar  clilakukan  penyitaan  telah
kedaluwarsa penagihan;

9.    Barang sit.aan tclah dilakukan penjualan secara Lelang
sebagaimana dimaksud  clalam  Pasal  105  ayat  (.5)  atau
penggunaan,   pcnjualan,   dan/atau   pemindahbukuan
barang sitaan yang dikccualikan dari penjualan sccara
lclang sebagaimana dimaksuci d,:,il€im Pasal  105 a`yat (6);

h.    Barang sitaan lelah dilakukan penjualan  secara lclang
sebagaimana  climaksucl  clal€im  Pasal  105  ayat  (5)  atau
penjualan    barang    sitaan    yang    dikecualikan    dari
penjuak-in secara lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal   105   ayat   (6)   tetapi   tidak   terjual   dan   pcjabat
mendapatkan barang lain yang nilainya  paling seclikit
gama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan  Pajak
yang menj.adi dasar dilakukan pcnyitaan scsuai derigan
tanggung   jawab    Penanggung    Pajak    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99; dan/atau

1. Wajib       Pajak       telah       mendapatkan       keputusan
persetujuan   pengangsuran   pembayaran   pajak   atas
Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyitaan.

(3)     Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  huruf b
dan huruf h merupakan:
a.    milik  Penanggung  Pajak,  termasuk  milik  istri/suami

dan anak yang masih  dalam  tanggungan  Penanggung
Pajak   kecuali   terdapat   perjanjian   pemisahan   harta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal   117 ayat (2);

b.    tidak    sedang    dijaminkan    alas    peluriasan    utang
tcrtentu; dan

c.    Balfang  yang   setara   atau   lebih   mudah   dijual   atau
dicairkan dari Barang yang telah disita.

(4)      Terhadap    pelaksanaan    penL`,abutan    sit.a    sebagajmana
dimaksud  pada  ayat   (2,)   huruf  b  dan  huruf  h,   PejabaT
melakukan  Penyitaan  terlebih  dahulu  atas  barang  yang
diserahkan  atau  clidapfitk£-`_ii.

(5)  Pencabutan  ...,/69
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(5)      Pencabutan   sita  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat   (1)
dilaksanakan  berdasarkan  surat  pencabutan  sita  yang
diterbitkan  oleh  pejabat  dan  disampaikan  oleh  Jurusita
kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait.

Paragraf 6
Penyitaan Terhadap Hart.a Kekayaan Periangguiig Pajak yang Disimpan pada

Lembaga Jasa Keuangan
Pasal  1 2 1

|Jurusita   mek`iksanakan   Penyitafm   terhaclap   harta   keka.vaari`
Penanggung   Pajak   yang   disimpan   pads   LJK   sebagaimana
dimaksud  clalam  Pasal   117  a~yat  (4)   huruf  c,   clongan   Lcrlcbih
dahulu melakukan permintaan pemblokiran.

Pasal  122

(1)    Permintaan   Pemblokiran   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal  121, disampaikan olch pejabat kepada:
a.    kantor  pusat  atau  divisi  pada  LJK,  bagi  Penanggung

Pajak     yang     belum     diketahui     nomor     rekening
keuangannya; dan/ atau

b.    unit  vertikal  LJK  yang  mengelola  rekening  keuangan
Penanggung      Pajak      yang      bersangkutan,       bagi
Penanggung Pajak yang telah diketahui nomor rekening
keuangannya.

(2)    Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dilakukan secara tertulis dan dilampiri dengan:
a.    salinan Surat Paksa atau daflar Surat Paksa; dan
b.    salinan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(3)    Pejabat melakukan permintaan  pemblokiran  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  sebesar jumlah  Utang  Pajak  dan
Biaya   Penagihan   Pajak   sebagaimana   t.ercantum   dalam
Surat Paksa atau daftar Surat Paksa.

(4)    Dalam     hal     terdapat     perbeclaar).     mengenai     identitas
Penanggung  Pajak  yang  terclapat  pada  data  LJK  clcngarl
permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),    informasi    identitas    yang    digunakan    berdasarkan
dokumen:
a.    karlu landa penduduk;
b.    akta    pendirian    badan    atau    d()kumen    lain    yang,

dipersamakan;
c.     NPWPA;  dan/atau
d.    paspor atau dokumen yang menunjukkan identitas diri

untuk warga negara asing.
Pasal  123

(1)    Berdasarkan      permintaan      pemblokiran      sebagaimana
dimaksud    dalam    Pasal    122,    ljJK    wajib    melakukan
pemblokiran   sebesar   jumlah   Utang   Pajak   dan   Biaya
Penagihan    Pajak    terhadap    Penanggung    Pajak    yang
tercantum dalam surat permintaan pemblokiran.

(2)    Pemblokiran     sebagaimana    dimaksud     pada     ayat     (1)
dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran
diterima oleh IJK.

(3)  Sejak  .../7()
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(3)    Sejak       saat       diterimanya       permintaan       pcmblokiran
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    122,    LJK   tidak
diizinkan       melakukan       pemindahbukuan       dan/atau
penarikan     atas      saldo      dalam      rekening     keuangari
Penanggung Pajak yang tel£ih ciiblokir.

Pasal  124

(1)    Berdasarkan     pelaksanaan     pemblokiran     sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal   1'23,   pihak  LJK  mcmbuat  bcl.ita
acara pemblokiran atau dokumen yang clipersamakan.

(2)    Berita      acara      pemblokiran      atau      d()kumen      yang,
dipersa.makan sebagaimana ciimaksucl pacla ayat ( 1 ) , paling
sedikit memuat:
a.    nomor dan tanggal pcrmintaan pemblokiran;
b.    hari,     tanggal     dan     waktu     diterima     permintaan

pcmblokiran olch  L`JK;
c.    hari,   tanggal   dan   waktu   dilaksanakan   pembl(:)kiran

olch lJK;
d.    mama,  nomor idcntilas  dan alamat  Ponanggung Pajak;

dan
e.     nomor   rekcning   keua.ngan   Pcnanggung   Pajak   .yang

telah dilakukan pemblt)kiran oleh I,JK.

(3)     Berita       acara       pcmblc)kiran       atau       dc)kumen       yang
dipersamakan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (I)
disampaikan kepada Pejabat dan Penanggung Pal.ak segera
setelah dilaksanakan pemblokiran.

P&sal  125

(1)     Setelah    mencrima    berita    acara    pemblokiran,    pcjabat
memerintahkan   Penanggung   Pajak   untuk   memberikan
kuasa  kepada.  LJK  untuk  memberitahukan  salclo  harta
kekayaan   yang   tersimpan   pada   IJK   tersebut   kepada
Jurusita dengan menggunakan surat perintah memberikan
kuasa  kepada  LJK  unt.uk  memberitahukan  saldo  harta
kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada L`JK.

(2)    Dalam  hal  Penanggung  Pajak  bersedia  memberitahukan
saldo    harta    kekayaan    yang    tersimpan     pada     HjJK,
Pcnanggung  Pajak  mcmbcrikan  kuasa  kcpada  pimpinan
LJK  atau  pejabat  LJK  yang  ditunjuk  dengan  membuat
surat  kuasa  membcrit.ahukan  saldo  harta  kckayaan  yang
Lersimpan   pada   LUK   dan    mc.nyampaikan   surat   kuasa
beserta salinannya  kepada `Junisita.

(3)     Pimpinan      ljJK      atau      pcjaba{       L`.JK      yang      clitunjul<
memberitahukan  saldo  hart,a kekavaan PenanggLing Pajak
yang  tersimpan  pada  uK  sc`cara  i-ertulis  kepada  LJuru`sita
berdasarkan   surat   kuasa   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat  (2,,.

(4)    Dalam hal Penanggung Pajak menolak mcmberikan kuasa`
kepada  pimpinan   LJK  atau   pejabat   LJK  yang  ditun`juk
untuk   mcj`mbcritahukan   saldo   harta   kekayaannya  yang
tersimpan   pada   lJK,   Jul`usita   membuat   berita   acara
penolakan    pemberian    kuasa    oleh    Penanggung    Pajak
kepada LJK untuk memberitahukan said() harta kekayaan
yang tersimpan pada LJK kcpada |Jurusita.

(5)  Dalam  .../71
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(5)    Dalam hal pcnanggung pajak:
a.  tidak memberikan jawaban atas perintah  sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  jangka  waktu  5  (lima)
hari    kerja    sejak    disampaikannya    surat    perinlah
tersebut; atau

b.  tidak dapat  dit.emukan, `Jurusita membuat berita acara
tidak diperoleh  kuasa  Penanggung  Pajak  kepada  bank
untuk   memberitahukan   saldo   harta   kekayaan  yang
tersimpan pada bank.

(6)    Dalam hal penanggung pajak:
a.  menolak memberikan kuasa kepada pimpinan LJK atau

pejabat LJK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (4);

b.  tidak   memberikan  jawaban   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (5) huruf a; atau

c.   tidak  dapat  ditemukan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (5) huruf b,

Pejabat  melakukan  Permintaan  informasi  saldo  rekening
terblokir   kepada   LJK   sesuai   dengan   mekanisme   yang
berlaku.

Pasal  126

(1)    Pencabutan     blokjr    sebclum     clilaksanakan     penyitaan,
dilakukan dalam hal:
a.    Penanggung  Pajak  melunasi  Utang  Pajak  dan  Biaya

Pcnagihan    Pajak    yang    menjadi    dasar    dilakukan
pemblokiran   clengan   menggunakan   harta   kekayaan
Penanggung  Pajak  yang  telah  diblokir  sesuai  dengan
tanggung    jawab    Penanggung    Pajak    sebagaimam
dimaksud dalam Pasal 99;

b.    Penanggung  Pajak  melunasi   Utang  Pajak  clan  Biaya
Penagihan    Pajak    yang    menjadi    dasar    dilakukan
pemblokiran      sesuai      dengan       tanggung      jawab
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99;

c.    Penanggung   Pajak   menyerahkan   barang   lain   yang
nilainya  paling  sedikit  sama  dengan  Utang  Pajak  dan
Biaya Penagihan  Pajak yang menjadi  dasar  dilakukan
pemblokiran      sesuai      dengan       tanggung      jawab
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99;

d.    Penanggung  Pajak  dapat  meyakinkan  pejabat  dengari
membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

e.    Penanggung Pajak  dapat  meyakinkan  pejabat  dengan
membuktikan   bahwa   harta   kckayaan   yang   diblokir
tidak  dapat  digunakan  untuk  melunasi  Utang  Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak;

f.     terdapat putusan pengadilan pajak;
9.    hak  untuk  melakukan   penagihan  pajak  atas  Utang

Pajak yang menjadi dasar dilakukan pemblokiran telah
kedaluwarsa penagihan;

h.    Wajib       Pajak       telah       menc]apatkan       keputusan
persetujuan   pengangsuran   pembayaran   pajak   atas
Utang      Pajak     yang      menjadi      dasar      dilakukan
pemblokiran; dan/atau

i.  tclah  .../72
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telah   dilakukan   Pemblokiran  yang   melebihi  jumlah
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi
dasar dilakukan pemblokiran  sesuai  dengan tanggung
jawab    Penanggung    Pajak    sebagaimana    dimaksud
dalam Pasal 99.

(2)    Barang lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c
merupakan:
a.    mi]ik  Penanggung  Pajak,  tLc`rmasuk  milik  istri/suami,

clan  anak yang  masih  clalam  t;.`nggungan  Penangguiig
Pajak   kecuali   terdapat   perjanjian   pemisahan   harta
set)agaimana dimaksucl dalam Pasal  117  ayat (2);

b.    tidak    sedang    dijaminkan     atas    pelunasan     utang
tertcmtu;  dan

c.    Barang yang mudah dijual atau dicairkan.
(3)    Terhadap   pelaksanaan   pencabutan   blokir   sebagaimana

dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   c,   pejabat   mclakukan
penyitaan terlebih dahulu atas barang yang diserahkan.

(4)    Atas  pemblokiran  yang  dilakukan  melebihi jumlah  Utang
Pajak  dan   Biaya  Penagihan   Pajak  yang  menjadi  dasar
dilakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   huruf  i,  pencabutan  blokir  dilakukan  terhadap  nilai
yang  melebihi jumlah  Utang  Pajak  dan  Biaya  Penagihan
Pajak.

Pasal  127

(1)    Pembayaran   Utang   Pajak   dan   Biaya   Penagihan   Pajak
dengan  menggunakan  harta kekayaan  Penanggung  Pajak
yang  telah  djblokir  scbagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
126   ayat   (1)   huruf   a   dilakukan   dengan   mengajukari
permohonan secara tertulis dart Wajib Pajak kepada pcjabat.

(2)    Permohonan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)
disampaikan dengan melampirkan:
a.     cctakan ktjde  bi.Zzz.rig aLau ciokumen yang dipcrsamakan

untuk pembayaran Utang Pajak;
b.     cctakan kode  /)I.Zzz.7ig atau dokumcn yang clipersamakan

unluk pembayaran Biaya Penagihan Pajak; dan
c.    surat permintaan pemindahbukuan sebagai pcluriasan

Utang   Pajak   dan    Biaya    Penagihan    Pajak    dongan
menggunakan    harta   kekayi~ian   yang   telah    clibl()kir
kepada LJK.

Pasal  128

(1)    Berdasarkan   permoht)nan   penggunaan   harta   kekayaan
yang  diblokir  untuk  membayar  Utang  Pajak  dan   Biaya
Penagihan    Pajak,    Pejabat    meny-ampaikan    permintaan
pencabutan  blokir  dan  pemindahbukuan  harta  kekayaan
Penanggung Pajak  kepada  UK  dengan  tembusan  kepada
Penanggung  Pajak yang  dilampiri  dokumen  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  127.

(2)    Berdasarkan      permintaan      pencabutan      blokir      dan
pemindahbukuan    harta    kekayaan    Penanggung    Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  LJK secara seketika
melakukan:
a.    pencabutan blokir; dan

b.  pemindahbukuan .../73
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b.    pemindahbukuan    sebesar    Utang   Pajak   dan   Biaya
Penagihan  Pajak  yang  tertera  pada  Surat  Paks€i  ata\J[
dartar    Surat    Paksa   yang   disampaikan    pacla    saat
melakukan pemblokiran.

Pasal  1`29

Pencabulan   blokir   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   126
ayat (1) huruf b sampai dengan huru±` i dilakukan berdasarkan
permintaan   pencabutan   blokir   yang   diajukan   oleh   pejabat
kepada UK dengan tembusan kepada Penanggung Pajak.

Pasal  130

(I)    Dalam haljumlah salclo harta kckayaan pcnanggung pajak
yang  tersimpan  pada  i,JK  sebagaimana  dimaksi,id  dal€m
Pasal  123  dikctahui dan Pcnanggung Pajak tidak melunasi
Utang    Pajak    dan    Biaya    Pc`nagihan    Pajak,    JurusiLa
melaksanakan penyit-a£-in.

(2)    Penyitaan   terhadap   salcio   harta   kc.kayaan   Pcnanggung
Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (i)  clilaksanakan
sampai  dengan jumlah  yang  mencukupi  untuk  melunasi
Utang  Pajak  dan  Biaya  Pcnagihan   Pajak  sc`suai   dengan
tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99.

(3)    Atas penyilaan tcrhadap saldo harta kekayaan penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), LJurusita:
a.membuat     berita      acara      pelaksanaan      sita     yang

ditandatangani oleh:
1.  Jurusita;
2.  Penanggung Pajak;
3.   saksi-saksi; dan
4.  pihak LdK;

b. menyampaikan  salinan  berita  acara  pelaksanaan  siLa
kepada:

1.    Penanggung pajak; dan
2.     pihakLUK.

Pasal  1`31

(1)    Setelah        dilaksanakannya        Pcnvitaan        sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  130 ayt-it  (3)  tetapi belum clilakukan
pemindahbukuan, pcncabutan sita dilakukan dalam hal..
a.    Penangg.ung   Pajak   Lclah   melunasi   ULang   Pajak   dan

Biaya Penagihan  Pajak yang menjadi  dasar dilakukan
pe]Ty-it,aan  scsuai  deng,:~m  `iantggung ji.,iwal)  Pcnang`g,.un{si-
Pajak scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 99;

b.    £idanya putusan pengadijan atfiu bel`clasarkan piitusan
pcngadilan pajak; atau

c.     terdapat     k(mdisi     t€r.teiitu     _Yang     clitetapkan     olch
Gubernur.

(2)     Konclisi   tertcntu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
huruf c meliputi:
a.    Penanggung  Pajak  membayar  Utang  Pajak  dan  Biaya

Penagihan    Pajak    yang    menjadi    clasar    dilakukan
penyitaan dengan menggunakan harta kekayaan y&ng
telah disita sesuai dengan tanggungjawab Penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;

b.  Barang  .../74
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b.    Barang sitaan musnah karena gagal tekn()1ogi;
c.    Penanggung   Pajak   menyerahkan   Barang   lain   I;Tang

nilainya  paling  sedikit,  sama  dcngan  Utang  Pajak  dzin
Biaya Penagihan  Pajak yang menjadi  dasar  dilakukan
penyitaan  scsuai dengan  tanggung jawab  Penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;

d.    Penanggung  Pajak  dapat  meyakinkan  pejabat  dengan
membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

e.    Penanggung Pajak  dapat  meyakinkan  pejabat  dengan
membuktikan    bahwa    barang    sitaan    tidak    dapat
digunakan  untuk  melunasi  Utang  Pajak  dan  Biaya
Penagihan Pajak;

f.     Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
9.    Hak  untuk  melakukan  penagihan  pajak  atas  Utang

Pajak yang  menjadi  dasar  dilakukan  penyitaan  telah
kedaluwarsa penagihan; dan/ atau

h.    Wajib       Pajak       telah       mendapatkan       keputusan
persetujuan   pengangsuran   pembayaran   pajak   alas
Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyitaan.

(3)     Barang lain  scbagaimana dimaksud  pada ayat  (2)  huruf e
merupakan:
a.    milik   Penanggung   Pajak,   termasuk   milik   istri   atau

suami    clan    anak   `yang    masih    dalam    langgungan
Penanggung      Pajak      kecu.ali      terdapat      perjanjian
pernisahan  harta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
117  a.yat  (2);

b.    tidak    sedang    dijaminkan    atas    pelunasan     litang
tertentu; dan

c.    Barang yang mudah dijual atau dicairkan.
(4)     Terhadap    pelaksanaan    pencabutan    sita    atas    kondisi

tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)   huruf  c,
pejabat melakukan penyitaan terlebih dahulu atas barang
yang diserahkan.

Pasal  132

(1)     Pembayaran   Utang   Pajak   dan   Biaya   Penagihan   Pajak
dengan  menggunakan  harta kekayaan  Penanggung Pajak
yang    telah     disita     sesuai     dcngan     tanggung    jawab
Penanggung  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
131    ayat   (2)   huruf   a   dilakukan   dengan   mengajukan
permohonan kepada Pejabat.

(2)     Permohonan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat     (i)
disampaikan dengan melampirkan:
a.    cetakan kode bizzirig atau dokumen yang dipersamakan

untuk pembayaran Utang Pajak; dan
b.    cetakan kode b{Zzj7ig atau dokume.n yang dipersamakan

untuk pembayaran Biaya Penagihan Pajak.
Pasal  133

(1)    Berdasarkan  perm()honan  sebagaimana  dimaksud  cialam
Pasal   132   ayat   (1),   Pejabat   menyampaikan   permintaan
pencabutan  blokir  dan  pcmindahbukuan  harta  kcka`yaan
Penanggung Pajak  kepada  LJK  dengan  tembusan  kepada
Penanggung    Pajak,    yang    dilampiri    dongan    clokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  132 ayat (2).

(2)  Berdasarkan  .../75
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(2)     Berdasarkan      permintafin       pen(.`abutan       bl()kir      dan
peminciahbukuan    harta    kekftyaan    Penanggung    Pajak
sebagaimana  dimaksud  pada  a~\/'al  (1 ),  L^J.K  sc`cara  scketika
melakukan:
a.    pcncabutan  blokir;  clan
b.    melakukan   peminclahbukuan   sc`besar   jumlah   yang

dimint-a oleh  Pejabat.

(3)    Permintaan pcncabutan blokir dan pemindahbukuan harta
kekayaan Penanggung Pajak s€baga`imana dimaksud pads
ayat  (1)  dilakukfin  sekaligus  dengan  penyampaian  surat
pencabutan  sita  oleh  PejabaL  kepada  Penanggung  Pajak
dengan tembusan kepada LeJK.

Pasal  134

Pelaksanaan  pencabutan  sita  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  131  ayat  (1)  huruf a  dan  huruf b  serta  ayat  (2)  huruf a
sampai   dengan   huruf   h   dilakukan   olch   Pejabat   dongan
menyampaikan:
a.    permintaan     pencabutan     blokir    kepada     I^JK     dengan

tembusan kepada Penanggung Pajak; dan
b.   surat  pencabutan  sita  kepada  Penanggung  Pajak  clengan

tcmbusan kcpada LJK.

Paragraf 7
Pcnyitaan Surat Berharga yang Tidak Diperdagangkan di Pasar Modal, Piutang

dan Penyertaan Modal

Pasal  135

(1)     Jurusita melaksanakan per-iyitaan terhadap:
a.    surat   bcrharga   yang   mclipuli   obligasi,   saham   dan

sejenisnya yang  tidak diperdagangkan di pasar modal
sebagaimana dimaksud dalam  P€isal  117 ayat. (4) huruj'
d;

b.     piufang  sebagaimana  dimak`slici  (.1i-}1am  Pasal   I.17'  a:yrrat
(4)  huruf c;  d,T3.n

c.    penyertaan  modal pada perusahaan lain  sebagaimam
dimaksud  dalam  Pasal   117  ayat  (4)  huruf  f,  dengan
melakukan invenlarisasi dan membuat rincian tent,ang
jenis,    jumlah    dan/atau    nila<i    liominal    atau    njlai
perkiraan   barang   sitaan   dalam   suatu   daftar   ya.ng
merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita.

(2)     Setelah   melakukan   penyitaan    sebagaimana    climaksud
pada ayat (1 ), `Jurusita membuat:
a.   berita acara pengalihan hak surat berharga atas mama

dari   Penanggung   Pajak   kepada   pejabat   dalam   hal
barang sitaan merupakan surat berharga scbagaima.na
dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b.   berita   acara   persetujuan   pengalihan   hak   menagih
piutang dari Penanggung Pajak kepada pejabat clalam
hal  barang  sitaan  merupakan  piutang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c.    akta  persetujuan  pengalihan  hak  penyertaan  modal
pada  perusahaan  lain  darj  Penanggung  Pajak  kepada
pejabaL dalam hal barang, sitaan I.nempakan pen`yertaan
moclal sebagaimana climaksud pacla ayat  (1)  huruf c.

Pas`;al  136  ../76
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Pasal  136

(1)      Berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal  135 ayat
(2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
a.   hari dan tanggal berita acara;
b.  nomor   dan   tanggal   Surat   Perintah   Melaksanakan

Penyitaan;
c.   nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita;
d.   nama dan nomor identitas Penanggung Pajak; dan
e.  jenis dan nilai Barang sitaan.

(2)      Akta persctujuan pengalihan  hak sebagaimana dimaksucl
dalam Pasal  135 ayat (2) huruf c`, paling sedikit memuat:
a. hari dan tanggal akta;
b. nama daii  ncirnor identitas  Pcnang;gung Pajak;
c.  nomor  akta  pendifian  atau  akta  pcrubahan  anggaran

clasar peru`sahaan tempaJi-peri~vertaan in()dal;  dan
d. nilai dan nana perusahaan tempat penyertaan mocfal.

(3)      Berit.a    acara    at,au    akta    pcrsetujuan    pengalihan    hak
ditandatangani   oleh   Jurusita,   Penanggung   Pajak   dan
paling   scdikit   2   (dua)   orang   saksi   yang   telah   clewasa,
penduduk  Indonesia,   dikenal   oleh  Jurusita  dan   dapat
dipercaya.

(4)      Dalam      hal      Penanggung      Pajak      menolak      untuk
menandatangani   berita   acara   atau   akta   pcrsetujuan
pengalihan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (`3),
Penangg.ung Pajak tidak diket.ahui lempat linggal,  tempat
usaha atau tempat kedudukannya atau Penanggung Pajak
patut    dicluga    melakukan    tindak    pidana    di    bidang
perpajakan,   Penyitaan   tetap   dapat   dilaksanakan   dan
Jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita.

(5)      Dalam      hal      Penanggung      Pajak      menolak      untuk
menandatangani   berita   acara   atau   akta   persetujuan
pengalihan hak, Jurusita:
a.   mencantumkan alasan penolakan; dan
b.  menandatangani  berita  acara  atau  akta  persetiijuan

pengalihan hak tersebut bcrsama saksi.
(6)      Bcrita    acara    atau    akta    pc`rsL`1ujuan    pongalihan    hah

sebagaimana   climaksuci   pada   ayat   (5)   tetap   sah   scrt_a
menipunyai kckuat,an  hukum in(mgikat,.

(7)      Salinan   berita   acara   atau   persetujuan   pengalihan   hak
disampaikan  kc`pada  Pc`nanggung  Pi,ijak  dan  pihak  yang
berkewajiban  membayar  utang  atau  perusahaan  tempat
pcnyertaan  modal.

Paragraf 8
Penjualan Barang Sitaan

Pasal  137

(1)     Dalam  hal  Penanggung Pajak  t,idak melunasi  Utang  Pajak
dan  Biaya  Penagihan  Pajak  setelah  dilakukan  penyitaan,
Pejabat  berwenang  melakukan  penjualan  barang  sitaan
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  104  ayat  (1)  huruf e
dengan cara:
a.  melaksanakan penjualan  secara Lelang sesuai jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4)
dan ayat (5); atau

,\
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b.  menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan
Barang  sitaan  yang  penjualannya  dikecualikan  dari
penjualan     secara     Lelang     sesuai     jangka     wakt.u
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   105   ayat   (6),
untuk   melunasi   Utang   Pajak   clan   Biaya   Penagihan
Pajak.

(2)    Dalam  menentukan  harga  limit  untuk  penjualan  barang
sitaan  secara  Lelang  dan  menentukan  harga jual  untuk
barang    sitaan    yang    penjualannya    dikecualikan    dari
penjualan secara Lelang,  Pejabat  dapat meminta bantuan
penilaian kepada penilai pajak atau penilai pemerintah.

Pasal  138

(1)    Pelaksanaan     penjualan     secara     Lelang     sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  137 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
pejabat Lelang pada kantor yang berwenang melaksanakan
Lelang   sesuai   dengan   kctentuan   pcraturan   perundang-`
undangan mengenai petunjuk pelaksanaan Lelang.

(2)    Dalam hal penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksuc]L
pada   ayat   (1)   t,idak   dapaL   dilaksanakan   karona  barang
sitaan   dibebani  hak  tanggungan   atau  jaminan   fidusia,.
Pejabat dapat:
a.    melaksanakan penjualan seca.ra Lelang; atau
b.    membuat  pernyataan  bersedia  mengangkat  penyitaan

agar  penjualan  dapat  dilaksanakan  oleh  pihak  yang
memiliki hak tanggungan atau jaminan fidusia, setelah
membuat  kesepakatan  dengan  pihak  yang  memiliki
hak tanggungan atau jaminan ridusia.

(3)    Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
harus  dibuat  dengan  memperhatikan  pembayaran  Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara optimal.

(4)    Dalam hal barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilakukan penjualan, pejabat mencabut sita.

Pasal  139

(1)    Barang  sitaan  yang  dikecualikan  dari  penjualan  secara
Lelang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   137  ayat  (1)
huruf b dapat berupa:
a.  uang   tunai   tcrmasuk   mata   uang   asing   clan   uang

elektronik   atau  uang   dalam   bentuk   lainnya   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.  surat berharga:
1.  harta  kekayaan  Penanggung Pajak yang  tersimpan

pada LJK;
2.   obligasi,     saham     dan     scjenisnya     yang     tidak

diperdagangkan di pasar modal;
3.   piulang;
4.   penyertaan modal pada perusahaan lain; atau
5.   surat berharga lainnya; dan

c.   Barang. yang mudah rusak atau ccpat~ busuk.

(2)    Terhadap     harta    kekayaan     Penanggung    Pajak    yarig
tersimpan  pada LJK sebagaimana dimaksud  pacla ayat  (1)
huruf b angka 1, Pejabat meminta kcpada pihak IJK untuk
melakukan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung,
Pajak.

(3) Terhadap  .../78
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(3)     Tcrhadap   piutang   scbagaimana   climaksuci   pacla   a);.at   (i)
huruf b angka 3,  pej£+1bat clapat:
a.    menjual piutang;  atau
b.    meminta  pihak  yang  berkewajiban  membayar  ulang

menyetol.  pembayaran  1;_~ingsung`  ke  kas  negara,  iintuk
melunasi  ULang Pajak dan Biaya Penagihan  Pajak.

(4)    Terhadap  barang  yang  muclah  rusak  atau   cepat  busuk
sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1 ) huruf c, pejabat dapat
menjual  barang  dimaksud  untuk  pelunasan  Utang  Pajak
dan    Biaya    Penagihan    Pajak    sebelum   jangka    waktu
sebagaimana dimaksud cialam Pasal  105 ayat (6).

Pasal  140

(1)    Pelaksanaan    pemindahbukuan    scbagaimana   dimaksuci
dalam Pasal 139 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan:
a.    permintaan  pencabutan  blokir  dan  pemindahbukuan

harta kekayaan  Penanggung Pajak  kepada pihak  LJK
dengan ternbusan kepacla Pcnanggung Pajak; dan

b.    surat   pencabutan    sita   kepada   Penanggung   Pajak
dengan tembusan kepada pihak 1^JK.

(2)    Pelaksanaan    pemindahbukuan    sebagaimana   dimaksucl
pada  ayat  (i)  dilakukan  paling  banyak  sebesar  sejumlah
yang tercantum dalam berita acara pclaksanaan sita.

(3)    Permintaan pencabutari blokir dan pemindahbukuan harta
kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) huruf a dilampiri dengan:
a.    cetakari  bukti  pembuatan  tagihan  pcncrimaan  riegfira

bukan     Pajak     atau     `yang     dipersamakan     untuk
pembayaran Biaya Penagihan Pajak; dan

b.     cctakan     kodc      i)i/7Z7i,.g     aLau      dokumon     lain     }'ang
dipersamakan untuk pcmbayaran Utang Pajak.

(4)      Berclasarkan        |`)c`rminl.i,lan        pt:|i(`at)u+lan        blokir        clan
pemindahbukuan    hart.a    keka.yaan    Pellanggung    Pajak
sebagaimana  dimaksucl  pada  ayat  (1)  huruf a,  pihak  L`JK
secara seketika melakukan:
a.    pcmcabutan blokir;  clari
b.    pemindahbukuan  sebesar  jumlah  .yang  diminla  ol€l~i

pejabat.
(5)    Pejabat dapat melakukan permintaan pcmblokiran kembali

terhadap  harta  kekayaan  Penanggung  Pajak  yang  tclah
dilakukan    pencabutan    bl()kir    dengan    menyampiiikan
kembali  permintaan  pemblokiran  sebagairnana  climaksuci
dalam Pasal  122.

Pasal  141

Pejabat  atau  Jurusita yang  menerima  hasil  penjualan  secara
Lelang atau pcnggunaan, penjualan, clan/atau pemindahbukuan
Barang sitaan yang penjualannya cljkecualikan  dari penjualan
secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pas£`1105 ayat (7),
harus   menyetorkan   kc   Rckening   Kas   Umum   Aceh   untuk
melunasi Utang Pajak clan Biaya Pemigihan  Paj(I)k.

Paragraf 13  . . . / 7tj
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Paragraf 9
Pengusulan Pencegahan

Pasal  142

(1)    Pencegahan  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  104  ayat
(1)  huruf f hanya  dapat  dilakukan  terhadap  Wajib  Pajak
dan/atau   Pcnanggung   Pajak   yang   mcmpunyai   jumlah
Utang Pajak paling sedikit Rpl00.000.000,OO  (seratus juta
rupiah)   dan  diragukan   iktikad   baiknya  dalam   melunasi
Utang Pajak.

(2)     Pencegahan  dapat  dilahr.sa_nakan  terhadap  beberapa  orang
sebagai  Penanggung  Pajak  Wajib  Pajak  Baclan  atau  ahli
waris.

(3)     Pcnccgahan        terhaclap        Pcnangg'ung        Pajak        tidak
mengakibatkan   hapusnya   Utang  Pajak  dan   terhentinya
pelaksanaan penagihan.

(4)    Pencegahan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)
dilaksanakan     sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 10
Pelaksanaan Penyanderaan

Pasal  143

(1)    Penyanderaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   104
ayat    (1)    huruf   g    hanya    dapat    dilakukan    terhaclap
Penanggung Pajak yang:
a.    Mempunyai         Utang         Pajak         paling         sedikit

Rpl00.000.000,00  (seratus juta rupiah); dan
b.    diragukan   iktikad   baiknya   dalam   melunasi   Utang

Pajak.

(2)    Penanggung pajak diragukan iktikacl baiknya sebagaimana
dimaksud pacla ayat  (1),  antar£-i lain clalam hal:
a.    tidak  melunasi  Utang  Pajak  baik  sekaligus  mciupun

angsuran,  walaupun  Lulah  dlbc`ritahukan  Surat  Paksa;
dan/atau

b.    menycmbunyikan   atau   mc`mindaht-angankan   barang
yang   dimiliki   atau   yang   c`tLikuasai,    termasuk   akan
membubarkan badan,  setejah timbulnya Utang Pajak.

(3)     Pelaksanaan      Penyanderaan      terh£-idap      Wajib      Pajak
dan/atau   Pcnanggung.   Pajak   dilakukan   sesuai   dcrigan
peraturan pcmndang-unclangan.

Bagian Keempat
Pembetulan, Penggantian dan Pembatalan Dokumen

Pasal  144

(1)    Terhadap   dokumen   Penagihan   Pajak   dapat   dilakukan
pembetulan, penggantian atau pembatalan.

(2)    Pembetulan,    penggantian,    atau    pembatalan    dokumen
Penagihan Pajak dilakukan:
a.  berdasarkan permohonan Penanggung Pajak;   atau
b.   secarajabatan oleh Pejabat.

(3)  Pembetulan  .../80
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(3)    Pembetulan    dokumen    Pr.`nagihc\n     Pajak    scbagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dilak-ukan   dalam   hal   terdapaL
kesalahan atau kekeliruan clalam ponulisan nama, alam{:,it,
NPWPA, jumlah U{,ang Pajak atau ketcrangan lain.

(4)    Penggantian    dokumen    Penagihan    Pajak    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hilang, rusak
atau karena alasan lain.

(5)    Pembatalan    dokumen    Penagihan    Pajak    sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  dalam  hal  seharusnya
tidak diterbitkan.

Pasal  145

(1)    Pejabat      melakukan      penelitian       atas       permohonan
sebagaimana climaksud dak-im Pasal  144 ayat  (2)  huruf. a.

(2)    Surat  permohonan  sebagaimam  dimaksucl  dalam  Pasal
144  ayat  (2)  hur-uf a,  minimal memua[  :
a.       NPWPA;
b.      alamatwajib pajak;
c.      jumlah    i_1.tang   pajak    dan    biaya    Pcnagihan    E'ajak;

dan/atau
d.      al{1san   pembelulan,   prenggarFiian   alau   pcmbata[an

disertai  buk`Li penclukungn}ra.

(3)     Berdasarkan  hasil  penclitian  sc\bag,aimana ciimaksucl  pac]ta
ayat  (1),  Pejabat  harms  memberi  keputusan  dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima)  hari kcTja sej.ak tang-gal (lilerima
permohonan .

(4)    Keputusan sebagaimana dimaksucl  pacla ayal (3)  berupa:
a.   keputusan  pcmbetulan  dalam  hal  terdapat  kesalahan

alau    kekeliruan    cialam    penulisan    nama,    alamat,
NPWPA, jumlah Utang Pajak atau keterangan lain atas
dokumen Penagihan Pajak;

b.  keputusan penggantian dalam hal dokumen penagihan
pajak hilang, rusak atau karcna alasan lain;

c.   keputusan pembatalan dalam hal dokumen penagih€in
pajak seharusnya tidak diterbitkan; atau

d.  keputusan  penolakan  atas  permoh()nan  Penanggung
Pajak  dalam  hal  tidak  tel.ciapat  kondisi  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  144  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat
(5).

(5)    Apabila I.angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terlampaui, pejabat tidak member.ikan keputusan:
a.   permohonan  Penanggung  Pa.jak  dianggap  clikabulkan;

dan
b.   Pejabat   menerbitkan   keputLisan   sesuai  permoh()nan

Penanggung  Pajak  dalam j£J`ngka  waktu  paling  lama  5
(lima)   hari   kcrja   sctcl£-ih  jang+ka  waktu   scbagaimana
dimak.snd  pada  ayal   (3)  13c`rf.-,ii`'hir.

(6)     Berdasarkan    keputusan    pcmbetulan    €itau    pengga_nt,i{-in
sebagaimana  dimaksucl  pada  ct.yi-3.i  (3)  dan  a.yat  (5),  pejabat
menerbit,kan  dokumen  Pcnagihan  Pajak  pcmbetulan  atau
dokumen  Pendgilian  Pa.jak  pengganti  ctalam jangka waklu
paling  lama  3   (tiga)   hari  kerja.   scjak  tanggal  keputLusan
pembetulan atau penggantian.

(7)  Dokumen  .../81
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(7)     Dokumen   Penagihan   Pajak   p€mbctulan   atau   penggaiiti
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kekuatan
eksc`kut,orial   dan/atau   kc`cluctukan    hukum   yang   sama
dengan  dokumen  Penagihan  Pajak  yang  dibetulkan  atau
diganti.

(8)    Dalam   hal   pcrmohonan   pcmbet.ulan,   penggantian   atau
pembatalan   tidak   diberikan   keputusan   dalam   jangka
waktu sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3),  permohonan
wajib   pajak   cliterima   maka   dokumen   Penagihan   Pajak
pembetulan,     dokumen     Penagihan     Pajak     pengganti,
keputu`san     pembatalan     dokumen     Penagihan     Pajak
diterbitkan .

(9)    Jika proses permohonan wajib pajak scbagaimana dimaksud
dalam Pasal  144  ayat  (2)  huruf a  belum  diterbitkan  Surat
Keputusan pelaksanaan Penagihan Pajak ditunda sampai
dengan  terbit  Keputusan  atau  mclampaui  batas  waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal  146

(1)    Pejabat     melakukan     pembetulan,     penggantian     atau
pembatalan   dokumen   Penagihan   Pajak   secara  jabatan
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  144  ayat  (2)  huruf b
dengan melakukan penelitian.

(2)    Berdasarkan hasil penelit,ian,  pejabat  menerbitkan:
a.  keputusan  pcmbetulan  dalam  hal  terdapat  kesalahan

atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat,  Nt)mor
Pokok    Wajib    Pajak,    jumlah     Utang    Pajak,     atau
keterangan  lain atas dokumeri Penagihan P€-1jak;

b.  keputusan  penggantian dalam hal dt)kumen Penagihan
Pajak hilang, rusak atau karcna alasan  lain;  atau

c.   keputusan  pembatalan dalam hal dokumen  Penagihan
Pajak seharusnya t,idak cliterbitkan.

(3)    Berdasarkan   keputusan   pembetulan   atau   penggantian
sebagaimana dimaksud pacla ayat (2), pejabat menerbitkan
dokumen   Penagihan   Pajak   pembetulan   atau   dokumen
Penagihan  Pajak  pengganti  dalam  jangka  waktu  paling
lama 3  (tiga)  hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan
pembetulan atau penggantian.

(4)    Dokumen   Penagihan   Pajak  pembetulan   atau   pengganti
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) mempun}J.ai kckuatan
eksekutorial   dan/atau   kedudukan   hukum   yang   sama
dengan  dokumen  Penagihan  Pajak  yang  dibetulkan  alau
diganti.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan dan Insentif bagi Jurusita

Paragral 1
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal  147

(1)     Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga,
denda,  kenaikan dan biaya penagihan pajak,  kedaluwarsa
setelah  melampaui  waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  scjak
penerbitan  Surat Tagihan  Pajak  Daerah,  Surat  Kctef.apan
Pajak  Dacrah  Kurang  Bayar  sert,a  Sural  Kctc`tapan  Pajak
Kurang      Ba.var      Tambahan      dan      S`ur.at      Keputusan
Pembetulan,     Surat     Kcputusan     Kcbcratan,     Putusan
Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.

(`2)  Kc(laluwarsa  .,./82
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(2)     Kadaluwarsa   penagihan   pajak   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Te8uran dan/atau Surat Paksa; atau
b.ada   pengakuan   utang   pajak   dari   Wajib   Pajak   baik

langsung maupun tidak langsung;
c.  diterbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  atau

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
d.dilakukan     penyidikan     tindak     pidana     di      bidang

perpajakan.

Paragraf 2
Insenl.if `Jurusita

Pasal  148

(1)     Jurusita  Pajak  cia.pat  dibcrikan  insent,if atas  pclaksanaan
tugas  Penagihan  pajak  sampai  dengan  pcnjualan  barang
sitaan   sesuai  dengan  ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

(2)     Pemberian  insentif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB  IV
KERJA SAMA PEMERIKSAAN DAN  PENAGIHAN

Pasal  149

(1)    Gubernur   dapat   melakukan   kerja   sama   pemeriksaan
dalam  rangka  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
Pajak dengan instansi pemungut pajak lainnya.

(2)    Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dapat mcliput,i:
a.    pemeriksaan    secara    bcrsama-sama    terhadap    saLu

Wajib   Pajak   atas   kepatuhan   pemenuhan   kewajib€-in
pajak pusat dan dacrah; atau

b.    pemeriksaan    sccara    bi`rsama-sama    Lcrhadap    sa+iu
Wajib   Pajak   atas   kepatuhan   pemeniih€m   ke\iTajiban
Pajak antar dacrah.

(3)     Kerja sama pemeriksaafi seb€,igaimana dimak`sucl pada ayal.
( 1) dilaksanakan berdasarka.r`i pcrjanjian k€rja sama antara
Pemerintah    Daerah    clc`ngan    instansi    pcmungut    pajak
lainnya.

(4)    Pelaksanaan        pcmeriksaan         sccara        bcrsama-sama
sebagaimana dimaksud  pada ayat (2)  huruf a dan huruf b
dilaksanakan      sesuaj.      clengan      ketentuan      peraturan
perundang-uridangan mengenai perpajakan.

Pasal  150

(1)    Gubernur  dapat  melakukan  kerja  sama  penagihan  pajak
dengan instansi lain.

(2)    Kerja  sama  penagihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) dapat berupa pendampingan atau bantuan dari jurusita
lain dan/atau pihak lain.

(3)    Pelaksanaan  pendampingan   atau   bantuan   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat,   (2)    dilaksanakan   sesuai   dengan
ketentuan     peraturan    perundang-undangan     mengenai
pcrpajakan.

BAB  V  .../83
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BABV
KETENTUAN IAIN-LAIN

Pasal 151

Ketentuan      mengenai      format      formulir      dan      panduan      teknis
pemeriksaan     dan     Penagihan     Pajak     Aceh     ditetapkan     dengan
keputusan Pejabat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Pada  saat  Peraturan  Gubemur  ini  mulai  berlaku,  ketentuan mengenai
pemeriksaan   dan   Penagihan   Pajak  Aceh   sebagaimana   diatur   dalam
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  34  Tahun  2024  tentang     Petunjuk
Pelaksanaan  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan
Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun  2024  Nomor  34)  masih  tetap
berlaku  sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubemur ini.

Pasal 153
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar    setiap    orang   mengatahuinya,    memerintahkan    pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal,  27  LJanuari 2026

8  ftyaban 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal,  27 Januari  2026

8   Syaban 1447

SEKRETARIS DAERAII ACEH,

Ttd.

M. NASIR

\

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOM

Salinan sesuai dengan asliny
PALA BIRO HUKUM,

JUNAIDI, SH, MH


